‘@@@@\ 41523

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN FUNGSI
MANAJEMEN PEGAWAI KANTOR DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROPINSI KEPULAUAN RIAU

A
A
o
4
»”

S

TAPM Diajukan sebagaisalah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magisfer Saius Dalam Iimu Administrasi
Bidarg Minat Administrasi Publik

A

Disusun Oleh :

MASRI YAZID
NIM. 014824857

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka


admin
Stamp


41523

ABSTRAK

Analisis Implementasi Pengelolaan Fungsi Manajemen
Pegawai kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau.

Oleh; Masri Yazid
masriyazidyazid@yahoo.co.id

Kata Kunci : Analisis Implementasi, Pengeloiaan Fungsi Managemen.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis fungsi-fungsi managemen
pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian
ini dilatarbelakangi Undang-Undang no & Tahun 1974 pasal 34 ayat 2
menyelenggarakan managemen Pegawai Negeri Sipil ‘yang mencakup
perencanaan, pengembangan sumber daya pegawai negen sipil dan administrasi
kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggataan dan pemeliharaan
informasi kepegawaian, mendukung perumusan Kebijaksanaan kesejahteraan
Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan bimbifign-tcknis kepada unit organisasi
yang menangani kepegawaian pada instani permerintah pusat dan pemerintah
daerah.

Penelitian ini adalah penelitidn-kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif
untuk menjawab dua permasalahaty. ifama, yaitu: (1) bagaimana implementasi
pengeloaan fungsi-fungsi managemen pegawai kantor Dinas Pemuda dan
Olahraga Propinsi Kepuapan'Riau; (2) untuk mengetahui faktor pendukung dan
penghambat implementasi-pengelolaan fungsi-fungsi managemen pegawai kantor
Dinas Pemuda dan Olahfaga Pripinsi Kepulavan Riau Implementasi fungsi fungsi
managemen pegatvai akan meningkatkan kinerja pegawal dan mempercepat
terwujudnya visi darimisi organisasi.

Subyek penelitian adalah seluruh pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga
yang bekerja sampai Juli 2010 Penelitian ini menggunakan metode Kkualitatif
melaluiwawancara mendalam dan terpimpin dengan beberapa key informen dan
mengisi Kuesioner.

Berdasarkan dari beberapa teori, dimulai dari teori-teori yang berhubungan
dengan teori sumber daya manusia sampai pada teori yang berhubungan dengan
managemen. Dari implementasi fungsi-fungsi managemen tersebut diasumsikan
bahwa pengimplementasiannya telah dilaksanakan dengan baik.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa fungsi-fungsi
managemen pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau
telah terimplementasi dengan baik sekalipun belum secara optimal, karena masth
ditemukan kendala-kendala dalam perencanaan sumber daya pegawai yang tidak
sesuai dengan analisis jabatan kebutuhan pegawal.
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ABSTRACT

Analysis Implementation Management Function Staff of Youth and Sport
Department Kepulauan Riau Province

By: Masri Yazid
Masriyazidyazid@yahoo.co.id

Keywords: Analysis, Implementation, Management of Staff, Management
Functions

This research was done to Analysis Implementation Management Function
of Youth and Sport Department Kepulauan Riau Province. This research is based
on the law number 8, 1974 article 34, paragraph 2.abiout government employee’s
management, includes planning, human resoure¢ development, administration,
supervision and control, information maintenance for the government inployees,
supports the formulation of welfare policy /and technical guidance to the
organization unit that deal with centrdLand local government.

This is a qualitative reséarch in order to answert the two main problems,
they are how to implement.the fluiction of management to manage the staff in
Youth and Sport Departernent” of Kepulauan Riau Province and to know the
supporting and obstacle factors to implement the management functions to
manage the staff\in{Youth and Sport Departementof Riau Island Province. The
implementation of \management for the staff can increase the staff performance
and createthe wision and mission of the organization accelerately.

The' stbject research was the whole staff in Youth and Sport Departement
of Kepulauan Riau who worked until July 2011, This research uses qualitative
method using the decp interview to several key informen and distributing
questioners.

Based on several theories, starting from the theores that relate to the
human resources to the theories related to the management The implementation of
management functions is assumed that it has been implemented properly.

As the conclution of this research prove that the management function to
manage the staff in Youth and Sport Depariment of Kepulauan Riau Province has
been implemented good though not yet optimal, because there is few problems
concerning to the recruitment planning for the new staff that are inconsistent with
the position based on the analysis of emplyee’s needs.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan era reformasi, saat ini istilah administrasi kepegawaian
dalam kaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
Negara telah digunakan istilah manajemen kepegawaian . Hal ini sebagaimana
dijumpai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999
Tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahup~l 974/ tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian Pasal 1 Ayat (8) yaitu: Manafenten Pegawai Negeri Sipil adalah
keseluruhan upaya-upaya untuk menirigkatin efisiensi, efektivitas dan derajat
profesionalisme penyelenggaraan-tugas; fungsi, dan kewajiban kepegawaian.
Hal tersebut meliputi  perendanaan, pengadaan, pengembangan kualitas,
penempatan, promgsi,”pehggajian, kesejahteraan dan pemberhentian. Untuk
selanjutnya UW_Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (8).
Bagian ketua pasal 13 menyatakan tentang kebijaksanaan Managemen Pegawai
Negerh, “Sipil tentang penetapan norma, standar, prosedur, formasi,
pengangkatan, pengembangan sumber daya pegawai negeri sipil, pemindahan
gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban dan ketentuan
hukum.

Fungsi lain mengenai kepegawaian juga terdapat pada Pasal 34 Ayat (2)
dalam UU Pokok Kepegawaian yaitu Badan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup

perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan
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administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan
pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan
kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta memberikan bimbingan teknis kepada
unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat
dan pemerintah daerah.

Perencanaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi harus
mengikuti SOP yang baku. SOP yang baku memuat keténtuan<ketentuan antara
lain (1) harus memuat daftar keterampilan dankeahlidn’ sesuai kebutuhan (2)
djakapenempatan staf harus berdasarkan background pendidikan yang
disandang calon pegawai. Pengembafigan Kualitas sumber daya manusia bisa
diberikan dengan cara memberikafi Kesémpatan kepada pegawai tersebut untuk
mengikuti pelatihan-pelatifian ‘baik pelatihan yang bersifat teknis maupun
pelatihan fungsionak

Pasal 34 Ayat/1 berbunyi untuk kelancaran pelaksanaan managemen
pegawai, fegery sipil daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah. Pasal 2
berbuhyt Badan Kepegawaian Daerah adalah perangkat Daerah dibentuk oleh
Kepala Daerah. Pemerintah pusat dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan Managemen Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini dibantu oleh
suatu badan di daerah yang bernama Badan Kepegawaian Daerah.

Organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki perilaku
organisasi yang khas dan saling berbeda. Organisasi yang besar akan memiliki
lapisan-lapisan budaya. Budaya pada tingkat organisasi pemerintahan sipil akan

berbeda dengan budaya kerja instansi militer. Organisasi pada lingkup yang
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lebih sempit terdapat yang disebut sebagai sub budaya juga mengalami
perbedaan, dimana sebagai sub-bagian dari kelompok yang luas akan
membentuk perilaku berdasarkan sub-kelompoknya masing-masing yang
selanjutnya terdapat sub-sub-budaya yang dapat dibaca pada perilaku peer
group yang exist di dalam kelompok atau organisasi. Pemahaman atas adanya
sub-kelompok dan sub-budaya ini sangat penting agar para pimpinan organisasi
pemerintahan  memiliki pengetahuan yang luas unfuk mefmahami budaya
organisasi (Purwanto,2007:32).

Strategi pengelolaan staf sangat dipengardliti-oieh sistem manajemen yang
baku dalam pencapaian visi dan misi, organisasi. Pengelolaan sumber daya
manusia sebagai modal utama_yang Barus diperhatikan, selaras dengan strategi
yang mesti dikelola secara baik dan professional. Sumber daya manusia yang
dikelola diharapkamymicmiliki pengetahuan yang cukup dan merupakan sumber
daya manusia‘yahg siap pakai, sebagai hasil pengrekrutan staf dan karyawan
yang konipetén” sesuai dengan kebutuhan organisasi. Usaha pengembangan
organisasi” dengan melaksanakan strategi retrenchment atau divest, tentunya
dibutuhkan penyesuaian strategi dengan tidak menambah jumlah staf yang ada
dan cukup dengan mengoptimalkan kinerja staf dalam bekerja untuk tercapainya
tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia yang ada perlu
memahami terlebih dahulu visi dan misi yang dapat dijadikan strategi
organisasi, serta selalu up-to-date dengan perkembangan ilmu dan teknologi

terutama dalam era globalisasi saat ini.
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Strategi pengelolaan sumber daya manusia yang diterapkan ada kalanya
tidak dapat berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena manager ataupun
pimpinan lupa memetakan dan mempelajari profil sumber daya manusia yang
dimiliki oleh organisasi pemerintahan tersebut. Pemetaan dan mempersiapkan
profil staf sangat dibutuhkan untuk melihat apakah kita sudah memiliki
sumberdaya manusia atau staf yang handal? atau memberdayakan sumberdaya
manusia yang tepat pada posisi yang tepat pula. Seorang pimpinan yang akan
mengaplikasikan sistem managemen mutu hepdaknysmampu menemukan
orang yang tepat dan ditempatkan pada pdsisi-yang tepat dan ini merupakan
sistem manajemen yang mampu dan mémperlancar visi dan misi suatu
organisasi umumnya dan organisast pemérintahan khususnya.

Sumber daya manusidmerupakan modal organisasi yang bersifat liquid,
intangible, dan selaly “b€ribah. Permasalahan sumber daya manusia merupakan
tantangan tersepdirh Karena sumber daya manusia tidak dapat diprediksi
semudah “memprediksi modal yang tangible. Contohnya, mesin/mobil yang
dapat\berjalan dengan baik selama dipelihara sesuai prosedur dan diberi bahan
bakar yang sesuai. Sumber daya manusia tidaklah semudah itu. Kenaikan gaji,
perbaikan sarana fasilitas dan pelatihan telah diberikan, nyatanya 1001 macam
masalah bisa menghampiri. Motivasi yang turun, cekcok antar staf, ataupun
masalah keluarga, yang bisa menyebabkan tidak stabilnya kinerja staf.

Pengelolaaan sumber daya manusia membutuhkan fleksibilitas, namun
tetap berpegang pada kebijakan/aturan yang berlaku, serta membutuhkan

kemampuan untuk memprediksi perkembangan di luar lingkungan kerjanya.
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Seorang pimpinan harus fleksibel terhadap kebijakan yang dibuatnya, tidak kaku
pada aturan yang berlaku karena yang dihadapainya bukanlah benda mati.
Pengelolaan sumber daya manusia merupakan seni dalam kepemimpinan.
Lingkungan kerja dan lingkungan keluarga harus saling mendukung tercapainya
misi suatu organisasi. Lingkungan kerja yang nyaman, serasinya hubungan antar
staf, harmonisnya lingkungan keluarga akan membuat kinerja staf tinggi.
Adanya kemelut dan kisah percekcokan disatu sisi, kepemimpinan seorang
atasan juga seringkali membuat potensi sumber daya manusia atau potensi para
staf kurang berfungsi optimal. Pemifapin. seringkali menghancurkan
kepemimpinannya dengan cara tidak fhengizinkan para staf untuk berkembang.
Meningkatnya kinerja. Birokrasityafig Kaku, para pria dan wanita muda yang
memiliki potensi untuk wienjadi model pemimpin yang baik tidak mendapat
dorongan untuk memimpih, bahkan bisa dihukum apabila bertindak di luar batas
kewenangan, {menantang status quo, dan mengambil resiko. Organisasi-
organisaghseimacam ini biasanya cenderung menolak para staf atau karyawan
yang ‘mempunyai potensi kepemimpinan atau mengarahkan para individu atau
staf dan mengajarkan kepada hanya mengenai managemen birokrasi semata.
Fungsi-fungsi managemen seperti Planning, Organizing,
Actuating/Motivating dan Controlling dalam pengelolaan sumber daya manusia
harus diterapkan sesuai dengan kompetensi dan job description yang sesual.
Fungsi-fungsi managemen ini bila diterapkan dengan baik akan meningkatkan
kinerja staf dan tujuan organisasi akan lebih cepat tercapai. Penempatan staf

atau karyawan pada posisi yang tidak nyaman, dalam arti tidak cocok dengan
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keahlian dan prediket keilmuannya akan mengakibatkan perjalanan organisasi
semakin buruk dan tidak tercapai sesuai target. Pemimpin yang bijak
semestinya mampu merencanakan dan mengordinasikan pengelolaan sumber
daya manusia secara arif dan bijaksana.

Peran manajemen sumber daya manusia dalam membantu organisasi untuk
mengimplementasikan rencana strategisnya adalah dengan merekrut dan
menyeleksi calon pegawai atau staf untuk menjamin|tersedianya karyawan
(staf) baik jumlah maupun keahliannya yang~diperlukan organisasi untuk
mencapai tujuannya. Perencanaan yang bafk dalam penyediaan sumber daya
manusia merupakan peran utama‘\mandgemen sumber daya manusia.
Perencanaan sumber daya ‘mffusia pada suatu organisasi harus
memperhitungkan kebutulfin déngan kemampuan keuangan organisasi sebagai
kompensasi/ gaji pegawai yang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

Sistem kafnpensasi yang baik dapat membantu organisasi dalam menjaga
keungguldn, keompetitifniya dengan mempertahankan kualitas kinerja tinggi
karyawan (Staf). Kebijaksanaan managemen sumber daya manusia harus sesuai
dengan rencana strategis organisasi. Organisasi yang sukses harus menjaga
hubungan kemanusiaan antara bawahan dan atasan.

Fenomena aplikasi kinerja para karyawan atau staf di perkantoran masih
perlu diperbaiki. Apakah sistemnya yang salah, ataupun pemimpinnya yang
kurang peduli, kinerja yang dangkal, kurang pengalaman, atau problem lain
yang belum teridentifikasi, sehingga menyebabkan kinerja atau pelaksanaan

tugas-tugas yang dilakukan para staf cenderung memperoleh image yang kurang
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baik dan perlu perbaikan secara kontinyu. Motivasi dari pimpinan sangat
dibutuhkan untuk menimbulkan semangat kerja karyawan. Pegawai yang
semangat bekerja akan mempercepat tercapainya tujuan organisasi.

Permasalahan tersebut secara komprehensif seorang pemimpin harus
mampu mengimplementasikan pola kepemimpinannya dengan memberdayakan
para pegawainya untuk kepentingan dan tujuan organisasi yang lebih luas.
Rekrutmen pegawai yang potensial dan profesional yang didukiing oleh tingkat
pendidikan dan pengetahuan keorganisasiannya yang, cikup akan menciptakan
suatu bentuk organisasi yang berkinerja €inggt. Latarbelakang pendidikan,
keahlian, serta pengetahuan tentang/orgamisasi merupakan hal yang harus
diperhatikan oleh managemen Sudiber” daya manusia untuk merekrut dan
menyeleksi sumber daya mdnusia yang dibutuhkan organisasi.

Pimpinan organisaSi) ddlam usaha menyukseskan tujuan yang hendak
dicapai tidak aléan-ntampu bekerja sendiri. Pimpinan harus mampu menciptakan
unsur kefjaSama dalam satu feamwork. Fungsi pengorganisasianlah yang
menjadi‘peranan penting dalam menciptakan kerjasama yang harmonis antara
pimpinian dan pegawainya ataupun kerjasama sesama pegawai. Kerjasama yang
harmonis perlu diciptakan untuk menghindari adanya konflik dalam suatu
organisasi. Peranan pimpinan sangat penting dalam suatu organisasi terutama
dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen, yang secara sosio-
psychologis harus bijaksana dan demokratis.

Berkenaan dengan objek penelitian ini, Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Kepulauan Riau merupakan suatu organisasi pemerintahan yang
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pembentukannya sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah di lingkungan pemerintahan Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan UU
Nomor 25 Tahun 2002, dan Perda Nomor 5 Tahun 2007, tentang pembentukan
Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Provinsi Kepulauan Riau. Organisasi
pemerintahan ini dibentuk untuk membantu Gubernur dalam pelaksanaan
pemerintahan Provinsi di bidang kepemudaan dan keolahragaan, sesuai dengan
kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta perataran perundang-
undangan yang berlaku.

Organisasi pemerintahan ini dikepalai“gl€h~seéorang Kepala Dinas yang
secara organisatoris adalah seoran@\ piipinan organisasi pemerintahan.
Pimpinan organisasi pemerintahan”ini dalam melaksanakan kegiatan dibantu
oleh beberapa kepala bidahg, dan sub-bidang serta beberapa anggota sebagai
bawahannya. Dinas.Pefhuda’ dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau sebagai
suatu organisagi pererintahan mempunyai visi dan misi untuk tercapainya
program yang telah disiapkan sebelumnya. Pimpinan harus mampu mewujudkan
sasarah, yang ingin dicapai yang dalam operasionalnya perlu melaksanakan
fungsi” manajemen antara lain fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian,
fungsi pengaturan dan motivasi serta fungsi pengawasan.

Implementasi pelaksanaan fungsi manajemen pada kantor Dinas Pemuda
dan Olahraga Provinsi Kepulaian Riau ini, pimpinan selaku Kepala Dinas dalam
membuat perencanaan kegiatan adalah dengan membentuk Teamwork
(kelompok Kerja) yang diambil dari berbagai bidang dan sub-bidang serta

beberapa staf atau pegawai di masing-masing bidang. Kelompok kerja ini
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bekerjasama dalam penyusunan program kerja yang dipimpin langsung oleh
pimpinan selaku Kepala Dinas, yang menerapkan pola kepemimpinan Bottom
up System, dalam arti kata bahwa pola kepemimpinannya cendrung menampung
berbagai ide serta gagasan dari bawahannya dalam menetapkan program kerja
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau.

Pengimplementasian fungsi keorganisasian, kepala dinas selalu merangkul
bawahannya untuk bekerjasama dalam melaksanakan program kerja organisasi.
Koordinasi yang ditanamkan pimpinan adalah untek tereiptanya kerjasama yang
harmonis antara pimpinan dan bawahan, agar#ist dan misi organisasi tercapai
dengan sukses. Pelaksanaan fungsi pefigaturén dan motivasi, dimana pimpinan
selaku kepala dinas dalam operasieral) pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan
program kerja, menempatkan pegawai selaku bawahannya dalam organisasi
pada posisi yang _tepdt )bérdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan
pemerintah pugaty Penémpatan pegawai di lingkungan Dinas Pemuda dan
Olahraga, Provinsi Kepulauan Riau diusulkan kepada induk organisasi yang
lebih tinggi-dalam hal ini Gubernur sebagai Kepala Daerah Propinsi Kepulauan
Riau dengan berbagai kriteria persyaratan, seperti tingkat pendidikan para
anggota (pegawai), pengalaman kerja, jenjang kepangkatan disamping
kemampuan anggotanya dalam menjalankan tugas dan wewenang yang
diberikan padanya, atas usulan dari Kepala Dinas selaku pimpinan organisasi
pemerintahan, Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan serta dilakukan

pengangkatannya melalui pelantikan.
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Pimpinan organisasi dalam pelaksanaan teknis program kerja selalu
memberikan motivasi terhadap bawahannya terutama dalam penyelesaian
program kerja yang telah ditargetkan berdasarkan tahapan-tahapan kegiatan
organisasi. Motivasi tersebut diberikan sesuai dengan kondisi, situasi dan
peluang yang pantas bagi para anggotanya, dengan memberikan pelatihan
ataupun pendidikan di tingkat propinsi dan pusat yang disesuaikan dengan posisi
dan jabatannya dalam Struktur Organisasi dan Tatalaksana.Kerja Dinas Pemuda
dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau.

Motivasi yang diberikan pimpinan metypakarn suatu kebijaksanaan yang
sangat tepat untuk memberikan rangsarigan,'semangat kerja serta perhatian yang
secara sosio-psychologis disebut”"Ihdividual approach. Pendekatan yang
dilakukan oleh Kepala Disas ini secara positif memberikan rasa akrab antara
atasan dan bawahap, “memberikan petunjuk serta arahan yang tepat dalam
mewujudkan vigi dard misi organisasi sehingga seluruh pegawai di lingkungan
kerjanya beketja dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin dan berkompetisi
untuk ‘meénunjukkan kebolehan masing-masing, sehingga dapat menilai bahwa
bakat yang dimiliki sangat penting bagi organisasi, dan mereka memiliki
kesempatan yang lebih baik untuk memanfaatkan bakat mereka masing-masing.
Kondisi semacam ini seringkali memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada
pegawai, yang pada gilirannya akan memperlihatkan absensi yang baik serta
meningkatkan profesionalitas kerja pegawai selaku anggota organisasi
pemerintahan, yang sampai saat ini para anggota organisasinya dapat

dikategorikan sebagai pegawai yang berkinerja tinggi.
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Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau selaku
pimpinan organisasi dalam mengimplementasikan fungsi pengawasan, tidak saja
terfokus pada fungsi keorganisasian dan pengaturan saja, namun jauh dan itu
pimpinan mengawasi dimulai dari unsur perencanaan awal yang di programkan.
Implementasi fungsi pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas secara
menyeluruh diterapkannya melalui jadwal meeting yang dilakukan setiap
minggu melalui Kepala Bidang dan Sub-Bidang masing-masing. Kepala Dinas
dapat mengevaluasi dan mengetahui sejauhmang ‘program kerja yang telah
dilakukan, pada tahap mana kendala kerja ‘itemukan serta pada forum rapat
tersebut pimpinan bersama-sama ba¥ahanfiya mengambil keputusan untuk
memperlancar kegiatan programyang telah ditetapkan organisasi. Pola
kepemimpinan Kepala DindS,seperti ini akan berdampak positif dalam mengejar
prediket organisasi yarigberkinerja tinggi.

Fenomenaderscbyt' menunjukkan bahwa secara umum pimpinan organisasi
selaku Kepala.Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi KepulauanRiau, telah
bekerja keras dalam menunjukkan kinerja yang baik dengan memberdayakan
sumber” daya manusia yang ada, namun dalam mengimplementasikan fungsi-
fungsi manajemen masih mengalami kendala terutama pada anggota
organisasinya sendiri, sehingga secara relative belum adanya keseimbangan
antara kemampuan pimpinan (kepala Dinas) dengan kemampuan bawahannya
dalam menyerap ide-ide serta petunjuk pimpinan dalam mengimplementasikan
kerja yang diberikan pada pegawainya. Penulisan penelitian ini untuk

mengetahui  lebth dalam apakah fungsi-fungsi managemen telah
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diimplementasikan dengan baik serta untuk mengetahui faktor pendukung dan
penghambat yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau
maka perlu dilakukan suatu penelitian melalui penelitian tesis ini dengan judul

“Analisis Implementasi Pengelolaan Fungsi Manajemen Pegawai Kantor

Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau.”

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan pokok dapat di

rumuskan dalam rencana penelitian ini antara lainsebagal berikut:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan, fisfgsi-fungsi manajemen pegawai
kantor Dinas Pemuda dan OlahragaPropinsi Kepulauan Riau ?

2. Apa faktor pendukung dan perighambat implementasi pengelolaan fungsi
manajemen pegawai/ kantor” Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi
Kepulauan Riau.?

C. Tujuan Penglitian
Penelitiaf~ini 'secara garis besarnya bertujuan untuk memperoleh gambaran

secara‘qbyektif sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pengelolaan fungsi-fungsi manajemen pegawai kantor
Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam
mengimplementasi fungsi manajemen pegawai kantor Dinas Pemuda dan

Olahraga Propinsi Kepulauan Riau
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D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademik

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian/ referensi dalam
menambah materi dalam perkuliahan di Perguruan Tinggi.

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian
lanjutan bagi lembaga penelitian di berbagai perguruan tinggi.

2. Secara Teknis

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahap.masukan bagi Dinas Pemuda
dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riqui-serfa organisasi pemerintahan
lainnya.

b. Penelitian ini dapat digunakan-s€bagai bahan dalam menyusun perencanaan
sumberdaya manusia\dalam” organisasi pemerintahan baik di tingkat

kabupaten maupun-dijtingkat propinsi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Organisasi terdiri dari sekumpulan orang-orang yang berinteraksi, dan
memiliki pimpinan yang bertugas mengendalikan. Pengendalian interaksi
dalam organisasi dapat berupa etika, moral, dan peraturan tertulis. Organisasi
yang berbeda jenis dan modelnya, baik organisasi perusahaan, organisast
pendidikan, maupun organisasi perkantoran, semuanya niemiliki aturan yang
tertulis dan tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut wiemBufihkan pengelolaan
dan keahlian tersendiri agar strategi yang{ ditakokan berdayaguna dalam
memaksimalkan hasil yang akan dicapéi. Perigelolaan para pegawai atau staf
di organisasi juga membutuhkah-Siratégi dan pengaplikasian manajemen
sumber daya manusianya dgat lbih terarah dan terkontrol oleh sebuah sistem
manajemen yang dikeloia oleh instansi bersangkutan.

Nugrahagfiengatakan bahwa:

“Girategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil
oleli organisast. Strategi juga merupakan pilihan-pilihan tentang

bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi.” (Nugraha
2008:1.5).

Misi organisasi akan tercapai dengan optimal apabila dalam suatu
organisasi tersebut mempunyai sumber daya manusia yang kemampuannya
sudah teruji dan posisinya tepat untuk melaksanakan pekerjaan dan sesual
dengan background pendidikan yang dimilikinya.

Kotter (1997) menegaskan bahwa:

“Organjsasi-organisasi yang sukses dalam abad kedua puluh satu harus

menjadi lebih menyerupai inkubator kepemimpinan. Organisasi akan
membayar mahal dalam hal pembiayaan organisasi terutama

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41523



15
41523

menyangkut perkembangan organisasi di dunia ilmu pengetahuan dan
teknologi yang semakin hari semakin berubah di zaman reformasi saat
ini apabila organisasi tersebut menyia-nyiakan potensi yang ada. Pola
kepemimpinan dalam sistem managemen yang profesional sebagat
konsekwensi dari perkembangan organisasi saat ini lebih memfokuskan
pada efektifitas dan efisiensi. Efektifitasnya bisa dilihat dari tepat waktu
dan tepat sasaran Yyang ingin dicapai oleh suaiu organisasi
pemerintahan, sedangkan efisiennya adalah  bagaimana
memberdayakan sumberdaya manusia yang terbatas namun memiliki
kualitas yang tangguh, sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud
sesuai dengan apa yang diprogramkan sebelumnya.”

“QOrganisasi modern saat ini cendrung mempersiapkan struktur
organisasi yang tidak membesar, malahan lebih memfokuskan pada
struktur organisasi yang febih ramping, secara positif pola seperti ini
dinilai tidak dari segi pemanfaatan sumber daya manuSianya, disamping
lebih efisien dalam pemakaian dana operasional organisasi. Pola seperti
ini sangat menguntungkan bagi seorang pimpinan organisasi, terutama
dalam mengontrol dan mengevaluasickegiatan organisasi akan lebth
mudah. Organisasi yang memiliki vélume kerja yang banyak, mau tidak
mau pimpinan dituntut untuk fiempetbesar struktur organisasi, agar
tidak terjadi stagnasi dalam. pencapaian visi dan misi organisasi”
(Kotter, 1997 :112).

Kotter menilai bahwa :

Para staf harus, didorong untuk berusaha memimpin para anggotanya

dimulai dalawd Skala kecil untuk bekerja iebih profesional, saling

berkoordindsi,serta beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang
internal dan €ksternal, serta mengikutsertakan para anggota organisasi
dafamprogram peningkatan kinerja berupa pelaithan dan pendidikan.

Motivasi ini sangat bermanfaat untuk mendorong sumberdaya fDanusia

yang potensial untuk lebih berdayaguna dalam meningkatkan kualitas

organisasi pemerintahan tersebut (Kotter, 1997 125).

Pelatihan dan pendidikan merupakan faktor penting bagi staf untuk
mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga apa yang diharapkan
organisasi bisa terwujud dengan cepat.

Burhanuddin berpendapat  lain, dimana dalam membina dan
menggerakkan pegawai atau anggota 0Tganisas pemerintahan, dalam upaya
pemberdayaan biasanya mengalami berbagai permasalahan yang sering

muncul, antara lain;
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1. Bagaimana memperolch pegawal (anggota) yang tepat untuk tugas
pekerjaannya, termasuk mengatur pengangkatannya (bila perlu).

2. Bagaimana memanfaatkan pegawai  yang sudah diperoichnya
dengan efisien, termasuk merangsang kegairahan kerjanya.

3. Bagaimana memelihara kenyamanan kerja pegawal, termasuk
pemberian insentif yang pantas  serta memperhatikan
kesejahteraannya.

4, Bagaimana mengembangkan mutu.

5. Bagaimana mengatur kenaikan gaji dan pangkatnya, dan
perpindahan/mutasi pegawal. (Burhanuddin,1998 101)

Kelima permasalahan komprehensif tenaga kepegawaian/staf tersebut,
pemimpin sebagai figur bagi para bawahan mesti mampg mengelola dan
memberdayakan para staf sesuai dengan potensi, keahlian scrta latar belakang
pendidikan yang disandangnya. Kesalahan ddladm) pengelolaan staf akan
menimbulkan berbagai permasalahan bary seperti fingginya biaya operasional
organisasi, tidak efisien dan tidak-efektifnya pengelolaan dana dan sumber
daya manusia yang ada dalam Swafd organisasi unituk mencapai visi dan
misinya. Seorang pimpinarn harus memahami bagaimana perencanaan dalam
merekrut pegawal yang dibutuhkan organisasi, memanfaatkan sumber daya
manusia .secara ~optimal, ~merangsang kegairahan kerja, memelihara
kenyamanan kerja, pengembangan mutu pegawai melalui pelatihan-pelatihan
serta mampu meningkatkan kesejahteraan pegawal.

Robert Stueart mengatakan bahwa.

Staffing (kepegawaian) atau sering juga disebut dengan sumber
daya manusia merupakan bagian dari pengorganisasian (Organizing)
yang meliputi pembinaan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Tujuan staffing adalah mengusahakan tersedianya pegawal yang terbaik
untuk organisasi, dengan kata lain fungsi staffing merupakan pencarian
sumber—sumber tenaga manusia yang profesional dan sesuai untuk
organisasi, sehingga dengan tersedianya tenaga kerja yang ahli di dalam
bidangnya dapat menjalankan tugas organisasi sehingga tujuan

organisasi dapat tercapal. Robert Stueart
(httpﬂwww.scrbd. com/doc/91738244)
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Konsep kunci yang terkait dengan fungsi staffing adalah sebagai berikut :

1. Penempatan orang yang tepat di tempat yang benar.

Perencanaan SDM memperhitungkan jumlah dan berbagai jenis
posisl yang dibutuhkan untuk diisi. Selain jtu juga harus
mempertimbangkan sejumliah persyaratan yang patut dipenuhi bagi
seetiap pekerjaan atau posisi tersebut. Kemudian mempersiapkan
sistem kompensasi yang harus dibayar kepada tiap individu.

3 Merekrmt pekerja dani sumber-sumber yang tepat diantara pelamar
dan memilik yang paling cocok.

4. Orientasi pada staf mengenai misi organisasi, memberikan pelatihan-
pelatihanyang dikembangkan secara bertahap.

5 Secara periodikal manajer akan memberikan penghargaan formal
terhadap kinerja pegawainya .

6. Ada hal lain yang perlu diperhatikan selain konSepkonsep tersebut
dalam fungsi staffing, staffing merupakan fungsi yang berurusan
dengan manusia oleh karena itu aspek-aspek, yang berkaitan dengan
manusia juga harus diperhatikan antara lain
. Jaminan terhadap persamaan bagi‘peluang-peluang pekerjaan.

. Jaminan terhadap keselamatan dan Kondisi kerja.
. jaminan terhadap standar dan konipensasi yang adil dan sesuai.
Robert Stueart (http/iwww.scrbd.com/docf‘) 1738244)

Perhatian atas aspek aspek sersebut akan menimbulkan rasa nyaman
bagi pekerja sehinggd dapat bekerja dengan optimal. Penciptaan peluang-
peluang pekerjaamdyang sama bisa merangkul kelompok minoritas tanpa
memperhatikan perbedaan etnis sehingga dalam suatu organisasi jarang
terjddi \kerusuhan ataupun demo karena dalam organisasi tersebut sudah
mewakili seluruh elemen masyarakat. Jaminan keselamatan dan kondisi
kerja yang nyaman serta standar penggajian yang sesuai juga akan
mempengaruhi kinerja staf.

Teori Human Relation menyebutkan !

“Apabila fujuan administrasi secara simuitan memuaskan individu dan
organisasi maka concern organisasi mencakup baik produktifitas dan
performence sekaligus juga kebutuhan pekerja yang meliputi

kepuasan pribadi, kepuasan profesi, dan kebutuhan sosial dari
pekerjaan mereka”. (Sundarso, 2007:3.32).
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Kepuasan pribadi, kepuasan profesi dan kebutuhan sosial pekega

terlaksana dengan baik maka visi dan misi organisasi akan lebih mudah

tercapai. Seorang pimpinan harus memahami kebutuhan individu dalam

suatu organisasi harus selaras dengan fujuan organisast. Harmonisasi

pencapaian visi dan misi organisasl.

hubungan individu dalam organisasi memegang peranan penting dalam

Perencanaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara formal

maupun secara informal. Menurut Ivancevich dalam Iswanto secara formal

terdapat beberapa alasan utama yang ingin dicapai di dalam perencanaan

sumber daya manusia, yaitu:

1. Lebih efektf dan efisien daldm pesggunaan sumber daya manusia.
“Perencanaan sumber daya manusia harus mendahului seluruh

aktifitas managemen suriber” daya manusia

lainnya. Contohnya

untuk dapat menyusut Schedule penarikan staf atau karyawan
dengan baik, hafus mingetahui terlebih dahulu berapa banyak staf

yang akan sdibutuhkan. Proses seleksi yang efekuf

harus

mengetahui ®rlebih dahulu staf yang bagaimana diperlukan pada
jabatap ‘yafig-scdang dibuka. Keefektifan dan keefisienan seluruh
aktifitad’ sumber daya manusia sangat tergantung pada perencanaan

sumberdaya manusia”.

5~Pebih memuaskan dan lebih baik dalam mengembangkan

karyawan (staf).

“Gtaf dan karyawan yang bekerja dalam organisasi menggunakan
sistem perencanaan sumberdaya manusia dengan baik akan
memiliki kesempatan berpartisipasi yang lebih baik dalam

perencanaan karir mereka masing-masing,

dan saling berbagi

pengalaman dalam pelatihan  dan pengembangan sumber daya
manusia. Hal ini memungkinkan mereka untuk merasa bahwa bakat

yang mercka miliki adalah penting bagi organisasl.

Pegawal

memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memanfaatkan bakat
yang mereka miliki. Kondisi semacam ini seringkali memberikan
kepuasan yang lebih tinggi kepada staf yang pada gilirannya akan

menurunkan tingkat absensi, tingkat perputaran serta meningk

kualitas kerja staf”.

3. Lebih efektif dalam perencanaan peluang kerja yan
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“Instansi dituntut untuk dapat memelihara semua dokumen yang
berkaitan dengan lamaran maupun pemanfaatan pekerja dari kaum
minoritas. Organisasi juga harus sadar mengenai keterwakilan
kaum minoritas di dalam departemen dan jabatan-jabatan dalam
organisasi. Semua ini akan dapat dengan mudah untuk
dilaksanakan dan dilaporkan jika dalam organisasi yang
bersangkutan terdapat perencanaan sumber daya manusia secara

menyeluruh. Keterwakilan kaum minoritas pada jabatan strategis
suatu organisasi mempermudah pimpinan merencanakan program
dan kegiatan yang sesuai dengan apa yang diharapkan masyaraakat
secara keseluruhan”.

Kesalahan dalam merencanakan kebutuhan pegawai mengakibatkan
pemborosan keuangan dan waktu managemen sumber/ daya manusia
sehingga organisasi harus menanggung beban« kebangan yang sia-sia.
Perencanaan pengadaan sumber daya mafitisia/sangat diperfukan demi
efektifitas dan efisiensi suatu organisasi petnerintahan. Peran managemen
sumber daya manusia dalani_.suaty organisasi diharapkan mampu
menyediakan pegawai yang dibutuhkan organisasi baik jumlah dan jenis

keahliannya.

Ketiga peréncanaan sumber daya manusia secara formal tersebut, pada
prinsipnya ‘perencanaan sumber daya manusia ini menginginkan agar
pemnberdayaan para staf dan karyawan dilakukan secara efektif,
memperlakukan persamaan kesempatan dalam berkarir (tidak ada
pemilahan) akan tetapi memiliki ide dan komitmen yang sama dalam
memajukan organisasi, namun biasanya yang terjadi sering das sein das
sollen kurang sesuai antara teort yang ada dan praktek pengelolaan sumber
daya manusia (pengelolaan staf) di organisasi-organisasi saling bertentangan
sehingga orang lain di Inar organisasi menilai telah terjadi kesemangan

antara individu, bahkan kesenjangan antara pimpinan dengan atasan , antara
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bawahan dengan bawahan. Kesenjangan ini bisa saja terjadi apabila seorang
pimpinan membeda-bedakan perlakuan terhadap karyawan. Perbedaan

perlakuan ini menimbulkan kecemburuan sosial antara staf.

Terry berpendapat bahwa organisasi apapun, apakah organisasi
perusahaan maupun organisasi pemerintahan dalam mencapai fujuan yang
telah ditetapkan diatur oleh scorang pemimpin. Pemimpin organisasi dalam
mengimplementasikan  program-program berupa  kegiatan,  harus
melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajeimen tersebut antara
lain fungsi perencanaan {(Planning), fungsi pefigorganisasian (Organizing),
fungsi pengaturan dan motivasi (Actuating erd Motivation) serta fungsi yang

pengawasan (Controling).

Fungsi manajemen tefsebiut pertu diimplementasikan oleh pimpinan
terhadap para anggotanya, dalam hal ini pegawai dalam lingkungan
organisasi secdra imtefen, melalui struktur organisasi yang terpola yang
teknisnya\ditetapkan sesuai dengan kompetensi dan job description masing-
masihg\posisi dalam struktur organisasi yang implementasinya secara
keseluruhan adalah dalam rangka memperlancar aktivitas para pegawal
untuk terciptanya organisasi yang berkinerja tinggi. Jabatan dalam suatu
organisasi bisa dilihat dari struktur organisasi yang ada. Struktur organisasi
berfungsi sebagai garis komando koordinasi antara pimpinan dan bawahan.
Koordinasi akan berjalan dengan baik apabila hubungan atasan dan bawahan
dan antar staf berjalan dengan harmonis. Keharmonisan hubungan antar
sesama pegawai sangat ditentukan oleh prilaku individu dalam organisasi

tersebut.
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Pimpinan organisasi harus mampu menemukan anggota (pegawai) yang
tepat, dan ditempatkan pada posisi yang iepat. Pimpinan menemukan
pegawai yang tepat, namun ditempatkan pada posisi yang tidak tepat,
maka organisasi tersebut dalam mengimplementasikan fungsi
manajemennya akan mengalami stagnasi. Konsekuensi dari phenomena
ini bagi seorang pimpinan dapat dikategorikan sebagai pimpinan yang
belum berhasil atau berkinerja rendah, sehingga tujuan organisast yang
telah ditetapkan sebelumnya tidak akan tercapai sebagaimana mestinya
(Handoko, 1991:21-28).

Terry juga mengingatkan fungsi manajemen yang sangat penting dan
sangat menentukan adalah fungsi pengawasan (Controling). Fungsi
pengawasan dapat ditmplementasikan pada fungsi manajemen yang lainnya,
seperti pengawasan terhadap perencanaan, pehgorganisasian  dan
pengawasan terhadap pengaturan dan mofivasi.Pengawasan tidak hanya
dilakukan pada program saja, namun jauh'dan itu juga perlu dilakukan pada
tahap-tahap kegiatan program, apakah sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan sebelumnya.

Bab tinjauap-pustaka ini menguraikan beberapa penelitian terdahulu
yang berkaitan/ dengan implementast fungsi-fungsi managemen dalam
organisasi ‘publik, pengertian managemen, dimensi-dimensi managemen,
implethentasi pengelolaan sumberdaya manusia, serta tipe-tipe organisasi.
Fungsi-fungst managemen tersebut mencakup fungsi perencanaan, fungsi
pengorganisasian, fungsi motivasi dan fungsi pengawasan. Dimensi-dimensi
managemen yang diuraikan pada bab dua ini berdasarkan sasaran, teknik,

struktur, personalia dan aspek informasi serta bentuk lini dan fungsional

pada tipe-tipe organisast.
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1. Penelitian Terdahulu

Analisis lmplementasi Pengelolaan Fungsi Manajemen Terhadap
Pegawai Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau,
berhubungan erat dengan teori-teori manajemen yang salah satu kupasannya
adalah fungsi-fungsi manajemen dalam suatu organisasi perusahaan maupun
organisasi pemerintahan. Fungsi manajemen tersebut antara lain membahas
mengenai Perencanaan (planning), Pengaturan (organizing), Pengarahan
(actuating), dan juga Pengawasan (controlling). Fungsi-fungsi manajemen
berguna pula bagi penerapan kebijakan dalam pengambilan keputusan serta
mengevaluasi stagnasi yang ditemukan dalam- pencapaian visi dan mist

organisast.

Lena (2002), Staf Pengajac fakultas Ekonomi, Universitas Katohk
Widya Mandala Surabaya; betkenaan dengan penelitiannya tentang “Praktik-
Praktik Pengelplaatr=Sumberdaya Manusia dan Keunggulan Kompetitif

Berkelanjutan,” menemukan hasi! sebagai berikut :

Lihgkungan organisasi telah mengalami perubahan secara fundamental.
Pefubahan-perubahan tersebut menuntut perubahan peran manajemen
sumberdaya manusia  yang lebih kompleks dan lebih baik dar
sebelumnya. Sumberdaya menjadi asset kritis organisasi, yang berarti
bahwa sumberdaya manusia tidak hanya sckedar diikutsertakan dalam
filosofi organisasi maupun dalam proses perencanaan strategis.

Meningkatnya isu-isu organisasi  yang terkait dengan sumberdaya
manusia berpengaruh kuat pada pimpinan dalam suatu organisasi
Sumberdaya manusia memerlukan pengelolaan yang efektif agar dapat
menciptakan kompetensi bagi organisasi tersebut. Daya saing
organisasi dalam menghadapi globalisasi akan meningkat. Selain itu
maraknya fenomena diversitas sumberdaya manusia diharapkan dapat
menjadi sumber keunggulan bersaing bagi organisasi-organisasi yang
ada. (Lena, 2002. http//puslit2petra.ac.id)
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Pimpinan dalam pengelolaan sumber daya manusia dituntut lebih
proaktif dan responsif. Segala aktivitas yang dilakukan harus dapat
mengantisipasi berbagai perkembangan yang terjadi, kemudian melakukan
tindakan-tindakan untuk menghadapi isu-isu organisasi yang berkaitan
dengan sumberdaya manusia. Manajemen sumber daya manusia telah
berubah dari fungsi spesialisasi yang berdiri sendiri menjadi fungsi yang
terintegrasi dengan seluruh fungsi-fungsi lain dalam organisasi untuk
mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Perubahan |_fungsi dan pusat
perhatian manajemen sumber daya manusid) meferiukan perubahan
kualifikasi pengelola manajemen sumber dayd manusia agar dapat mengikutt
perkembangan dan memberikan tanggapan yang sesual.

Organisasi di era globalisas)” saat 1ni, sudah semestinya lebih
menckankan pada pengembangan pengelolaan sumberdaya manusia secara
kontinyu dan sigitikan: Pengembangan pengelolaan sumberdaya manusia
harus memehul(i kebutuhan organisasi dan tuntutan perkembangan zaman.
Permasalafion” ini  tidak bisa dipungkiri dengan semakin pesatnya
petkembangan ilmu dan teknologi, pengelolaan sumberdaya manusia
diarahkan untuk mendukung wawasan organisasi yang luas dan berkembang,
Persaingan antar organisasi membutuhkan pengelolaan sumber daya manusia
yang baik dan profesional sehingga hal ini menghasilkan peran strategis
dan memastikan kompetensi pegawal atau anggota organisasi dapat
memenuhi tuntutan kinerja organisasi saat ini.

Tetti Asmiarsih (2006) dalam penelitiannya “Pengaruh Pengawasan

terhadap Disiplin Kerja Pegawai Kantor Badan Kepegawaian Daerah
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Kabupaten Brebes”, menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan
bahwa:

Kondisi pengawasan di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Brebes termasuk kategori baik dan disiplin kerja termasuk kategori
sangat tinggi (Asmiarsih, 2006 : 25).

Hasil analisis regresi memperoleh persamaan regresi =17, 806 +
0,472X. Uji signifikansi persamaan regresi uji F diperoleh ‘FY‘hitml =
g

86,827 dengan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan
bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap disiplin kerja pegawal
Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes. Besar pengaruh
pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai pada kantor Badan
Kepegawaian Daerah kabupaten Brebes sebesar 64:9% dan selebihnya
disiplin kerja pegawai dipengaruhi oleh faktor lain‘selain pengawasan
sebesar 35,1%. Mengacu dari hasil penglitigndi mana pengawasan
besar pengaruhnya terhadap disiplin Kerja pegawai, maka penulis
mengajukan saran sebagal berikut: pihak” pimpinan Kantor Badan
Kepegawaian Daerah  Kabupatep Brebes hendaknya  dapat
meningkatkan pemberian teguran\lisan maupun tertulis secara tegas
kepada para pegawai yan@ melariggar peraturan agar pegawai lebih
bertanggung jawab atas §egala‘tugas yang telah dibebankan kepadanya.
Penelitian yang dilakikarioleh Sultan (2007),

berkenaan dengan’implementasi pengelolaan sumberdaya manusia

menemukan beberapa hal sebagai berikut:

Manajémen sumberdaya aparatur dalam penyelenggaraan f(ata
kepemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin
adanya proses kesejahteraan, kesamaan kohesi dan keseimbangan peran
serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh ketiga komponen
yaitu pemerintah (government), rakyat (citizen) atau civil society dan
usahawan (business) yang berada di sector swasta (Taschereau dan
Campos, 1997).

Ketiga komponen ini mempunyai tata hubungan yang sama dan

sederajat. Kesamaan derajat ini akan sangat berpengaruh terhadap

upaya menciptakan tata kepemimpinan yang baik.

Pemerintah, usahawan dan rakyat harus saling bekerja sama untuk
merencanakan program pembangunan yang pada akhirnya bisa dirasakan
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manfaatnya bagi seluruh komponen masyarakat. Kerja sama ini bisa
diaplikasikan dalam musrenbang tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi

sampai pada tingkat nasional.

Salah satu fenomena kinerja aparatur pemerintah dalam kaitannya
dengan pelayanan terhadap pelaksanaan good governance, yaitu adanya
paradigma lama birokrasi dimana budaya birokrasi primodial  yang
menempatkan para penyelenggara pemerintahan utamanya di daerah yang
memposisikan  dirinya sebagai penguasa. Pelaksanaan tugas-tugas
pemerintzhan pada masyarakat primodial, rakyatfyn harus patuh dan tunduk
pada peraturan dan keputusan penguasa. Perbedaan kinerja aparatur terhadap
pelaksanaan good governance penyelenggara pemerintahan mempossisikan
diri sebagai pelayan masyarakat.

Weber (1978) menjclaskan bahwa budaya birokrasi adalah kebiasaan-
kebiasaan yang, feldli“mapan, karena para penguasa melakukan aktivitas-
aktivitas dalam “pola, tata cara tertentu atau telah menjadi kebiasaan,
sehingga-sulit untuk ditinggalkan. Prediket sebagai abdi negara dan abdi
masyarakat hanya sekedar motto, bukan seharusnya. Ungkapan yang
mengatakan bahwa para penyelenggara pemerintahan adalah pelayan, bukan
untuk dilayani dan seyogyanya terwujud dalam praktek administrasi publik
(Robbins, 1994 : 40).

Penelitian yang dilakukan oleh Lanny Yonas (2004) yang mengangkat
judul “Pengaruh Pemberian Motivasi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan
Departement Housekeeping Di Hotel Oasis Bali”, menemukan hasil sebagai
berikut:
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Pemberian motivasi yang terdiri dari kompensasi, pengarahan,
penerapan pola dan kebijakan berpengaruh simultan dan signifikan
terhadap prestasi kerja di Hotel Oasis Bali. Hasil ini menunjukkan
bahwa motivasi dapat berperan dalam menciptakan jati din,
mengembangkan  keterikatan pribadi  dengan organisasi dan
mempengaruhi prestasi kerja.

Variabel kompensasi memiliki pengaruh dominan terhadap prestasi
kerja karyawan di Hotel Oasis Bali, bila dibandingkan dengan
pengarahan, penerapan pola dan kebijakan Hasil ini menunjukkan
bahwa kompensasi sebagai kekuatan untuk memberikan motivasi
sehingga dapat mempengaruhi prestasi kerja karyawan.

Pemberian motivasi kerja yang mempunyai kecendenuingan yang
paling besar pada hotel Hotel Oasis Bali adalah kompensasi dalam hal
ini adalah penentuan mendapatkan bonus atau suatu kifierja yang telah
dicapai karyawan (Yonas, 2004 : 7.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Utonm {2008) tentang “Evaluasi
Implementasi Manajemen Pegawai Negéri/Sipil” di Direktorat Ajudan

Jendral Angkatan Darat menyimpulkambaliwa:

1. Manajemen pegawai negerpsipil ses vai dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999, tenfang perubahan Pokok-Pokok Kepegawalan yang
kemudian untuk-éi lingkungan TNI AD dioperasionalkan menjadi 5
fungsi pembipaaii aptara lain fungsi pengadaan, fungsi Pendidikan dan
latihan, fungsi’‘Penggunaan, fungsi perawatan serta fungsi pemisahan
yang secara’umum telah diimplementasikan dengan cukup baik.

2 Secara khusds, untuk fungsi pengadaan telah diimplementasikan dengan
cukup.balk di lingkungan Ditajenad. Fungsi pengadaan yang dilakukan
di—Ditajenad dan menjadi tangung jawab Ditajenad adalah
pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil.
Hasil survey 74,9 % responden menyatakan puas, kemudian dari
wawancarapun terungkap bahwa pengangkatan calon pegawai negert
sipil menjadi pegawai negeri sipil telah sesuai demgan aturan
Pengangkatan calon pegawai negeri sipil lebih kurang 135 orang dalam
satu tahun. Hal tersebut jelas mengindikasikan telah membaiknya
pelaksanaan pengadaan pegawai negeri sipil berkenaan dengan
pengangkatan calon pegawai ne geri sipil di lingkungan Ditajenad.

3. Sedangkan untuk implementasi fungsi pendidikan dan latihan, secara
umun telah dilaksanakan dengan cukup baik, dengan memperhatikan
pelaksanaan Diklat prajabatan dan Diklat Pim yang berada pada grafik
Penting-Puas. Kemudian dari hasil wawancara dengan bagian
pendidikan pegawai negeri sipil Subditbinmin, untuk kedua item
tersebut memang dalam pelaksanaannya sudah cukup baik. Tahun 2008
ini 100% calon pegawai negeri sipil dapat mengikuti Dilkat Pra-jabatan,
dan dari 30 orang pengajuan calon peserta diklatpim, hanya 15 orang
dapat terpanggil untuk mengikuti diklatpim dan lulus dengan predikat
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baik. Meskipun ada dua item yang lainnya yang dinyatakan belum
memuaskan dalam pelaksanannya, yaitu Diklat Dasar Militer dan Diklat
Fungsional/ teknik, namun ketika ditinjau berdasarkan dari tingkat
kepentingannya,  belum dianggap penting dalam perbaikan
pelaksanaannya.

4. Dalam pengimplementasian fungsi penggunaan, ternyata masih kurang
memuaskan, dengan memperhatikan hasil survei, dari 15 sub-variabel
yang ditanyakan, terdapat 7 sub-variabel dinyatakan signifikan dan
belum memuaskan dalam pengimplementasiannya. Sebenarnya 5 sub-
variabel lainnya dari fungsi penggunaan im juga dinyatakan masih
kurang memuaskan, namun ketika diuji menggunakan Chi Square,
kelima sub-variabel tersebut kurang signifikan. Ketujuh item itu adalah
penerapan jenis jabatan dan bidang jabatan pegawai negeri sipil
Implementasi fungsi perawatan dan fungsi pemisahan dapat dikatakan
sudah diimplementasikan dengan baik.

Dari kajian teory dan pemaparan hasil pefiglitian’ diatas dapat dilihat
bahwa berbagai teory yang digunakan mampu neningkatkan kinerja dalam
organisasi, Semua dapat diketamii, meélalui tahapan evaluasi yang
didalamnya mencakup penelitian dan analisa yang akurat. Hal ini juga dapat
diimplementasikan dalam ‘ruang lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Kepuladah Riau apakah kajian teori yang dipaparkan diatas

teraplikasi dengan maksimal.

2.\ Konsep Manajemen

Peneliti terlebih dahulu menjelaskan defenisi manajemen  yang
dikemukakan para ahli seperti Hersey dan Blanchard, sebelum memaparkan
fungsi-fungi manajemen.

Manajemen menjadi suate iimu melalui teorn-teor1 yang mampu
menuntun para manajer untuk memberikan penjelasan tentang apa yang
harus dilakukan pada situasi tertentu yang memungkinkan manager
untuk meramaikan akibat-akibat yang mungkin terjadi (Kenneth, 1982 :
23).

Metode yang biasa digunakan para manager untuk memprediksi akibat yang

mungkin terjadi adalah dengan menggunakan metode SWOT.
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Frederick W. Taylor (1911), yang dikutip Aspawir  (2006),
menyebutkan “management is knowing exactly what you want to do and then
seeing that they do it in the best and cheapest way” {Asnawir, 2006: 97).
Manajemen adalah mengetahui secam.tepat apa yang anda ingin kerjakan
dan kemudian anda melihat bahwa mereka mengerjakannya dengan cara
yang terbaik dan murah. Frederick W Taylor lebih memfokuskan
managemen sebagai perencanaan program dan kegiatan Jyang jelas dan

dikerjakan dengan sempurna dengan biaya murah.

Stoner dan Wankel dalam Siswanto (2005);-menyatakan:

Manajemen  adalah  proses <€ perencanaan, pengorganisasian,
kepemimpinan, dan pengendaliafhupaya anggota organisasi dan lainnya
demi tercapainya tujuan organisasi (Siswanto, 2005 ; 134).

Stoner mendefinisikanbahwa:

Managemen merupakan’ fangkaian proses yang dimulai dan
perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan yang
tidak bisa berdini Asendiri-sendiri. Istilah lain dari managemen ini
dikenal denganistilah POAC (planning, organizing,actuating and
controlling). Keseluruhan proses i harus dijalankan untuk demi
tercapainya tujuan organisasi. (Siswanto, 2005 - 134).

Robert” Stueart (2010) dalam  “Analisis Fungsi Managemen
POSDCORB + A mengatakan bahwa :

Planning (Perencanaan) merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan
dalam menjalankan suatu organisasi, tanpa adanya suatu perencanaan
yang matang maka mustahil bagi suatu organisasi dapat mencapai
tujuannya dengan efektif dan efisien.

Organizing (Pengorganisasian) adalah proses penyusunan struktur
organisasi dengan tujuan-tujuan tertentu, dengan mempertimbangkan
sumber-sumber sarana prasarana = yang dimiliki dan pengaruh
lingkungannya.

Staffing (Kepegawaian) atau sering juga disebut dengan Sumber Daya
Manusia merupakan bagian dari pengorganisasian yang meliputi
pembinaan pegawaidalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tujuan
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staffing adalah mengusahakan tersedianya pegawai yang terbaik untuk
organisast.

Directing (Pengarahan) biasanya dilakukan pemimpin organisasi
mengenai tujuan dan tugas-tugas di dalam organisasi dapat terlaksana
dengan benar.

Controlling (Pengawasan) diperlukan agar setiap kegiatan dapat
berjalan sesuai dengan rencana, efektif dan efisien.

Reporting {Pelaporan) merupakan salah satu fungsi yang penting dalam
managemen organisasi, tanpa adanyaa laporan mengenai kegiatan
organisasi kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada organisasi
tersebut.

Budgeting (Penganggaran) adalah salah saty fimgsi‘managemen yang
sangat penting terlebih lagi untuk non - profit erganization. Dana yang
dikelola harus benar-benar direncanakan dengan teliti dan secermat
mungkin.

Action (Pelaksanaan ) merupakati salalsatu fungsi yang penting karena
walaupun semua kegiatan prganisasi telah direncanakan dengan baik
akan tetapi jika tidak ada {laksanaan maka semua itu akan percuma
tanpa fungsi pelaksarnaan, {Robert Stueart, 2010
hitp/www.scribd.cor/doc/2173 8244).

Beberapa defenisi tersebut dipahami bahwa manajemen adalah sebuah
proses tentang_aktivitas atau pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang-
orang dalam Grganisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Pengetahuan tentang
defenisi mianajemen tersebut, maka dibutuhkan beberapa aspek atau dimensi
manajemen guna memperjelas beberapa keterkaitan manajemen dengan
aspek-aspek lain. Aspek-aspek managemen tersecbut adalah aspek yang

berhubungan dengan sasaran, teknis, struktur, personalia dan informasi.

3. Dimensi-Dimensi Manajemen
Shrode menyebutkan bahwa:

Dimensi-dimensi manajemen terdiri dari (1) management by objective,
(2) management by techniques, (3) management by structure, (4)
management by people, (5) management by information (Pidarta, 1988:
134).
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Made Pidarta mengutip pendapat Howell mengatakan bahwa :
Management by objective (manajemen berdasarkan sasaran) berarti
manajemen yang baik harus diwujudkan dengan cara menggalang kerja
sama, Manajer tertinggi menyusun rencana sasaran atau tujuan beserta
prioritasnya secara jelas. Para manajer bawahan, para supervisor, dan
para bawahan diberi kesempatan menyusun sasaran dan fanggung
jawabnya masing-masing. Semua manager mulai pada top management
sampai pada staf yang terbawah bertemu dan membahas bersama agar
keputusan yang diambil merupakan suatu kebulatan tekad dalam rangka
mencapai tujuan organisasi.

Management by techniques (manajemen pada aspek teknik) adalah
usaha para manajer menangani teknik-teknik (yang ada dalam
organisasinya. Teknik-teknik itu dapat digunakan Seoptimal mungkin
dalam upaya mencapai tjuan organisasi. Teknik-teknik yang sudah
ada dipelihara dan dimanfaatkan, bila perlu direvisi agar lebih cocok
dengan kegunaannya.

Management by structure adaldh’mekanisme kerja organisasi yang
mendudukkan dirinya pada“orgdnisasi dalam melaksanakan tugas.
Struktur organisasi mewujudkan dirinya dalam berbagai bentuk bisa
berupa jadwal kerja, kedullukan, deskripsi tugas, peraturan, dan
prosedur kerja. Struktur grganisasi pada umumnya hanya menunjukkan
pejabat yang duduk pada jabatan suatu organisasi. Jadwal kerja,
deskripsi tugas, peraturan dan prosedur kerja biasanya tidak tergambar
dalam struldur organisasi.

Manageinent” by people (manajemen pada aspek personalia) ialah
manajemen yang memperhatikan orang-orang dalam organisast.
Perhatian ini  mencakup merekrut, menempatkan, melatih, dan
mengembangkan, serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Orang-
ofang dalam organisasi harus dikelola dengan baik karena tanpa
individu-individu tersebut suatu organisasi tidak bisa berjalan
sebagaimana mestinya.

Management by information (manajemen pada aspek mformasi) 1alah
manajemen yang mempunyai badan khusus  yang  bertugas
mengumpulkan berita dan memprosesnya menjadi informasi untuk
keperluan manajer (Pidarta, 1988 : 145). Bagian — bagian dalam aspek
informasi terdiri dari (1). Pengumpulan data, (2).Penyimpanan data, (3).
Pemrosesan (4). Pemograman. (Made Pirdata, 1988)

Kelima dimensi manajemen tersebut, jika dikelola dan diterapkan
sedemikian rupa akan menghasilkan berbagai kebijakan yang dapat
menunjang efektivitas dan pengelolaan pegawai yang berkualitas.
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Pengelolaan mamajemen yang profesional akan dapat mengembangkan
potensi yang dimiliki pegawai. Potensi ini bisa diimplementasikan secara
nyata dalam kehidupan, sehingga dapat melahirkan sumber daya manusia
yang berkemampuan (berketerampilan) dan mampu berperan aktif dalam
proses perubahan ekonomi, sosial, budaya, yang manajemennya dikelola

secara matang dan penuh perhitungan.

4. Fungsi-fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen yang biasa dikenal paling tidak mencakup
empat aspek yaitu: planning, orgafizing ‘actualing, dan controlling.
Keempat aspek inilah yang akan niengarahkan dan memberdayakan
kegiatan menuju tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Bagan
dari proses kerja sebuah mariajemen pada setiap organisasi selalu identik
dengan penggambatan skema ini yaitu:

Gambar 2.1

(rambar 2.1. Fungsi Manajemen Dalam Pencapaian Tujuan Organisasl.

> PERENCANAAN —»
- Program Tujuan
> PENGORGANISASIAN E;J;Eber organisasi
manusia yang telah
- Sarana ditetapkan
PENGATURAN
PENGAWASAN

Sumber: (George R. Terry dalam Sarwoto, dasar-dasar organisasi dan
manajemen, 1991:49)

- > 2 P Z

- Dana sebelumnya
Informasi
- Suasana
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v
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Kunci yang paling utama untuk mewujudkan tujuan organisasi yang
ingin dicapai adalah manajemen, manajemen yang baik tentu didalamnya
dibutuhkan berbagai aspek yang saling berkaitan satu dengan yang lain.
Perencanaan, Pengorganisasian, Pengaturan dan Pengawasan merupakan 4
pilar yang kuat sehingga jika pilar ini kokoh maka pada mampu mengelola
berbagai program yang didukung dengan sumber daya manusia yang handal
serta kesiapan sarana prasarana serta informasi yang memadai. Dan pada

akhirnya tujuan organisasi dapat terwujud dengan ‘maksimal.

a. Perencanaan

Perencanaan bagi adminisirasi nodern adalah suatu gejala yang umum
dan mutlak diperlukan terutdma bagi usaha-usaha yang mempunyal lapangan
luas, selain urgensinya,yang esensial, perencanaan dalam setiap organisasi
bagaimanapun‘juga-adalah merupakan fungsi pertama yang harus dilakukan
dalam rangka/pencapaian tujuan. Perencanaan dalam penelitian im lebih
diktmsbskan pada perencanaan pengadaan/ rekrutmen pegawai. Rencana
pefigadaan pegawai ini harus mempunyai Standar Operasional Prosedur yang
baku, memuat daftar keterampilan dan keahlian calon pegawai dan
background pendidikan.

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para pakar manajemen

tentang defenisi perencanaan antara lain :

1) Perencanaan (planning) adalah memproyeksikan suatu tujuan tindakan
(strategi), merupakan hal penting bagi organisasi di dalam
memperkirakan kondisi-kondisi organisasi dimasa yang akan datang
(Pidarta, 1988 : 56).
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2) Perencanaan adaiah proses penctapan, penentuan masa yang akan
datang, apa yang bisa kita capai dan bagaimana mencapainya? {Yusuf
Enoch, 1992 : 108).

3) Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan hal-hal yang akan
dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya.

4) Perencanaan adalah salah satu fungsi manajer yang meliputi seleksi dan
alternatif-alternatif kebijaksanaan, program dan prosedur (Donnel, 1964
1 225)

5) Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan perencanaan sebagai
berikut :

a. Perencanaan dalam arti yang seluas-luasnya tidak lain adalah suatu
proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan — kegiatan yang
akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan terfentu.

b. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan, penentuan kegiatan,
dan penentuan aparat pelaksana kegialan vntuk mencapai tujuan.

c. Perencanaan adalah usaha yang{diorganisasikan dengan dasar
perhitungan untuk memajukdn perkembangan tertentu, {LAN,
1985:56).

Berdasarkan defenisi-defefiisi tersebut dapat dirumuskan bahwa pada
dasarnya sctiap perencapaan memiliki empat hal, antara lain

1) Permasaléhanyang berkaitan antara tujuan dengan sumber dayanya,

2) Cara\untik mencapai tujuan atau sasaran dengan memperhatikan
sumber dayanya dan alternative serta kombinasi alternatif yang
dipandang terbaik,

3) Penerjemahan rencana dalam program kegiatan yang kongkrit

4) Penetapan jangka waktu pencapaian tujuan atau sasaran.

Pidarta berpendapat bahwa ada tiga hal yang perlu direncanakan para
manajer dalam hubungan personalia yaitu:

1. berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan oleh organisasinya,

2. berapa macam keterampilan yang dibutuhkan dan berapa orang
setiap jenis keterampilan, begitu pula macam keahlian apa saja dan
berapa pegawai dibutuhkan untuk setiap jenis keahlian?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



£f523

3. Upaya menempatkan mereka pada pekerjaan yang tepat untuk
jangka waktu tertentu dengan harapan dapat memajukan dan
memberi keuntungan optima! baik kepada organisasi maupun kepada
setiap anggota (Pidarta, 1988:120).

b. Pengorganisasian
Para pakar organisasi sependapat bahwa:

Pengorganisasian (organizing) adalah fungsi organik kedua daripada
manajemen. Pengorganisasian umumnya diartikan sebagai: keseluruhan
proses pengelompokkan orang-orang, alat-alaty, tugas; tanggung jawab
atan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta stiatu organisasi yang
dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan’dalai rangka mencapai tujuan
yang telah ditentukan Pengorganisasian mérupakan proses pengaturan
kerja bersama sumberdaya-sumbef dadya Keuangan, phisik dan manusia
dalam organisasi. (Handoko, 2001¢ 82)

Pengorganisasian dalam penelitian ini hanya membahas :

1) Pimpinan sebaikny2 méngikutsertakan semua staf untuk merumuskan
visi dan misi drganisasi, tujuan dan strategi organisasl.

2) Pelaksdnaanmisuatu pekerjaan harus disesuaikan dengan tupoksi (tugas
pokok-dan fungsi) masing-masing staf.

3)\, Pendelegasian  wewenang sebatknya dilakukan sesuai dengan
pengalaman, bakat, minat, pengetahuan dan kepribadian staf demi
efisiensi dan efektifitas organisasi.

4) Staf harus mampu mempertanggungjawabkan semua pekerjaan yang
didelegasikan kepadanya.

5) Staf harus mampu berkoordinasi dengan baik.

6) Pengaturan hubungan kerja antar staf harus sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Nanang Fatah (2003) mengungkapkan bahwa:
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pengorganisasian juga bertugas dalam memeriksa apakah struktur

organisasi yang ada cukup sesuai dengan standar, apakah tugas dan

kewajiban telah dimengerti dengan baik, dan apakah diperiukan

penataan kembali orang-orang 7 (Fattah, 2003:101)".

M. Ngalim Purwanto (1987) mengemukakan:

pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk

hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu

kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

(Purwanto, 1987 : 16)

Pengorganisasian sebagai fungsi administrasi| me¢njadi tugas utama
bagi para pemimpin suatu organisasi. Kegiatan organisasi sehari-hari
terdapat berbagai macam jenis pekerjaad_yang memerlukan kecakapan dan
keterampilan dan tanggung jawabfang berbeda-beda. Keragaman tugas dan
pekerjaan itu tidak mungkin'-difakukan dan dipikul sendiri oleh seorang
pemimpin. Bagaimana kecakapan pemimpin mengorganisasi  staf dan
pegawai lainnya- dalam menjalankan tugas sehari-hari schingga tercipta
adanya huburgan kerjasama yang harmonis dan lancar. Pengorganisasian
juga ‘harus memperhatikan antara lain pembagian tugas, wewenang, dan
tanggung jawab, hendaknya disesuaikan dengan pengalaman, bakat, minat,
pengetahuan, dan kepribadian masing-masing orang yang diperlukan dalam
menjalankan tugas-tugas tersebut.

Sutop (2001), menjelaskan bahwa:

Pengorganisasian adalah kegiatan manager untuk mengkoordinasikan

sumber-sumber baik manusia maupun materil yang ada dalam

organisasi.  Efektifitas  suatu organisasi  tergantung kepada
kemampuannnya untuk memanfaatkan sumber-sumber daya tersebut

untuk mencapai tujuzn. (Sutopo, 2001 : 115)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dirumuskan dengan jelas bahwa

_ pengorganisasian merupakan langkah ke arah pelaksanaan rencana yang
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telah disusun sebelumnya. Hasil daripada proses pengorganisasian adalah
suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suafu kesatuan yang bulat.
Perencanaan yang matang baik menyangkut perencanaan sumber daya
manusia yang memiliki keahlian, pembagian tugas yang jelas, delegasi
wewenang, struktur organisasi yang standar, garis koordinasi yang jelas,
membantu pimpinan dan organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan.
Fungsi organisasi dapat diartikan bermacam-macam yaitu:

1) Organisasi dapat diartikan sebagai/ hemberi struktur, terutama
dalam penyusunan/ penempatan pefsonel, pekerjaan-pekerjaan,
material, dan pikiran-pikiran/dalam struktur itu. Umpamanya dalam
pembentukan suatu paniti bagditnana susunan atau organisasinya,
siapa yang menjadi. pelindung, penasibat, ketua, panitera,
bendahara, komisarisydan sebagainya. Bagaimana hubungan kerja
antara anggota-anggota panitia tersebut?

2) Organisasi ddpat pula ditafsirkan sebagai menetapkan hubungan
antara orang-orang, kewajiban-kewajiban, hak-hak, dan tanggung
jawab masing-masing anggota disusun menjadi pola-pola kegiatan
yang \i¢riyji  pada tercapainya tujuan yang direncanakann
sebelumnya.

3)«.Orgafisasi dapat pula diartikan sebagai alat untuk mempersatukan
usaha-usaha untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan (Ngalim,
1982: 89). Fungsi organisasi semuanya memiliki keterkaitan satu
dengan yang lain schingga pada akhirnya organisasi sangat penting
dalam kaitan personal dan interpersonal.

Burhanuddin (1994), berpendapat bahwa:

Proses pengorganisasian mencakup kegiatan-kegiatan  berupa
pembagian kerja yang harus dilakukan dan menugaskannya pada
individu tertentu, kelompok-kelompok dan departemen-departemen,
pembagian aktivitas menurut level kekuasaan dan tanggung jawab,
pembagian/pengelompokan tugas menurut tipe dan jenis yang berbeda,
penggunaan mekanisme koordinasi kegiatan individu dan kelompok
serta pengaturan  hubungan kerja antara anggota organisasi
(Burhanudin, 1994 : 87)".

Kutipan tersebut menerangkan bahwa pengorganisasian sebagai fungsi

_ manajemen sebenarnya merupakan langkah pertama ke arah pelaksanaan
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rencana yang felah disusun sebelumnya. Pengorganisasian secara hierarki di
dalam tulisan ini ditempatkan sebagai fungsi manajemen kedua {setelah
perencanaan). Pelaksanaan fungsi ini dengan baik akan menghasilkan suatu
organisasi yang digerakkan sebagai suatu kesatuan yang bulat dalam
mencapai sasaran yang telah ditetapkan bersama. Pengorganisasian dalam
prakteknya bisa diterapkan pada lapangan kegiatan yang lebih luas yang
dalam penelitian ini adalah implementasi pengorgatisasian tugas-tugas
pegawai di lingkungan kantor Dinas Pemuda\, danOlahraga Propinsi

Kepulauan Riaun.

¢. Pengarahan dan Motivasi

Actuating adalah usaha ‘menggerakkan yang dilakukan oleh baik pihak
pimpinan maupun ‘pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Actuating
ini juga befupa pengarahan, yang menurut Siswanto berupa petunjulc atau
instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang
dioragrisasikan dalam kelompok formal dan untuk mencapai tujuan
bersama. Pengarahan dalam penelitian ini membahas tentang pemberian
inspirasi, pujian, motivasi dan instruksi-instruksi oleh atasan untuk
meningkatkan dan memberdayakan staff, sehingga gairah dan semangat
kerjanya akan meningkat.

Menggerakkan adalah tindakan-tindakan yang menyebabkan suatu
organisasi menjadi “berjalan”. Pengertian menggerakkan (actuating) ni
sebagai tindakan untuk mengusahakan agar semua anggoia kelompok

mampu bekerja untuk mencapal sasaran agar sesuai dengan perencanaan
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yang ditetapkan organisasi. Fungsi-fungsi yang terdapat dalam manajemen,
maka fungsi motivasi yang tergolong paling erat hubungannya dengan unsur
manusia. Motivasi adalah masalah manusia dalam manajemen (managerial
human problem). Motivasi dapat diberi batasan sebagai suatu proses
pemberian motif (penggerak) kepada para bawahan sedemikian rupa,
sehingga mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi
secara efisien. Motivasi adalah pekerjaan yang dilakwkan oleh seorang
manajer dalam memberi inspirasi, semangat danndorongan kepada orang-
orang lain untuk bekerja lebih baik.
Actuating adalah bagian penting ddripada proses manajemen. Actuating
berbeda dengan ketiga fudgsi fundamental yang lain (planning,
organizing, controlling)~dan octuating berhubungan erat dengan
orang-orang. Banyak midnajer praktis beranggapan bahwa actuating
merupakan intisari> dari~manajemen, karena banyak hubungannya
dengan unsur Jpabusial  Actuating merupakan suatu sem dan
penerapannya/akan, berhasil tergantung pada pemikiran yang intensif.

Berhasil tidaknya actuating tergantung kepada masalah pemberian
motivasi Kepada para anggota organisasi. (Sarwoto, 1994 : 145)

Motivasi juga merupakan salah satu fungsi managemen dan alat
pimpinan untuk menggerakkan kemauan kerja bawahan agar bekerja dengan
lebih efisien dan lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Motivasi
juga merupakan konsep yang menguraikan kekuatan-kekuatan yang ada
dalam diri pegawai yang membentuk dan mengarahkan perilaku. Defenisi
tersebut berarti antara aksi dan motivasi adalah dua hal yang bersamaan yang
berguna untuk memacu semangat bekerja para pegawai. Unsur ini sangat
penting karena merupakan salah satu bagian yang dapat menumbuh

kembangkan profesionalitas kerja di lingkungan kantor, perusahaan atau
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d. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan pimpinan yang mengusahakan agar
pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
Penyusunan rencana yang baik, kalau tidak dilakukan pengawasan yang
ketat, tujuan organisasi akan mengalami kegagalan. Fayol dalam bukunya
“General Industrial Management” mengemukakan tentang pengawasan
(controlling) dalam setiap kegiatan. Pengawasan | terdiny’ atas tindakan
meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau betjalan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan? Pengawasa berfujuan menunjukkan atau
menemukan kelemahan-kelemahari, agar’ dapat diperbaiki dan mencegah
berulangnya kelemahan-keleniabar terscbut. Pengawasan beroperasi
terhadap segala hat baik terhadap benda, manusia, perbuatan maupun hal-hal
lainnya. Pengawasan gdalam penelitian ini mengkhususkan tentang hal-hal
sebagat beyikut:

1) Keterlibatan staf dalam penetapan standar awal/ rencana awal
pekerjaan.

2} Penahapan pekerjaan harus disesuaikan dengan rencana awal.

3) Staf harus mampu membandingkan hasi! pengukuran pekerjaan dengan
rencana awal.

4) Tindakan perbaikan sangat dibutuhkan dalam pengawasan.

S.P. Siagian {2002), mengemukakan bahwa:

Pengawasan pada umumiya adalah proses pengamatan dari

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua

pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana

yang ditetapkan. (Siagian, 2001 : 75)
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Koontz dan O’Donel (dalam Siagian) mengatakan pengawasan adalah:
Pengukuran dan koreksi atas pelaksanaan kerja dengan maksud untuk
mewujudkan kenyataan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi
dan rencana dapat/ telah dilaksanakan dengan baik. (Koontz, 1964 :
202)
Mochler juga berpendapat mengenai fungsi pengawasan adalah:
Merupakan suatu usaha yang sistematis untuk menetapkan standar
pelaksanaan, sesuai dengan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem
balikan informasi. Membandingkan pelaksanaan yang nyata dengan
standar awal untuk menentukan signifikansinya, friengambil langkah-
langkah tindakan yang digunakan untuk meyakinkan bahwa seluruh
sumber daya organisasi digunakan sepenuhnya.dengan cara yang efektif
dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi(Mochler)

Lembaga Administrasi Negara punya pendapat lain yang menyatakan
bahwa pengawasan adalah:

Suatu proses kegiatan “S€orang pimpinan untuk menjamin agar

pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijakan dan

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Lazruth yargdikati oleh Kamars berpendapat bahwa:

Pengawdasan adalah suatu usaha untuk menderong, mengkoordinasikan

dafrmembimbing para bawahan sehingga lebih mampu memahami dan

Sfektif dalam pencapaian tujuan organisasi (Kamars, 2005:117)”.

Proses Pengawasan pada umumnya terdiri dari beberapa tindakan
tertentu yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan manajerial.
Langkah-langkah pokok ini meliputi penentuan ukuran atau pedoman baku
(standar), penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudab/
senyatanya dikerjakan, perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan
ukuran atau pedoman baku yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mengetahui
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan tadi sesuai

dengan apa yang telah direncanakan.
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Pengetahuan tentang pengertian-pengertian pengawasan tersebut dapat
dirumuskan bahwa pengawasan adalah suatu proses pembimbingan dari

pihak yang berkompeten kepada para pegawai di sebuah instansi
pemerintah terhadap segala pekerjaan atau aktivitas yang diiakukan,
agar sesuai dengan standar yang diharapkan (Murni, 2009 : 212).
Pengawasan dimulai dari pengawasan terhadap perencanaan awal,
tahapan pekerjaan yang harus disesuaikan dengan rencana. Pengukuran
persentase  hasil pekerjaan disesuaikan dengan dana yang terserap.

Pengawasan ini akan menghasilkan tindakan perbaikan terhadap suatu

pekerjaan.

S. Implementasi Pengelolaan Sumberdaya Manusia

Implementasi adalah apa” yang terjadi  setelah undang-undang
ditetapkan, yang memberikan gdioritas program, kebijakan, keuntungan
(benefit) atau suatu enis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah
implementasi m€punjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan
maksud tentahgstjuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh
para pejabat pemerintab.

Bardach dalam Suprayoga (2007:10) memberikan defenisi yang lebih
komprehensif, dengan memberikan tekanan-tekanan tambahan, setidak-
tidaknya terdapat tujuh konsep implementasi yang dipaparkannya, yaitu:

1) Implementasi merupakan proses perakitan sejumlah elemen-elemen
program yang berbeda. Interaksi antara elemen-elemen tersebut pasti
melibatkan persuas) dan tawar menawar karena elemen-elemen
tersebut berasal dari sumber yang berbeda dan saling terlepas satu
sama lain. Dengan demikian, implementasi dapat dilibat sebagal
proses kerja sama.

2) Implementast dapat dipahami sebagai politik tekanan (pressure

politics). Sebagai politik tekanan, implementasi dengan sendirinya
akan mendatangkan tekanan balik (counter-pressure).
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3) Implementasi  dapat didefenisikan sebagai proses masifikasi
persetyjuan Proses pemaksaan kesepakatan secara missal ini perlu
dilakukan karena

4) implementasi  yang berhasil pada dasamya memerlukan aksi
bersama. :

5) Implementasi sebagai proses control administrative. Defenist ini
berangkat dari asumsi serta kecenderungan umum diberbagai Negara
bahwa birokrat dan birokrasilah yang paling banyak terlibat dalam
proses implementasi.

6) proses implementasi sebagai proses negoisasi inter-pemerintah.
Proses implementasi biasanya melibatkan banyak badan pemerintah
yang juga dikenal sebagai badan-badan sub-pémerintah.

7) Implementasi sebagai proses yang ditandai“oléh kompleksitas aksi
bersama. Juga bisa diartikan sebagdi, proses pengorganisasian
kerjasama pada scbuah unit besar.

8) Implementasi sebagai system permainan. Defenisi ini merupakan
suatu metafora yang diturndkan ddr defenisi sebelumnya yang
melihat pentingnya contrGl, riegoisasi, tawar Menawar, persuasi,
taruhan dan sebagainya ( Bardach dalam Suprayoga (2007:10)
dikutip oleh Yevina{ 201Gt 10).

Bardach dalam Suprayoga dikutip oleh Yevina (2010:10) selanjutnya
memberikan sébuatrkeésimpulan bahwa:
pada \dasarnya implementasi merupakan proses perakitan berbagai
elemen yang dibutuhkan untuk menghasilkan outcome programatik
teitentu dan proses melakukan sejumliah permainan yang saling
berhubungan dengan  elemen-elemen tertentu dan suatu program
dipertahankan atau disalurkan kepada proses formulasi suatu program.
Unsur yang paling penting untuk menghasilkan owfcomes tertentu
adalah SDMnya atau pegawainya. Pengertian pegawai Yaitu orang yang
diangkat/ ditunjuk sesuai dengan keahliannya untuk melaksanakan suatu
tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pegawal adalah melaksanakan
tugas dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dipercayakan padanya
sesuai dengan job description dalam struktur organisasi di pemerintahan.

Pegawai yang diberi pekerjaan dan tanggung jawab tersebut harus memiliki
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wualifikasi-kualifikasi tertentu, sehingga Beishline (1957) menjelaskan enam

pokok kualifikasi seorang pegawai sebagai berikut:

1) Memiliki pengetahuan yang luas tentang orgasisasi

2) Mempunyai sifat-sifat kepribadian seperti kesetiaan, tenaga yang
besar, keschatan, inisiatif, pertimbangan yang baik dan pandai
bergaul
3) Mempunyai semangat kerja sama dan ramah tamah
4) Kestabilan emosi dan tingkah laku yang sopan
5) Kesederhanaan
6) Kemauan baik dan optimistis.( Beishline, 1957}
a. Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Prinsip pengelolaan sumber daya manuéia yang salah sam prinsip
penting dalam menjalankan kepémimpinan secara efektif yaitu prinsip
pendistribusian pekerjaan. Prinsip i identik dengan pendistribusian tugas-
tugas kepada pegawal dilingkungan kerja. Prinsip pendistribusian pekerjaan
disebut juga prinsip” pembagian tugas. Prinsip pembagian pekerjaan secara
homogen dtad distribution of work adalah mengelompokkan tugas dan
pekerjaan yang sejenis atau yang erat hubungannya menjadi satu unit
terdendiri, Pembagian tugas, macam-macam tugas dalam organisasi dibagi-
bagi sedemikian rupa agar dapat dilaksanakan oleh bidang atau sub-bidang
tertentu. Satuan organisasi adalah unit-unit yang ada di dalam organisasi,
sedangkan pejabat adalah orang yang memimpin satuan organisasi tersebut.
Pembagian tugas atau pendistribusian tugas sangat penting karena hai-hal
sebagai berikut:
1) Pengetahuan, kemampuan dan keahlian seseorang sangat terbatas,

sehingga tidak mungkin seseorang melakukan semua pekerjaan

sementara kegiatan dalam organisasi sangat kompieks
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2) Seseorang tidak mungkin mampu mengerjakan dua jenis pekerjaan
yang berbeda pada saat yang sama

3) Tidak mungkin seseorang dapat berada pada dua tempat pada saat yang
sama

4) Setiap orang, di samping mempunyai banyak kekurangan dan
kelemahan, dalam hal-hal tertentu pasti mempunyai kelebihan yang

tidak dimiliki oleh orang lain.

Terry (1990:126) dalam “Guide to Management” mengemukakan

bahwa pembagian tugas sangat penting dalaifrsuatu kepemimpinan karena;

1) dapat membantu koordinasi,

2) memperlancar pengawasan,

3) memanfaatkan spesialisasi,

4) dapat mengheniat biaya,

5) serta menckankan hubungan antara manusia (Terry, 1990:96-98)

Pemimgin harus jeli dalam membagi tugas dan pekerjaan kepada
karyawan:Pemimpin yang baik harus mengetahui latarbelakang pendidikan
pegawai, kemampuan teknis dan sikap sebelum mendistribusikan pekerjaan

kepada karyawan.

Pemberdayaan sumberdaya manusia dan keefektifan sebuah organisasi

sangat ditentukan oleh pimpinan. Pimpinan harus melaksanakan fungsi

manajemen sebagaimana mestinya (Siswanto, 1992 : 107).

Pimpinan harus mampu melaksanakan seluruh  fungsi-fungsi
managemen dalam organisasi yang dipimpinnya. Fungsi-fungsi tersebut
meliputi fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi motivasi dan

fungsi pengawasan. Seluruh fungsi ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.

. Fungsi ini merupakan satu kesatuan dalam proses manajemen.
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Usaha pengembangan organisasi adalah pendekatan yang berdasarkan
data kepada perubahan yang melibatkan seluruh bahan yang masuk
ke dalam perencanaan manajerial. Pengembangan organisasi
meliputi penerapan tujuan, perencanaan kinerja (performance),
pemantauan (monitoring), dan pengambilan tindakan koreksi
(corrective action) apabila dipandang perlu. Hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam pengembangan suatu orgafiisasi adalah sebagai
berikut:

1) Pengembangan organisasi berorientaé: pada permasalahan, dimana
organisasi berusaha menetapkah tcort dan penelitian dari sejumlah
disiplin ilmu termasuk i perilaku  kepada pemecahan
permasalahan organisasi:

2) Pengembangan orgapisasi mencerminkan suatu pendekatan secara
sistematis. Pengembafigan organisasi merupakan suatu cara untuk
mengaitkan lebih\efat sumber daya manusia dan potensi suatu
organisasi defigan tekhnologi, struktur dan proses manajemen.

3) Pengembangan organisasi merupakan bagian integral dar proses
manajemen, pengembangan  organisasi bukan suatu yang
dikerjakan “untuk organisasi oleh orang luar. Pengembangan
orgghisasi merupakan cara menangani  proses  perubahan
keorganisasian.

%) \Pefigembangan organisasi bukan suatu strategi yang siap pakai,
melainkan pengembangan organisast mencerminkan suatu proses
yang berlangsung terus-menerus. Pengembangan organisasi bukan
serangkaian aktivitas spesifik yang dirancang untuk melaksanakan
perubahan tertentu.

5) Pengembangan organisasi memusatkan perhatian kepada kemajuan,
dimana pengembangan organisasi bukan hanya untuk organisast
yang sakit atau organisasi yang kaya. Pengembangan organisasi
adalah sesuatu yang dapat bermanfaat bagi hampir semua
organisasi.

6) Pengembangan organisasi berorientasi pada tindakan dan
memusatkan perhatian pada prestasi dan hasil. Berbeda dengan
beberapa pendekatan lain untuk mengadakan perubahan yang
cenderung  menguraikan bagaimana terjadinya perubahan
keorganisasian, pengembangan organisasi menekankan pada cara
melakukan perubaban.

7) Pengembangan organisasi berdasarkan pada teori dan praktik yang
sehat, dimana pengembangan organisasi bukan hanya tipu daya

. atau suatu metode. Pengembangan organisasi memiliki dasar yang
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luat dari teori dan penclitian dari beberapa disiplin ilmu
(Siswanto,2005:107-108)

b. Konsep Pengelolaan Sumberdaya Manusia

Kesuksesan suatu organisasi bisa dicapai dengan mengelola sumber
daya manusia potensial yang dimilikinya. Sumber daya manusia bisa
dijadikan sebagai sumber keunggulan kompetitif lestari serta tidak mudah
ditiru pesaing. Konsep pengelolaan sumberdaya manusia dibagi dalam
beberapa bagian, yaitu:

1) Rincian Tugas dan Kewenangan

Konsep pengelolaan sumberdaya manusia di perkantoran membutuhkan

penjelasan yang rinci dari pihakiatasan (pimpinan). Struktur organisasi

yang baik mesti dijelaskan rincian fugas untuk masing-masing pegawai

yang tercantum dalam struktur organisasi tersebut, sehingga uraian

tanggung jawab dan_tugds hdruslah cukup rinci sehingga mencakup

semua bidang yang harus-dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan

oleh scorang pegawai dalam pekerjaannya.(Agus Dharma,2004:285).

Rincian tugas sudah disepakati, maka pimpinan (kepala bidang) harus
memberikanBatasan wewenang atau tugas para pegawai selaku bawahannya,
termasuk batasan kewenangan pengambilan keputusan. Supervisi langsung
karyawan/staf lainnya, dan batasan anggaran yang dimiliki. Setiap pekerjaan
memiliki batas kewenangan masing-masing dalam hal tertentu dan berbeda
dalam hal-hal lainnya. Batas kewenangan yang dimiliki seorang pegawai

untuk dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik merupakan hal yang

dipandang perlu untuk diperelas dalam suatu organisasi.

2) Kondisi Kerja dan Spesifikasi Pekerjaan
Uraian pekerjaan pegawai juga memerlukan pencantuman kondisi kerja

) tertentu yang mungkin terdapat dalam pelaksanaan pekerjaan. Beberapa hal
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yang dibutuhkan untuk merumuskan kondisi kerja, adalah kejelasan, batasan
yang tercakup, khusus, dan ringkas. Masalah Ini penting dipertegas agar
setiap orang yang akan melaksanakan suatu pekerjaan mengetahui benar
kondisi kerja yang akan dihadapinya. Uraian kondisi kerja yang tertulis
menunjukkan kondisi fisik, namun dari situ dapat dibayangkan kondisi
psikologis yang mungkin ditimbulkannya.

Spesifikasi pekerjaan yang akan ditetapkan kepada para pegawai,
karakteristiknya harus jelas/ tidak samar-samar. Hal-hal yang menopang
kejelasan dan keprofesionalannya dalam melaksanakan tugas mesti
diperhatikan benar, apakah dengangara memberikan kesempatan untuk
sekolah atau menerjunkan pégawai untuk mengikuti pelatihan sehingga
dapat menyelesaikan pekerjadri-pekerjaan khusus yang telah ditetapkan.
Spesifikasi pekerjaan meaunjukkan jenis orang yang periu direkrut dan
kualifikasi barug diuji. Spesifikast pekerjaan adakalanya terpisah dari uraian
pekerjaan. \Spesifikasi pekerjaan harus ada karena pentingnya bagian ini dar

uralan pekerjaan.

3) Memutakhirkan Uraian Pekerjaan
Pemaparan uraian pekerjaan merupakan konsep utama dari spesifikasi
pekerjaaan.

Uraian pekerjaan para pegawai tersebut perlu dimutahirkan atau
diperbaharui setiap saat sesuai kebutuhan masa kini dan masa yang
akan datang. Banyak organisasi pemerintahan saat ini yang tidak
menjelaskan  uraian pekerjaan pada pegawainya namun ada juga
organisasi pemerintahan yang menjelaskan uraian pekerjaan tersebut
berdasarkan aturan yang ada, tapi masih ditemukan uraian pekerjaan
yang tumpang tindih, serta kaku dalam operasionalnya. Hal ini
merupaka gejala yang dapat menghambat upaya untuk melaksanakan
program kerja organisasi,{Dharma 2004:287).
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Jika menggunakan uraian pekeraan yang tidak tepat, sebuah
organisasi perkantoran tidak akan memberdayakan orang yang terbaik untuk
pekerjaan itu. Para pemimpin harus mengetahui pekerjaan pegawai yang
dibinanya. Pimpinan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa uraian
dan spesifikasi pekerjaan itu tetap mutakhir. la harus dapat bekerja sama
dengan Badan Kepegawaian untuk memberikan masukan-masukan mutakhir
tentang perlu tidaknya diadakan perubahan atas suati urajan dan spesifikasi
pekerjaan. Uraian dan spesifikasi pekerjaam perlu” ditinjau ulang secara
berkala dan pemimpin harus menekankar pgerhatian pada hal-hal berikut:

1) Apakah tugas dan tanggufig\jawab yang tercakup masih merupakan
bagian dari pelaksanaan pekerjaan yang sesungguhnya ? Kemajuan
teknologi, seperti .otomatisasi  dan komputerisasi telah banyak
mengubah sifat’ suati“pekerjaan. Perubahan - perubahan itu
memerlukan kébijaksanaan dalam meningkatkan keterampilan yang
dibutuhkan’sestiai dengan perkembangan itmu dan teknologi saat ini.
Perubahdn itw fclah mengisyaratkan agar suatu organisasi perlu
mereforvhasiorganisasi secara keseluruban.

2) Apakahsemua aspek pekerjaan tercakup ? Jika pekerjaan itu secara
menyeluruh tidak tercermin dalam uraian pekerjaan, bagi seorang
pegawai mungkin merasa  telah memperoleh keterangan yang
menyesatkan ketika kemudian mengetahui harus melakukan tugas-
tugas tambahan.

3) Apakah pekerjaan itu diuraikan dengan cara yang dipelintir 7 dengan
berbagai alasan, adakalanya suatu pekerjaan dibuat tampak glamor,
prestisius, dan sulit dipahami.

4) Dapatkah pengujian pengetahuan dan keterampilan harus dilakukan
dengan lebih dari satu cara ? Keahlian seringkali dapat diperoleh di
luar sekolah atau pelatihan khusus. Banyak orang belajar melakukan
sesuatu melalui kombinasi bakat, minat dan dorongan pribadi. Jika
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bukan pendidikan
formal atau pelatihan khusus, pihak pimpinan harus memastikan
spesifikasi pekerjaan yang mencerminkan hal ini. Pimpinan harus
konsisten memperhatikan keempat aspek pemutakhiran uraian
pekerjaan tersebut. Pekerjaan-pekerjaan  yang dilakukan para
pegawai akan lebih baik dan tercapai sesuai keinginan sehingga
pekerjaan menjadi efektif. (Dharma, 2004)
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Waterman (1982) dalam Siswanto melakukan penelitian terhadap
perusahaan - perusahaan besar seperti IBM, Du Pont, 3M, McDonald, serta
Procter dan Combia ditemukan 8 karakteristik yang menunjukkan
efektivitas suatu organisasi yaitu:

1) Mempunyai bias terhadap tindakan dan penyelesaian pekerjaan.

2) Selalu memahami perkembangan di luar organisast.

3) Memberi motivasi pada pegawai dan otoritas yang terkontrol serta
memupuk semangat kerja pegawai.

4) Berusaha meningkatkan produktivitas melalui kerjasama sesama
pegawal.

5) Para pegawai mengetahui apa yang diinginkan organisasi dan
pimpinan serta mengetahui permasalahan disemua tingkatan.

6) Pegawai sclalu fokus pada pekerjaan-yatig/dipercayakan kepadanya.

7) Memiliki struktur organisasi yang lywes dan sederhana dengan jumlah
sumberdaya manusia yang terbatas.

8) Menggabungkan pengawasan yang ketat dan sentralisasi untuk
mengamankan kebijakan organisasi serta mengurangi resiko dalam
pengambilan keputusan {Siswanto, 2005:127).

Sejalan dengan delapanikarakteristik tersebut dalam teori lain, F.W.Taylor
(1998:127) mengémukakan bahwa kebijakan supervisi merupakan tugas

seorang mandger meliputi empat aspek antara lain:

Memperkembangkan ilmu untuk setiap unsur pekerjaan

2) Memilih, melatih, mengajar dan mengembangkan pekerja

3) Membangun kerja sama dengan pekerja sehingga pekerjaan
terlaksana sesuai prinsip

4) Membagi pekerjaan dan tanggungjawab antara pimpinan dan

pekerja.

Keempat komponen tersebut pada hakekatnya bermuara kepada
pentingnya mengarahkan pekerjaan staf dengan melatih mereka dalam
berbagai kecakapan yang dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan
Kebijakan pimpinan harus sejalan dengan karakteristik tersebut, karena

pimpinan organisasi dalam menjalankan visi dan misi organisasi perlu
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pengetahuan untuk setiap unsur pekerjaan, memilih, melatih, dan
mengembangkan pekerja, membangun kerjasama dengan sesama pekerja
sehingga pekerjaan terlaksana sesuai dengan prinsip dan tujuan organisasi
serta membagi pekerjaan dan tanggung jawab antara pimpinan dan
bawahan. Kebijakan pimpinan pada hakikatnya bermuara kepada
pentingnya mengarahkan pekerjaan pada pegawai atau bawahannya dengan
memberikan pelatihan dalam berbagai keterampilan ydtig.profesional dalam
rangka penyelesaian pekerjaan.
¢. Tipe-Tipe Organisasi Dalam Perkantotan

Burhanuddin  (1990:206-210).€_di , dalam “Analisis Administrasi
Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan " menyatakan bahwa tipe-tipe
organisasi banyak sekali,/ namun dalam kerangka teort ini hanya
mengungkapkan béberapa bentuk yakni :
a) Bentuk/ALiwa

Tipe.organisasi bentuk lini ini adalah tipe organisasi yang tertua dan
paling sederhana. Organisasi bentuk lini ini, tugas-tugas perencanaan,
pengendalian dan pengawasan berada di satu tangan garis kewenangan (/ine
authority) langsung dari pimpinan kepada bawahan. Bentuk lini dinamakan
juga dengan “bentuk lurus”, “bentuk jalur”, dan “bentuk militer”. Bentuk
lini ini mula-mula diperkenalkan oleh seorang ahli administrasi
berkebangsaan Perancis Henry Fayol. Bentuk lini dipandang sebagai bentuk
yang paling tua dan dipergunakan secara luas pada masa perkembangan
industry pertama. Organisasi ini banyak dipergunakan di lingkungan militer
dan perusahaan-perusahaan kecil. Adapun Ciri-cirinya:
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1) Garis komando langsung dari atasan ke bawahan atau dari
pimpinan tertinggi ke berbagai tingkat operasional

2) Masing-masing pekerja bertanggung jawab penuh terhadap semua
kegiatannya

3) Otoritas dan tanggung jawab tertinggi pada puncak makin lama
makin berkurang menurut jenjang jabatan

4) Organisasinya kecil, begitu pula staff sedikit

5) Hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan bersifat langsung

6) Tujuan, alat-alat yang digunakan dan struktur organisasinya masih
sederhana

7) Pemilik organisasi biasanya menjadi pimpinan tertinggl.
(Burhanuddin 1990:206-210)

Keuntungan Organisasi bentuk Lini antara lain;

1) Kekuasaan dan tanggung jawab dapat ditetapkan secara definitive

2) Orang yang mempunyai kekuasaan dan fanggung jawab diketahui
oleh semna pihak

3) Proses pengambilan keputusan berjalan dengan cepat, karena
jumlah orang yang perlu‘diajak terembuk tidak begitu banyak

4) Disiplin mudah dipertahankan

5) Solidaritas para anggota masih besar, karena masih saling kenal-
mengenal

6) Tersedianyakesempatan yang baik bagi pimpinan organisasi untuk
mengembiangkan bakat-bakat pemimpin. (Burhanuddin 1990:206-
210)

Kelemahan organisasi bentuk Lini adalah sebagai benkut:

) Seluruh organisasi terlalu bergantung pada satu orang, sehingga
kalau seseorang tersebut tidak mampu, maka seluruh orgamsasi
akan terancam kehancuran

2) Kecenderungan pimpinan untuk bertindak secara otokratik cukup
besar, karena ia sajalah yang merencanakan, mengendalikan dan
melaksanakan pengawasan

3) Kesempatan para karyawan untuk berkembang sangat terbatas.
(Burhanuddin 1990:206-210)

b) Bentuk Lini dan Staf/Sumber Daya Manusia

Tipe organisasi lini dan sumberdaya manusia pada umumnya
digunakan untuk organisasi yang besar, cakupan kerjanya luas dan
mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam. Semua pegawal

_ dalam organisasi kecil adalah merupakan orang-orang limi (J/ine personel),
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tetapi ketika organisasi mulai membesar, maka semakin terasa pentingnya
penyediaan tenaga spesialis yang mampu memberikan nasihat-nasihat teknis
dan memberikan jasa-jasa kepada unit-unit operasional lainnya. Orang-orang
inilah yang biasanya disebut “pegawai personel” yakni orang-orang yang
bekerja melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Orang-orang seperti ini
digolongkan menjadi dua macam, antara lain para penasihat dan awxiliary
person, yang bertugas melakukan kegiatan-kegiatafiy.penunjang demi

lancarnya mekanisme organisasi. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

1) Organisasinya besar dan kompléks

2) Jumlah stafnya banyak

3) Terdapat dua kelompok staf atay karyawan (lini dan staf)

4) Organisasi sudah semakin besar’kompleks, maka hubungan
langsung disini sudelrtidak mungkin lagi terjadi antar anggota
maupun antara peniimpin dan bawahan

5)  Adanya spesialisasi yang dikembangkan dan dipergunakan secara
optimal (Burhanuddin 1990:206-210)

Kebaikardkébaikannya dari tipe ini adalah sebagai berikut;

1)._Adanya pembagian tugas yang jelas antara kelompok lnmi yang
melaksanakan tugas pokok organisasi, dan kelompok staf yang
rhelaksanakan kegiatan penunjang

2y Asas spesialisasi dapat dijalankan, menurut bakat bawahan yang
berbeda-beda

3) Prinsip “the right man in the right place” dapat diterapkan dengan
mudah

4) Koordinasi mudah dijalankan dalam setiap unit kegiatan.
(Burhanuddin 1990:206-210)

Tipe organisasi tersebut dapat dipergunakan oleh organisasi-organisasi

yang lebih besar/kompleks. Kelemahan-kelemahannya yakni rasa solidaritas
para karyawan tidak begitu tinggi seperti dalam organisasi lini, karena

pimpinan dan sesama pegawai tidak lagi saling mengenal.
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¢) Bentuk Fungsional

Organisasi fungsional umumnya digunakan dalam perusahaan-
perusahaan yang pembidangan tugasnya dapat digariskan secara tegas,
umpamanya unit keuangan, unit produksi dan lain-lain yang walaupun
bersangkut paut namun bidang kegiatannya jelas berbeda. Menurut Gie,
(1981), organisasi fungsional adalah:

Suatu organisasi dimana kekuasaan dari pimpinan, dilimpahkan kepada

para pejabat yang memimpin satuan-satuan di bawalinya dalam suatu

bidang pekerjaan tertentu. Tiap-tiap kepala darivsafuan ini mempunyal
kekuasaan untuk memerintah semua pejabat’ bawahannya sepanjang

mengenai bidangnya. (Gie, 1981 : 136),

Ciri lain dari organisasi fungsibndl adalah bahwa di dalam organisasi
tidak terlalu menekankan pada-hierarki structural, akan tetapi lebih banyak
didasarkan pada sifat dan rpacam fungsi yang harus dijalankan. Bentuk ini
tidak popular dan Kebanyakan hanya dipergunakan dalam lingkungan usaha
swasta seperti toko sérba ada, dan sejenisnya. Dampak positifnya antara lam:

1)*~Ada pembagian yang tegas antara kerja pikir dan fisik

2) \Dapat dicapai spesialisasi yang baik

3) “Solidaritas antara orang-orang yang menjalankan fungsi yang sama

pada umumnya tinggi

4) Moral serta disiplin kerja tingg.

5) Koordinasi antara orang-orang yang ada dalam suatu fungsi mudah

dijalankan. (Burhanuddin 1990:206-21 0)

Pengetahuan tentang tipe-tipe atau bentuk organisasi pada teori
tersebut, maka kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau
akan terlihat bentuk dan tipe organisasinya, schingga implementasi
pelaksanaan fungsi manajemennya akan terungkap melalui penelitian yang

akan dilakukan nantinya. Penelitian ini  khusus membahas tentang

implementasi fungsi managemen pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga
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Privinsi Kepulauan Riau. Pembahasan ke dua tentang faktor pendukung dan
faktor penghambat implementasi pengelolaan fungsi managemen di Dinas

Pemuda dan Olahraga Propinsi Kepulavan Riau.

B. Kerangka Teori

Untuk dapat mengetahui sejauh mana implementasi pengelolaan fungsi
manajemen pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau
tentu dibutuhkan analisa yang dalam melalui berbagai metode penelitian,
dalam menganalisa tentu dibutuhkan teori-téoriyyang menjadikan kerangka

kuat sehingga hasil dari analisa lebih akurat:

Untuk mengetahui sejath. mana implementasi pengelolaan  fungsi
manajemen pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau
perlu diketahui terfebih dahulu bagaimana seberapa besar pengaruh yang
diberikanolel , pimpinan schingga  dapat diketahui seberapa besar

implemenitasi yang diterapkan berjalan.

Pimpinan dalam suatu manajemen disebut juga dengan manajer,
manajer sendiri adalah orang yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan
organisasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut setiap manajer memerlukan
orang-orang yang dapat membantunya serta sumber-sumber organisasi yang

digunakannya.

jika aktifitas manajer atau fungsi manajer menggunakan fungsi yang
dikemukakan oleh Terry yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan
dan Pengawasan maka aktivitas manajer diarahkan pada pencapaian tujuan
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Dalam mewujudkan pencapaian tujuan dibutubkan juga sistematika
beban kerja yang sesuai dengan tingkatan sehingga tujuan organisasi dapat

tercapai dengan maksimal, seperti gambar dibawah ini:
Gambar 2.2

Gambar 2.2 Tupoksi Serta Beban Kerja Manajer menurut Tingkatannya

Penyelia Manajer Madya Manajer Atas
Perencanaan
Perencanaan
Pengorganisasian
~ Perencanaan
Pengorganisasian
Pengarahan
Pengarahan T
Pengorganisasian
Pengawasan Pengarahan
Pengawasan
Pengawasan

Suniber Lembaga Administrasi Negara, 2008

Dari farfibai-diatas dapat dilihat bahwa untuk manajer tingkat atas,
waktu dan pikirannya banyak digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas
peréncanaan, sedangkan penyelia , waktu dan pikirannya lebih banyak

digunakan untuk pengarahan.

Para manajer harus memiliki keterampilan yang memadai agar mampu

melaksanakan tugasnya dengan baik, Robert Kartz mengatakan bahwa:

“Terdadapat 3 jenis keterampilan yang perlu dimiliki oleh setiap
manajer, keterampilan tersebut antara lain:

1. Keterampilan Teknis (Technical Skill)

2. Keterampilan Kemanusiaan (Human Skill)

3. Keterampilan Konseptual (Conceptual Skill).”
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Walaupun ketiga kemampuan atau keterampilan tersebut perlu dimiliki
oleh setiap manajer tetapi tingkat kepentingan dari ketiganya tergantung pada

tingkatan manajemen sesorang.

C. Definisi Operasional

Dalam skripsi ini akan digunakan beberapa operasional variable.
Definisi dari operasional variable tersebut adalah :
1. Strategi Retrenchment atau diverst : pepdekalan” secara keseluruhan
yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi
sebuah aktivitas dalam kurun wakiy terientu dengan tujuan pengurangan

atau penciutan luasnya divesifikasi sehingga anak perusahaan atau unit

usaha menjadi lebih kat.

2 Sosio-Psycholdgis,  cabang ilmu psikologi yang mempelajari secara
menyelurdh, teptang hakikat dan sebab-sebab perilaku individu dalam
lingkutigan sosial. Myers (2002).

3. Programatik : rancangan yang berupa asas usaha yang tersusun
secara sistematis.

4. Integritas antara pimpinan dan bawahan: konsistensi dan keteguhan
yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-milai luhur dan
keyakinan antara pimpinan dan bawahan sehingga pada akhirnya terbentuk

sikap saling percaya dan loyalitas antar kedua belah pihak.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Disain Penelitian

Disain penelitian atau metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian kualitatif dengan sifat penclitiannya adalah deskriptif. Penelitian
kualitatif adalah penelitian yang meneliti manusia sebagai alat penelitian,
memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara indukuf,
bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi
studi dengan focus, dan hasil penelitiansiya disepakati oleh kedua belah
pihak yaitu peneliti dan subjek/penclitian (Moleong, 1999 : 27). Sifat
deskriptif dalam penulisan hasil)penelitian ini merupakan suatu gambaran
data dan informasi, “ang ' disusun secara lengkap dengan menyatukan

beberapa pernyatadn scrta penjelasan responden secara teratur dan sistimatis.

B. ‘lastrumen Penelitian

instrament penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hal ini
dilakuakan melalui wawancara mendalam dan terpimpin dengan beberapa
Key Informan, antara lain Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Sekretans
Daerah Propinsi Kepulauan Riau, Kepala Badan Kepegawaian Daerah,
beberapa Kepala Bidang dan Sub-Bidang dilingkungan Dinas Pemuda dan
Olahraga Propinsi Kepulauan Riau serta beberapa orang dari ilmuan di salah
satu Perguruan Tinggi di lokasi penelitian yang dilakukan. Instrumen

penclitian ini berbentuk pedoman wawancara yang dilakukan dengan
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mempersiapkan poin-poin penting yang akan ditanyakan secara detail dan

teratur.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ada dua tipe. Data
primer diambil dari Key Jnforman secara langsung terutama berkenaan
dengan informasi, penjelasan dan argumentasi | yarig ~didapat melalui
wawancara. Data primer tersebut merupakan, data yang diambil oleh
peneliti pada responden secara langsurig, Data sekunder, tekniknya adalah
mendatangi kantor Dinas Pemuda, dan’Olahraga serta kantor pemerintah
lainnya yang berhubungan ‘dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, serta
beberapa perpustakaan 'di lokasi penelitian. Data sekunder yang diambil
adalah berupa datd_kuantitatif dan kualitatif dalam bentuk bulletin, jurnal,
buku-bukulJiferatir dan juga bentuk laporan. Data sekunder tersebut
mervpakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yang telah tersedia
dan tefkumpul melatui buku-buku dan referensi lainnya.

Kegiatan untuk memperoleh kelengkapan data dan juga sebagai Cross
Check, digunakan juga alat bantu teknik kuantitatif berupa penyebaran
kuesioner kepada sejumlah responden (Ndraha, 1981 : 105), yaitu lebih
kurang 45 (empat puluh lima) orang pegawai pada Dinas Pemuda dan
Olahraga Propinsi Kepulauan Riau. Empat puluh lima pegawai tersebut
mengisi kuesioner yang dibagikan dan dikumpulkan kembali. Kegiatan

selanjutnya menganalisa jawaban yang dikumpulkan.
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D. Analisis Data

Peneclitian yang ditinjau dari sifat-sifat data, maka penelitian in1
termasuk penelitian kualitatif (qualitative research). Proses selanjutnya,
dalam menganalisis data yang diperoleh tentang implementasi pengelolaan
fungsi manajemen terhadap pegawai kantor Dinas Pemuda dan Olahraga
Propinsi Kepulauan Riau adalah melakukan kajian dengan mengangkat
beberapa referensi kepustakaan yang menyangkut feori-teori organisasi dan
manajemen. Analisis teoritis juga dilakukan untuk menguji kebenaran-
kebenaran yang selama ini dianut dengan beberapa fakta dan konsep yang
ditemukan di lapangan. Andlisis data yang digunakan adalah bersifat

deskriptif analisis.

E. Objek.dan Waktu Penelitian

Objek penelitian adalah pegawai kantor Dinas Pemuda dan Olahraga
Propinsi Kepulauan Riau. Memilih kantor ini, karena dani pengamatan yang
dilakukan, pola kepemimpinan  yang dipandang baik  dalam
mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen terhadap bawahannya
dalam melaksanakan program kerja organisasi. Hal ini diketahui karena
penutis juga bekerja menjadi salah seorang staf di dinas tersebut tepatnya

sebagai kasubag perencanaan dan evaluasi.

Jangka waktu penelitian dilakukan selama 12 (dua belas) minggu, yang

dimulai dari minggu pertama November 2010 sampai pada minggu terakhir
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dilakukan pengolahan data penelitian, dan penulisan draft laporan pada
minggu ketiga Mei 2011 untuk dikoreksi oleh team pembimbing . Jadwal
ujian tergantung pada jadwal yang ditetapkan oleh Team Program

Pascasarjana Universitas Terbuka di Jakarta.
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BAB 1V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab empat ini membahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan
berkenaan dengan “Analisis Implementasi Pengelolaan Fungsi Manajemen
Pegawai Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau,
serta pembahasan yang dianalisis dari temuan-temuan tersebut. Pembahasan
ini menjawab dua permasalahan pokok yaitu: bagaimana implementasi
pengelolaan fungsi-fungsi managemen pegawai kantor ‘Dinas Pemuda dan
Olahrag Privinsi Kepulauan Riau dan menganalisig faktor pendukung dan
penghambat implementasi pengelolaan furfgst’ managemen pegawai kantor
Dinas Pemuda dan Olahraga Peovinsi Kepulauan Riau.
A. Hasil Penelitian
Hasil penelitian yafig Jitemfiukan mengungkapkan gambaran umum
Propinsi Kepulauast Kiau, profil sumberdaya manusia, profil Dinas Pemuda
dan Olahraga “yang mencakup struktur organisasi dan sekretariat serta visi
dan migh Dinas pemuda dan Olahraga. Bab ini juga mengungkapkan hasil
penelitiari berupa implementasi pengelolaan Fungsi Manajemen Pegawail
Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau dan analisis
faktor pendukung dan penghambat implementasi pengelolaan fungsi
managemen pegawai kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Kepulauan Riau.
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1.  Profil Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pemuda dan Olahraga

Hasil penelitian ini berdasarkan informasi yang ditemukan berhubungan
dengan profil sumber daya manusia pada Dinas Pemuda dan Olahraga
Propinsi Kepulauan Riau.

Bab ini akan dijelaskan mengenai proporsi pegawai berdasarkan
tingkat pendidikan, keadaan pegawai berdasarkan golongan/ pangkat,
proporsi pegawai berdasarkan jenis kelamin, dan juga juitiiah pegawai
berdasarkan eselon. Sumberdaya manusia yang bekerja pada Dinas Pemuda
dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau berjumlah 45 brang. Pegawai yang
tamatan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutdn TipgKat Pertama (SLTP) tidak
ada, sementara yang tamatan SekolakrLanjutan Tingkat Atas (SLTA) ada 9
orang. Data penelitian ini agak menarik kalau kita lihat dari sumber daya
manusia yang diberdayakén.pada Dinas ini, dimana ditemukan 1 orang yang
berpendidikan Diplonid 3 dan 31 orang yang berpendidikan sarjana (strata
satu), dan ada-4)orang pegawai yang telah menamatkan Pasca Sarjana
(Strata dua), Jetasnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 4.1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No | Tingkat Pendidikan Ju;nlah Persentase N
1. | Sekolah Dasar B 0,0
2. | sLTP - - 0,0
3. | SLTA 9 20,0
4. | D3 1 2,2
5. | Sarjana Strata 1 31 68.9
6. | Sarjana Strata 2 4 8.9
L Total Keseluruhan 45 100,00

Sumber: Kantor Dispora Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2011
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Profil sumberdaya manusia pada Dinas Pemuda dan Olahraga
berdasarkan pada Golongan Pangkat yang dimiliki pegawai, untuk Golongan
[Vc hanya 1 orang, dan yang memiliki Golongan IVb 1 orang, Golongan IVa
ada 5 orang dari keseluruhan pegawai dapat dilihat persentasenya sekitar
15,6% dengan Golongan IV. Data penelitian ini mengimformasikan bahwa
pegawai Golongan III relatif lebih banyak, yakni ada 17 orang atau sekitar
37.8%. golongan II berjumlah 7 orang dengan persentase 156%, Pegawai
yang masih berstatus honorer berjumlah 14 orang dengan persentase 31,1%.

Tabel 4.2. Keadaan Pegawai Menurut Geldngan Pangkat

No | Golongan Pangkat— Orgng Persentase )
1. | Golongan IV 7 15,6
2. | Golongan III 17 37,8
3. | Golongan Il 7 15,6
4. | Honorer - 14 Cy 4|
| Total Keselumuhar 45 100,00

Sumber-Kantor Dispora Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2011

Tabek4.2 henunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Honorer
di lingktngan Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau
yang tidak memiliki golongan atau Pegawai Honorer lebih banyak dari pada
yang memiliki golongan IV, 111, dan II. Hal ini menunjukkan gejala bahwa
sumber daya manusia masih belum memiliki kemampuan serta performance
yang masih dirasakan sangat kurang untuk melakukan suatu pekerjaan
teknis, untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan di lapangan.
Usaha untuk mengatasi hal tersebut salah satu langkah yang dilakukan

adalah memberikan kesempatan bagi seluruh pegawai honorer untuk
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peningkatan jumlah pelatihan atau diklat serta keterampilan (skill), baik
struktural maupun fungsional.

Tabel berikut ini menyajikan Keadaan Pegawai Negeri Sipil/ Honorer
pada Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan Jenis Kelamin sebagai berikut.

Tabel 4.3. Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Orang Perséntase
1 | Laki-laki 36 80,0
2 | Perempuan 9 20,0
| Total 45 100,00

Sumber: Kantor Dispora Propinsi Kepufauan Riau Tahun 2011

Tabel 4.3 tersebut, dapat dik¢fahui bahwa sebagian besar Pegawai
Negeri Sipil/Pegawai Honorex di\lingkungan Kantor Dinas Pemuda dan
Olahraga yang laki-laki (berjumfah 36 orang atau sebesar 80,0 %, dan
perempuan sebanydk, 9\orang atau sebesar 20,0 %. Hal ini menunjukkan
bahwa kaum faki=laki lebih mendominasi dibandingkan kaum perempuaan.

Tab®l berikut ini, menyajikan keadaan Pegawai Negeri Sipil/Honorer
pada Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan Eselonering, antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.4. Keadaan Pegawai Menurut Eselonering

'_No Eselon ] Orang Persentase
1 Eselon I1.a 1 2.2
2 Eselon [Il.a 4 8.9
3 Eselon IV.a 10 222 N
4 Non Eselon 29 64 .4
Total Keseluruhan 1 44 97,8

Koleksi Perpustakassnbanvigiaanterbliggpra Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2011



65 41523

Tabel 4.4. menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Honorer
di lingkungan Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau,
yang non eselon lebih banyak dari pada yang memiliki eselon IV, III dan
eseicon IL Jumlah non eselon sebanyak 29 orang atau 64,4 %, dan ini
menunjukan bahwa kualitas ataupun mutu pegawai kurang dapat diandalkan
untuk sebuah pekerjaan struktural maupun fungsional. Tingkat penerapan
dan pengembangan kebijakan dan pola pendekatan ke madsyarakat akan
sangat kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. \Masth ada eselon
yang belum terisi yakni eselon IVa yaitu Kasi Savand Prasarana Pemuda.
Data ini mengungkapkan bahwa Dinas Pémuda dan Olahraga masih
kekurangan pegawai baik ditinjau darisegi kualitas maupun kuantitas.
a. Profil Dinas Pemuda dax Oldahraga

Kantor Dinas Pemyda-danOlahraga Provinssi Kepulauan Riau yang
pembentukannya seSual derigan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah di lingkurigan’ pemerintahan Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan
Undang-undang Nomor 25 tahun 2002, dan Dinas Pemuda dan Olahraga
dibentuk di daerah, khususnya di daerah tingkat satu dilatarbelakangi oleh
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional dilengkapai dengan PP No. 16 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Olahraga, PP No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pekan dan Kejuaraan Olahraga serta PP No. 18 Tahun 2007 tentang
Pendanaan Olahraga serta Peraturan Daerah Nomor: 5 tahun 2007 tentang
pembentukan SOTK Provinsi Kepulauan Riau. Dinas Pemuda dan Olahraga

Propinsi Kepulauan Riau dibentuk untuk membantu Gubernur dalam
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pelaksanaan pemerintahan Provinsi di  bidang kepemudaan dan
Keolahragaan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur organisasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Kepulauan Riau, dapat dilihat dari bagan seperti yang terlampir pada
(Lampiran 1).

Bagan tersebut dapat menjelaskan bahwa, Dinas Pemuda\dan Olahraga
terdiri dari Sekretariat, Bidang Pemuda, Bidang Qlahraga, dan Bidang
Sarana dan Prasarana, serta Unit Pelaksana Teknis\Daepah (UPTD).

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas prembanta Kepala Dinas dalam urusan
umum ketatausahaan, perencangar,” evaluasi, pelaporan, keuangan,
perlengkapan, dan rumah tahgga serta kepegawaian yang mendukung
kelancaran kegiatap/Difias.

Sekretaridt~térdifi atas:Sub-Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub-
Bagian Ketangdn, dan Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian
Perencana dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan, dan
pegendalian dalam urusan pengumpulan dan pengelolaan data kepemudaan,
dan keolahragaan. Penyusunan rencana dan program jangka pendek, jangka
menengah, dan jangka panjang, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan
penyusunan laporan.

Sub-Bagian Keuangan, memiliki tugas menyiapkan bahan pelayanan

dan pengendalian dalam urusan administrasi keuangan, pembukuan umum,
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penyusunan rencana anggaran, penggajian, perbendaharaan dan pelaporan
pertanggung jawaban keuangan.

Sub-Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan
bahan pelayanan, dan pengendalian dalam urusan pengelolaan administrasi
umum ketatausahaan, rumah tangga dan kelengkapan, serta administrasi
kepegawaian.

2. Bidang Pemuda

Bidang Pemuda mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan, peémbinaan, pengendalian,
pengembangan kegiatan dan organisasi Kepémtdaan.

Seksi Pemberdayaan Pemuda”~mempunyai tugas mempersiapkan
perumusan kebijakan, pedomagi dan “pimbingan teknis kegiatan, pelatihan,
pembinaan, pengembangaf kegiatan kepemudaan.

Seksi Pengembatigan” Organisasi mempunyai tugas mempersiapkan
perumusan keBfjakan,” pedoman dan bimbingan teknis kegiatan, pelatihan,
pembinaan,'pengembangan organisasi kepemudaan.

Seksi Kepemimpinan Pemuda mempunyai tugas mempersiapkan
perumusan kebijakan, pedoman dan bimbingan teknis kegiatan, pelatihan,
pembinaan, pengembangan kapasitas kepemimpinan pemuda

3. Bidang Olahraga

Bidang Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
penyusunan kebijakan teknis pemyelenggaraan, pembinaan, pengendalian,

pengembangan kegiatan Olahraga.
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Seksi Olahraga Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan tugas dan
kegiatan penyediaan dukungan dan kerjasama dan mempersiapkan
perumusan kebijakan pedoman dan bimbingan teknis kegiatan pelatihan
pembinaan, pengembangan kegiatan cabang olahraga pendidikan

Seksi Olahraga Prestasi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan
kegiatan penyediaan dukungan dan kerjasama dan mempersiapkan
perumusan kebijakan pedoman dan bimbingan teknis kegiatan, pelatihan
pembinaan, pengembangan kegiatan cabang olahraga prestasi,

Seksi Olahraga Rekreasi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan
kegiatan penyediaan dukungan dan kérdsamd dan mempersiapkan
perumusan kebijakan pedoman dan/bimbingan teknis kegiatan pelatihan
pembinaan, pengembangan kegiatag Cabang olahraga Rekreasi.

Bidang Sarana dan(Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam penyusuban Kebijakan teknis pemyelenggaraan, pembinaan,
pengendalian, pengembangan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana. Uraian
tugas sebagal befikut:

1) Mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan rencana dan program,
evaluasi dan pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana.

2) Mengkoordinir dan merumuskan kebijakan pemberian bantuan dan
peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan Olahraga.

3) Mengkoordinir pelaksanaan perbantuan sarana dan prasarana Pemuda
dan Olahraga.

4) Mengkoordinir penyiapan dan pemantauan perbantuan peningkatan
fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan.
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Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda mempunyai tugas melaksanakan
penyediaan dukungan, pengawasan dan pengendalian terhadap perbantuan
peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pemuda.

4, Bidang Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas melaksanakan
penyediaan dukungan, pengawasan dan pengendalian terhadap perbantuan
peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Olahraga.

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah adalah unsur pelaksanan operasional
Dinas dilapangan yang menyelenggarakan proses pendidikan dan latihan

pada jalur sekolah dan organisasi kepemudadn

b. Gambaran Umum Lokasi Pegielitian

Propinsi Kepulauan Riay ‘yang di bentuk sesuai dengan UU Nomor 25
Tahun 2002, merupakaf daerah yang strategis ditinjau dari berbagai aspek
dalam pengenibangannya yaitu dari letak geografis. Provinsi Kepulauan
Riau befada,_pada jalur lintas perdagangan selat Malaka. Setiap hannya
perairan dilalui dan disinggahi oleh kapal-kapal penumpang dan kapal-kapal
barang dari berbagai penjuru, baik kapal-kapal dari Singapura, Malaysia dan
dari negara lainnya, maupun kapal-kapal pelayaran antar pulau (domestic).
Hal ini mengakibatkan pelayaran merupakan transportasi yang sangat
penting. Pemerintahan Provinsi Kepualauan Riau sedang membangun
berbagai fasilitas pelabuhan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari jasa

pelabuhan laut.
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Propinsi Kepualauan Riau secara geografis berada pada posisi 00°-31’-
20”. Lintang Utara, 01°-10’-30” Lintang Selatan, 03°-31°-20” Bujur Barat,
dan 102°-15°-15” Bujur Timur. Provinsi Kepulauan Riau beriklim tropis
dengan curah hujan 200-300 mm/ tahun dengan suhu udara 227-327C.

Luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau + 251.810 Km? yang terdiri dari
luas daratan + 10.595.41 Km? dan luas lautan + 241.215,3 Km?, dengan
batas-batas wilayah sebagai berikut:

a  Sebelah Utara dengan Selat Singapura dan Seménanjung Malaysia
(Selat Malaka),

b. Sebelah Selatan dengan Kacamatan Katerfian, Kabupaten Indragiri Hilir
dan Kabupaten Lingga,

c. Sebelah Barat dengan Keta Rafisang dan Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Bengkalis sérta’ Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten
Pelalawan,

d.  Sebelah TTmur déngan Laut Cina Selatan
Jurilah, pulau besar dan kecil lebih kurang sebanyak 2408 buah pulau,

dengan 29 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Propinsi Kepulauan Riau terdir dari 5 (lima ) kabupaten dan 2 (dua) kota

yakni Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten

Anambas, Kabupaten Karimun, Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Ibu

kota Provinsi Kepulauan Riau berada di Kota Tanjungpinang. Lokasi

Tanjungpinang berada di Pulau Bintan dengan jumlah penduduk lebih

kurang dua ratus dua puluh ribu jiwa. Uniknya di Kota Tanjungpinang
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tepatnya di Pulau Bintan ada tiga pemerintahan yaitu Pemerintah Provinsi,

pemerintahan Kota Tanjungpinang dan Pemerintahan Kabupaten Bintan.

B. Pembahasan
1. Implementasi Pengelolaan Fungsi Manajemen Dalam Organisasi

Analisis implementasi pengelolaan fungsi manajemen pegawai Kantor
Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau, pada awalnya perlu
dipahami bahwa dalam menjalankan visi dan misi organisasi.pemerintahan,
khususnya di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Propingy’Kepulauan Riau
dalam menjalankan fungsi manajerial yang ditakdkarn-oleh pimpinan dengan
memanfaatkan sumberdaya manusia yang ada dalam suatu organisasi
pemerintahan. Penelitian ini telah menjaring berbagai data dan informasi
berkenaan dengan fungsi manajemeén pada organisasi Dinas Pemuda dan
Olahraga Propinsi Kepulaua/Riau. Penjaringan informasi dalam penelitian
ini berpedoman hadateori Terry “The Principles of Management”, yang
menjelaskan \téntdng fungsi manajemen yang diawali dan proses
perencdnaah,” pengorganisasian, pengarahan dan sampai pada tahap
pengawasan organisasi dalam mancapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil
penelitian ini dapat membahas fungsi — fungsi managemen sebagai berikut;
a. Implementasi Fungsi Perencanaan

Perencanaan terjadi disemua tipe kegiatan organisasi. Perencanaan
merupakan proses dasar manajemen untuk memutuskan tujuan dan cara
mencapainya. Perbedaan pelaksanaan adalah hasil dari tipe dan tingkat
perencanaan yang berbeda. Perencanaan bagi suatu organisasi merupakan

. hal vang sangat esensial, perencanaan meme ranan lebih dibandin
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dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi-fungsi pengorganisasian,
pengarahan dan pengawasan sebenarnya hanya melaksanakan keputusan-
keputusan perencanaan.

Wawancara yang dilakukan terhadap pimpinan sebagai Kepala Dinas

(kode A, tertanggal 3 November 2010), sebagai  responden

menginformasikan bahwa:

“Sebelum pimpinan dapat mengorganisasi, mengafahkan atau
mengawasi, sebagai seorang yang berada pada level fertinggi dalam
organisasi pemerintahan, harus membuat renCapa-réncana  yang
memberikan gambaran tujuan dan arah organisasi. Penyusunan
perencanaan, perlu memutuskan apa yapg, Hams dilakukan, kapan
dilaksanakan, bagaimana  melakukannya;~ " dan  siapa  yang
melaksanakannya. Prosedur baku dalapi\Perencanaan merekrut pegawai
yang baik  dapat dicapai dengaf merpertimbangkan kondisi saat
sekarang dan kondisi yang akar datang schingga apapun yang akan
dilakukan harus sesuai dengan réncana yang diputuskan sebelumnya”.

Pimpinan juga menginformasikan bahwa:

“Kebutuhan akarJperencanaan ada di semua tingkatan, dan pada
kenyataannya /méningkat dimana tingkatan tersebut mempunyai
dampak poteniial terbesar terhadap sukses organisasi atau tingkatan
manajemén-atas” Manajemen puncak cendrung mencurahkan sebagian
besar waktunya untuk rencana-rencana jangka panjang dan strategi-
strategi, organisasi. Pimpinan tingkat bawah merencanakan kegiatan-
keégiatan bagi kelompok kerjanya untuk jangka pendek.

Dalam rekrutmen pegawai, daftar keterampilan pegawai sangat
dibutuhkan untuk penempatan pegawai sesuai dengan keahlian yang
dibutuhkan™.

Informasi lain dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pimpinan
di tingkat propinsi (kode Q, tertanggal 6 November 2010) di ruangan kerja
yang bersangkutan, responden memberikan informasi yang menyatakan
bahwa:

“perencanaan adalah suatu proses yang tidak akan berakhir, bila

rencana  tersebut telah  ditetapkan; rencana tersebut harus

diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan

. neawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan modifikasi agar
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tetap berguna. Perencanaan memerlukan revisi secara berulang-ulang.
Kadang-kadang dapat kembali menjadi faktor kunci pencapaian sukses
akhir. Perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas
agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat
mungkin. Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan
keputusan (decision making), proses pengembangan dan penyeleksian
sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu.
Keputusan-keputusan harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses
perencanaan. Prosedur baku, daftar keterampilan dan penempatan staf
pada posisi yang dibutuhkan  sangat ~menentukan  untuk
mengimplementasikan fungsi perencanaan sumber daya manusia pada
suatu organisasi’.

Wawancara juga dilakukan terhadap Pimpinan Tingkat Menengah,
dalam hal ini salah satu Kepala Bidang pada Dinas Pemudd dan Olahraga
(Kode B.1, tertanggal 10 November 2010), ddntesponden ini merupakan
pimpinan sebagai unsur pelaksana dalafn_mefjalankan program-program
yang ada dalam perencanaan. Responden ini memberikan beberapa
informasi bahwa:

“Pada umumnya seniua/ kegiatan perencanaan sccara mendasar akan
melalui beberapavtatiap” kegiatan. Tahap pertama, menetapkan tujuan
atau serangkaidn, tdjuan, Perencanaan dimulai dengan keputusan-
keputusan~tentanig keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok
kerja. ‘fahpa Tumusan yang jelas, organisasi akan menggunakan
sumberdaya-sumberdayanya secata tidak efektif. Pada tahap kedua,
pérlu ynerumuskan keadaan saat ini, dan memahami bagaimana posisi
organisasi sekarang apa sasaran yang hendak dicapai, bagaimana
kondisi dan situasi sumberdaya-sumberdaya yang tersedia untuk
pencapaian tujuan? Tahapan ini sangat penting, karena tujuan dan
rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan
organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk
menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Pada tahap kedua ini
memerlukan banyak informasi terutama data keuangan dan data
statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi. Pada
tahap ketiga, perlu mengidentifikasikan segala kemudahan dan
hambatan, segala kekuatan, kelemahan, kemudahan dan hambatan perlu
diidentifikasikan untuk mempermudah mengukur  kemampuan
organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tugas seorang
pimpinan apakah pimpinan pada level atas dan menengah perlu
mengetahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat
membantu organisasi mencapai tujuanya, atau yang mungkin
menimbulkan masalah. Proses ini sulit dilakukan, namun antisipasi
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keadaan, masalah, kesempatan dan ancaman yang mungkin terjadi
diwaktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Pada
tahap ke empat, perlu memikirkan rencana pengembangan program dari
rencana yang telah ditetapkan yang nantinya dapat dijadikan rangkaian
kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan”.

Wawancara ini terus dikembangkan dalam menjaring data dan
informasi dari responden (Kode B.1), sebagai tahap terakhir dari proses
kegiatan tersebut yang menyatakan bahwa:

“Dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif
kegiatan untuk pencapaian tujuan, dan penillaian alternatif-alternatif
tersebut tentu akan dapat menetapkan alternatif, terbaik (paling
memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada’,

Hasil wawancara dengan pimpinan di Tingléat Propinsi, dalam hal ini
Sekretaris Daerah pada tingkat propinsi sebagal 6rganisasi induk yang lebih
luas (Kode Q, tertanggal 15 Novembeér 2010), memberikan informasi yang
sangat berharga, Sekretaris Daerah méngatakan bahwa:

“Ada beberapa alaSan-peflunya perencanaan bagi organisasi apapun
namanya, terutdina‘organisasi pemerintahan, dalam penelitian ini adalah
Dinas Pemuda‘@das Olahraga Propinsi Kepulauan Riau. Informasi dari
responden (Kbde Q) menyatakan bahwa para perencana tidak akan
dapat,.mengendalikan waktu yang akan datang tetapi pimpinan
seharusnya sudah bisa memperkirakan dan mengidentifikasi masalah —
masalah yang mungkin akan muncul dikemudian han”.

Sekretaris Daerah sebagai responden (Kode Q) menekankan bahwa:

“Qalah satu maksud utama perencanaan adalah melihat bahwa program-
program dan penemuan-penemuan sckarang, dapat dipergunakan untuk
meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan diwaktu yang
akan datang, yaitu meningkatkan pembuatan keputusan yang lebih baik.
Perencanaan organisasi harus aktif, dinamis, berkesinambungan dan
kreatif, agar manajemen tidak hanya akan bereaksi terhadap
lingkungannya, tetapi lebih menjadi peserta aktif dalam mengelola
sistem organisasi pemerintahan, dalam hal ini adalah Dinas Pemuda dan
Olahraga Propinsi Kepulauan Riau”.

Wawancara berikutnya dengan seorang pimpinan yang menangani
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Badan Kepegawaian Daerah (Kode Y, tertanggal 18 November 2010),
sebagai responden yang terpilih memberikan informasi yang akurat bahwa:

“Ada beberapa alasan yang sangat mendasar perlunya perencanaan
dalam merekrut pegawai yang mempunyai prosedur baku serta daftar
keterampilan pegawai yang dibutuhkan untuk bisa ditempatkan pada
posisi sesuai dengan keahliannya. Beliau menyatakan bahwa
perencanaan dilakukan untuk mencapai “Profective Benefits” yang
dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam
pembuatan keputusan. Dan disamping itu juga perlu adanya “Positive
Benefits” dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan
organisasi’.

Pada sisi lain responden (Kode Y) juga mepambahkan informasi
bahwa:

« Perencanaan dalam suatu organisasi besaf S€kali manfaatnya, yakni
dapat membuat manajemen untuk menyesuaikan diri  dengan
perubahan-perubahan  lingkungan, meinbantu  dalam  kristalisasi
penyesuaian pada masalah-magdlah utama, memungkinkan pimpinan
memahami keseluruhan gambaran.aperasi yang lebih jelas, membantu
penempatan tanggung jawab I€bil tepat, memberikan cara pemberian
perintah untuk beroperasi, memudahkan dalam melakukan koordinasi
diantara berbagai bdgian®ofganisasi, membuat tujuan lebih khusus,
terperinci dan lebil)mudah dipahami, meminimumkan pekerjaan yang
tidak pasti, sertd mienghiemat waktu, upaya dan dana”.

Wawancaraguga dilakukan pada salah satu pegawai yang menduduki
posisi pada‘marajemen Tingkat Menengah, dalam hal ini salah satu kepala
bidang ddalam Dinas Pemuda dan Olahraga (Kode B.3, tertanggal 20
November 2010), menyatakan bahwa:

“Berpedoman pada pengalamannya sebagai pelaksana yang secara aktif
menjalankan program dalam perencanaan yang telah ditetapkan,
perencanaan tersebut punya kelemahan-kelemahan. Kelemahan tersebut
sangat dirasakan dalam perencanaan, mungkin berlebihan pada
kontribusi nyata, dan malahan perencanaan cendrung menunda
kegiatan”.

Perencanaan terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan

berinovasi. Responden juga menambahkan beberapa informasi penting,

. | -kadang hasil terbaik, didapatkan dari penyelesaian
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siatuasi individual serta penanganan setiap masalah pada saat masalah
tersebut terjadi, malahan ada rencana-rencana yang dilaksanakan dengan
cara yang tidak konsisten. Oleh karena itu responden (Kode B.3)
berpendapat bahwa:

“Meskipun perencanaan mempunyai kelemehan-kelemahan, akan tetapi

secara positif manfaat-manfaat yang didapat dari perencanaan jauh

lebih banyak, oleh karena itu perlu dipahami suatu semboyan yang
punya makna bagi seorang pimpinan organisasi pemerintahan, yakni

‘Rencanakan apa yang akan dilakukan, dan lakukan apa-yang telah

direncanakan”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, ~yata-/ fata responden
menyatakan setuju bahwa perencanaan sumbor/daya manusia membutuh
prosedur baku dalam rekrutmen pegdwai, ‘adanya daftar keterampilan
pegawai sesuai kebutuhan, serta penempatan staf sesuai dengan keahlian
masing-masing sesuai dengan \ pendapat pegawai tentang implementasi
fungsi perencanaan daldfp relitmen pegawai. Hal ini dapat dilihat dari hasil
tabulasi yang terdagatdalam (Lampiran 2) dengan persentase seperti tabel

berikut ini;

Tabel 4.5 Persentase Pendapat Pegawai tentang Implementasi Fun gsi
Perencanaan Menurut Pernyataan

N P canii i Persentase B
0 crira Setuju Ragu Ragu | Tidak Setuju
1 | SOP 97,8 0,0 22
Daftar keterampilan
: 933 2.2 4.4
2 dan keahlian ’
3 Kesesuaian 822 6.7 R
penempatan

Sumber- kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.Kepri Tahun 2011
Implementasi fungsi perencanaan pengadaan pegawai berdasarkan

Standar Operasional Prosedur ( SOP ) yang baku telah diimplementasikan
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dengan sangat baik. Dari hasil survey 97,8 % responden menyatakan setuju
dengan SOP yang diberlakukan.

Pengimplementasian fungsi perencanaan rekrutmen pegawai yang
memuat daftar keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan juga telah
diimplementasikan dengan baik. 93,3 % responden menyatakan setuju,
sedangkan 2,2 % menyatakan ragu-ragu dan 4,4 % responden menyatakan
tidak setuju dengan diimplementasikannya daftar keterampilan tan keahlian
dalam merekrut pegawai.

Pengimplementasian ~ penempatan  staf Werdasarkan  beground
pendidikan yang dimiliki pegawai bersangkdtan telah diimplementasikan
dengan baik. 82,2 % responden menyatakan setuju, kemudian dan
wawancarapun terungkap bdhwd implementasi  fungsi perencanaan
pengelolaan staf harus (berdasarkan SOP yang baku, memuat daftar
keterampilan dan k€ahfian sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi serta
latar belakang perdidikannya sesuai dengan jabatan yang tersedia. Hal ini
sesuai deéngan apa yang dikatakan Nugraha bahwa misi organisasi akan
tercapai déngan optimal apabila dalam suatu organisasi tersebut mempunyai
sumber daya manusia yang kemampuannya sudah teruji dan posisinya tepat
untuk melaksanakan pekerjaan dan sesuai dengan background pendidikan
yang dimiliki ( Nugraha,2008:1.5). Pendapat yang sama juga dikemukakan
oleh (Handoko, 1991:21-28) bahwa pimpinan organisasi harus mampu
menemukan anggota (pegawai) yang tepat dan ditempatkan pada posisi yang
tepat. Pimpinan menemukan pegawai yang tepat namun ditempatkan pada

posisi yang tidak  tepat, maka  organisasi tersebut  dalam
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mengimplementasikan fungsi manajemennya akan mengalami stagnasi.
Konsekuensi dari phenomena ini bagi seorang pimpinan dapat dikategorikan
sebagai pimpinan yang belum berhasil atau berkinerja rendah, sehingga
tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya tidak akan tercapai
sebagaimana mestinya. Pengimplementasian ini sama dengan apa yang
dikemukakan oleh Pidarta bahwa ada tiga hal yang perlu direncanakan para
manager dalam hubungan personalia yaitu :

(1). berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan oleh, organisasinya,(2)

berapa macam keterampilan yang dibutuhkan/danberapa orang setiap

jenis keterampilan, begitu pula macam keahlian/ apa saja dan berapa
pegawai dibutuhkan untuk setiap jeis” keahlian?(3). Upaya
menempatkan mereka pada pekerjaan ‘yang tepat untuk jangka waktu
tertentu dengan harapan dapat memajukan dan memberi keuntungan
optimal baik kepada organisasi gffaupunkepada setiap anggota (Pidarta,

1988:120).

Solusi dari semua permasalahan di atas mengharuskan seorang
pemimpin sebagai figud begi para bawahan mesti mampu mengelola dan
memberdayakan\staf Sesuai dengan potensi, keahlian serta latar belakang
pendidikan_‘yang” disandangnya. Kesalahan dalam mengelola staf akan
menimbulkan berbagai permasalahan baru, seperti tingginya biaya
operasional organisasi, tidak efisien dan tidak efektifnya pengelolaan dana
dan sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi untuk mencapai
visi dan misinya. Seorang pimpinan harus memahami bagaimana
perencanaan dalam merekrut pegawai yang yang dibutuhkan organisasi,
memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal, merangsang

kegairahan kerja, memelihara kenyamanan kerja, pengembangan mutu

pegawai melalul pelatihan-pelatihan  serta  mampu meningkatkan
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b. Implementasi Fungsi Pengorganisasian

Organisasi mempunyai pengertian yang menandakan suatu lembaga
atau kelompok fungsional. Pengertian organisasi berkenaan dengan proses
pengorganisasian sebagai suatu cara bagaimana organisasi mengalokasikan
dan menugaskan para anggotanya, agar tujuan organisasi dapat tercapai
dengan efisien.

Penggalian informasi berkenaan dengan fungsi pengorganisasian,
wawancara dilakukan terhadap Pimpinan Dinas~pemuda dan Olahraga
Propinsi Kepulauan Riau (Kode A, tertanggal 25 November 2010) di ruang
kerjanya, memberi informasi bahwa :

“pada hakekatnya pengorganisasidn’ (organizing) merupakan proses
penyusunan struktur orgasisagi yang sesuai dengan tujuan organisasi,
sumberdaya-sumberdaya Yyang  dimilikinya serta lingkungan yang
melingkupinya. Aspek-ltama proses penyusunan struktur organisasi
adalah Departeméitalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi
merupakan pehgéfompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi
agar kegiatanvkegidtan yang sejenis dan saling berhubungan dapat
bekerjasaina \dengan baik. Pembagian kerja akan tercermin pada
struktur\ Organisasi. Pimpinan pada organisasi pemerintahan pada
umbirinya hanya menjalankan struktur organisasi yang sudah ada.
Strukfur organisasi telah baku dan telah ditetapkan oleh pemerintah
daerdh yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah pada waktu
kini dan waktu yang akan datang. Pimpinan pada organisasi saat ini
hanya melaksanakan apa yang telah ditetapkan, disamping mengatur
pengorganisasiannya sampai pada pembagian kerja bagi sumberdaya
yang ada yang dialokasikan pada berbagai bagian atau bidang
sebagaimana gambaran struktur organisasi pada Dinas Pemuda dan
Olahraga ini. Dalam perumusan visi dan misi organisasi seorang
pimpinan sebaiknya mengikutsertakan staf sehinngga staf mengetahui
tupoksinya masing-masing. Demi efisiensi dan efektitas kerja dalam
suatu organisasi, pendelegasian wewenang, tanggungjawab, serta
koordinasi antar bidang harus dijaga dengan sebaik mungkin”.

Penggalian informasi yang lebih detail, wawancara dilakukan pada

salah satu kepala bidang lainnya di dalam struktur organisasi Dinas Pemuda
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dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau (Kode B 2, tertanggal 28 November
2010) bertempat di kediamannya, responden ini lebih menekankan pada
aspek pembagian kerja bagi individual yang duduk dalam struktur
organisasi. Pendapat dari responden ini menyatakan bahwa :

“ pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu
dalam organisasi, bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan
kegiatan yang terbatas. Responden berpendapat bahwa pembagian kerja
bagi para staf atau anggota organisasi merupakan dasar proses
pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tyjuaiiyang telah
ditetapkan secara efisien dan efektif”.

Pemikiran responden lainnya (Kode C.1, yangdiwawaicarai tertanggal
30 November 2010), responden ini berpendapat bahiwa

“ Istilah pengorganisasian mempuriyai bermacam-macam pengertian.
Istilah tersebut dapat digunakap~untuk menunjukkan cara manajemen
merancang struktur formal uptuk mémanfaatkan sumber daya manusia
secara efektif dan efisien/daldni melaksanakan kegiatan — kegitatan
yang telah direncanakan,sebelumnya. Pengertian lain juga diungkapkan
responden yakni bagaimand organisasi mengelompokkan kegiatan-
kegiatannya, dimafia setiap pengelompokan diikuti dengan penugasan
seorang pimpipén dtau dalam objek penelitian ini disebut dengan kepala
bidang atau\ jdga’ Kepala sub-bagian, dan diberi wewenang untuk
mengawashanggota-anggota kelompok atau stafnya”.

Pendliti, juga mencoba menggali informasi melalui wawancara dengan
responden/di luar dari organisasi inti, tetapi ada kaitan atau hubungan kerja
secara harizontal (Kode Y2, tertanggal 2 Desember 2010), dan responden ini
menjelaskan bahwa:

“ Ada lagi pengertian lain yang digunakan, dan umumnya oleh para
pakar manajemen yang menyatakan suatu gambaran hubungan—
hubungan antara fungsi-fungsi, jabatan-jabatan, tugas-tugas para
karyawan, serta cara para manajer membagi lebih lanjut tugas-tugas
yang harus dilaksanakan dalam bidang mereka, dan mendelegasikan
wewenang yang diperlukan untuk mengerjakan tugas tersebut.
Responden berkesimpulan bahwa pengorganisasian merupakan suatu
proses untuk merancang struktur formal, mengelompokan dan mengatur
serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota

. organisasi, agar misi dan visi organisasi dapat dicapai dengan efisien.
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Proses pengorganisasian dapat ditunjukkan dengan perincian seluruh
pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi’.

Wawancara dengan kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kode A,
tertanggal 5 Desember 2010), responden ini menambahkan:

“ Pembagian beban kerja para staf atau anggota organisasi. Bagi
pemikiran respon, pembagian beban pekerjaan menjadi kegiatan-
kegiatan yang secara logika dapat dilaksanakan oleh satu orang
Pembagian kerja sebaiknya tidak terlalu berat, dan jangan pula terlalu
ringan, sehingga berpeluang adanya waktu menganggur, tidak efisien
dan hal ini akan terjadi pengeluaran biaya yang tidak perly Oleh karena
itu, maka langkah terakhir adalah pengadaan dan pengembangan suatu
mekanisme, untuk mengkoordinasikan pekerjaay v para anggota
organisasi, menjadi kesatuan yang terpadu dafi hasmonis. Mekanisme
pengkoordinasian ini, akan membuat para staf“afdu anggota organisasi
menjaga perhatiannya pada tujuan orgamisai dan mengurangi ketidak
efisienan dan konflik-konflik yang merusdk”.

Proses mengorganisasian yang Stkses dkan membuat suatu organisasi
dapat mencapai tujuannya. Pros¢s ~ini akan tercermin pada struktur
organisasi, yang mencakup~ aspek-aspek penting organisasi dan proses
pengorganisasian ydiful pembagian kerja, departementalisasi yang sering
disebut dengam~istilah departementasi, bagan organisasi formal, rantai
perintah \dan Kesatuan perintah, tingkat hirarkhi manajemen, saluran
komunika$i, penggunaan komite, rentang manajemen dan kelompok-
kelompok informal yang tak dapat dihindarkan.

Wawancara yang dilakukan pada pimpinan ditingkat menengah lainnya
dalam hal ini kepala sub-bagian Keuangan (kode C.2, tertanggal 5 Desember
2010), sebagai pelaksana dalam mengkoordinasikan para staf dalam
organisasi pemerintahan ini juga memberikan informasi:

“Berkenaan dengan struktur organisasi. Responden imi berpendapat

bahwa struktur organisasi (desain organisasi) dapat didefinisikan

sebagai mekanisme-mekanisme formal yang ada dalam organisasi.

Koleksi Perpustaslgaur::\krtwubn0|r a}%]ist;gssl T%?ggﬁ‘]a“kan korangka dan ‘susmrian hubungan-



82 41523

hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau pOSisi-posisi,
maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang
dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.
Responden ini mengatakan bahwa dari pengalamannya sebagai staf
pada Dinas Pemuda dan Olahraga mengatakan bahwa struktur ini
mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, standariisasi, koordinasi,
sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan
termasuk besaran (ukuran) satuan kerja”.

Faktor-faktor utama yang menentukan rancangan struktur organisasi
adalah strategi organisasi untuk mencapai visi dan misi. [lmu manajemen
telah menjelaskan bahwa hubungan strategi dan struktub -Organisasi
Pernyataan tersebut bisa dirumuskan bahwa ‘struktuimengikuti stategi’.
Strategi menjelaskan wewenang dan komunikasi/dfitara para pimpinan dan
bawahan. Pembagian kerja sangat dipengaruhi Sfrategi, sehingga bila strategi
berubah maka struktur organisasi juga akan mengalami perubahan.

Peneliti melanjutkan kegiatan mencari data dan informasi berkenaan
dengan struktur orgasiSasi-talam proses pengorganisasian. Wawancara
dilakukan pada fespondén sebagai pimpinan pada level tertinggi, yakni
Sekretaris Daerah pada organisasi yang lebih besar di tingkat propinsi (kode
Q, tertanggil 8 Desember 2010), dan responden ini menjelaskan bahwa:

“Sisi lain yang menentukan rancangan struktur organisasi adalah

teknologi yang digunakan. Perbedaan tekhnologi yang digunakan dalam

mengimplementasikan sistem manajemen akan membedakan bentuk
struktur organisasi. Responden menekankan bahwa kemampuan dan
cara berfikir para staf atau anggota organisasi, serta kebutuhan mereka
untuk bekerjasama harus diperhatikan dalam merancang struktur
organisasi. Responden ini juga mengatakan bahwa kebutuhan pimpinan
dalam pembuatan keputusan juga akan mempengaruhi saluran
komunikasi, wewenang dan hubungan diantara satuan-satuan kerja pada
rancangan struktur organisasi. Pendapat ataupun ide orang-orang diluar
organisasi yang memiliki pengetahuan dan ahli dalam manajemen dan

organisasi sangat perlu dipertimbangkan terutama dalam mencari
masukan atau input dalam penyusunan struktur organisasi’.
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Peneliti juga mencari tahu informasi melalui wawancara pada ilmuan
di Perguruan Tinggi, terutama para pakar manajemen dan organisasi,
wawancara dilakukan pada salah seorang Dosen pada Perguruan Tinggi di
lokasi penelitian (kode Z, tertanggal 15 Desember 2010), dan responden ini
menjelaskan bahwa:

“Besarnya organisasi secara keseluruhan, maupun satuan—satuan
kerjanya akan sangat mempengaruhi struktur organisasi. Semakin besar
ukuran organisasi, struktur organisasi akan semakin kompleks, dan
harus dipilih bentuk struktur yang tepat yang sesuai dengan Kondisi dan
kebutuhan di daerah..Unsur-unsur struktur orgamisasi terdiri dari
spesialisasi kegiatan, berkenaan dengan /Spesifikasi tugas-tugas
individual dan kelompok kerja dalam orgamiSasi-(pembagian kerja).
Penyatuan tugas-tugas tersebut menjadi Sefuan-satuan kerja (Bidang
atau sub-bagian) yang mempunyai \Standardisasi kegiatan yang
merupakan prosedur-prosedur diguhakan Organisaasi untuk menjamin
terlaksananya kegiatan seperti”Vang direncanakan. Wawancara ini
menemukan suatu inti penting yang perlu diimplementasikan dalam
proses pengorganisasiand ykni” secara keseluruhan memerlukan
koordinasi kegiatan yang\ menunjukkan prosedur-prosedur yang
mengintegrasikan fufigsi-furigsi satuan-satuan kerja dalam organisasi
pemerintahan sepérii Pifias Pemuda dan Olahraga yang nantinya akan
dapat menunjukkén jimlah karyawan yang dibutuhkan dalam suatu
kelompok képa.

Robbins\dalam “Teori Organisasi; Struktur, Desain dan Aplikasi”,
menjeldskah bahwa tujuan suatu organisasi adalah untuk mencapai visi dan
misi organisasi, dimana individu-individu tidak akan dapat mencapainya
secara sendiri- sendiri. Kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang
bekerja secara bersama-sama secara kooperatif dan terkoordinasi akan dapat
mencapai hasil yang lebih baik dari pada dilakukan secara perorangan.

Wawancara dengan praktisi (kode Z, tertanggal 16 Desember 2010),
dari hasil penjaringan data dan informasi, responden menyatakan bahwa:

“Konsep ini disebut juga dengan istilah ‘sinergy’, yang dasar

implementasi pengorganisasiannya adalah prinsip pembagian kerja

i vill lab , memungkinkan  siner kerja
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terjadi.Responden ini menjelaskan bahwa adanya konsekwensi pada
perilaku pegawai, sehubungan dengan pembagian kerja dalam proses
pengorganisasian yang monoton akan menyebabkan pegawai
kehilangan motivasi kerja yang pada akhirnya menimbulkan
ketidakefisienan”.

Wawancara dengan pimpinan organisasi, dalam hal ini Kepala Dinas
Pemuda dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau (kode A, tanggal 18
Desember 2010), responden menyatakan bahwa:

“Dalam  proses pengorganisasian, struktur —ofgapisasi akan
menggambarkan bagan organisasi (organization chart), untuk
menunjukkan struktur organisasi. Bagan organisasi ‘memperlihatkan
susunan fungsi-fungsi, departemen-departen,’) bidang-bidang, sub-
bagian, atau posisi-posisi organisasi, dan juga rhenunjukkan bagaimana
hubungan antar bidang. Satuan-satuan \Orgafisasi yang terpisah
biasanya digambarkan dalam bentuk “k6tak-<kotak dihubungkan satu
dengan yang lain dengan garis yang menunjukkan rantai perintah dan
jalur komunikasi formal™.

Analisa dalam proses pexgotganisasian, struktur organisasi memiliki
bagan organisasi, yang m¢maliki beberapa aspek utama yang perlu dipahami.
Peneliti kembali miewawaficarai seorang ilmuan dari perguruan tinggi
setempat (kode %sJanggal 20 Desember 2010). Responden ini pada awalnya
menjelaskamentang:

“ perhbagian kerja dalam bagan organisasi. Setiap kotak menunjukkan
individu atau satuan organisasi mana yang bertanggung jawab untuk
kegiatan organisasi tertentu, dan tingkat spesialisasi yang digunakan.
Pimpinan dan bawahan mempunyai rantai perintah, yang menunjukkan
hubungan wewenang dan tanggung jawab yang menghubungkan atasan
dan bawahan dalam keseluruhan organisasi. Aliran ini dimulai dari
jenjang organisasi yang tertinggi sampai pada karyawan yang terendah
dalam organisasi. Responden juga menjelaskan bahwa setiap anggota
organisasi atau karyawan, mempunyai suatu kaitan dengan pimpinan
tertinggi dalam organisasi. Prinsip kesatuan perintah harus jelas, setiap
karyawan menerima tugas dan pelimpahan wewenang hanya dan
seorang pimpinan dan melaporkan pertanggung jawaban juga hanya
kepada seorang pimpinan”.
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Wawancara dengan kepala bidang (kode B.3, tanggal 22 Desember
2010), tentang proses pengorganisasian,responden manyatakan bahwa:

“Struktur organisasi dan bagan organisasi, adanya pengelompokan
segmen-segmen pekerjaan. Keseluruhan bagan menunjukkan alasan
dasar mengapa kegiatan-kegiatan organisasi dibagi, apakah didasarkan
pada fungsional, divisional atau lainnya (departementalisasi).
Responden juga menjelaskan bahwa peningkatan manajemen dalam
suatu bagan organisasi, tidak hanya menunjukkan pimpinan dan
bawahan, tetapi juga keseluruhan hirarhi manajemen. Responden
menginformasikan seberapa luas tingkat spesialisasi kerja dalam
organisasi, dapat diperkirakan dengan membaca labglslabel yang
menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda, dan bagaimana tugas-
tugas dikelompokkan. Garis menunjukkan rantai \péerintah yang
merupakan aspek kunci koordinasi dalam setiap organisasi. Bagan juga
dapat menunjukkan besarnya (size) dani Ofganisasi, tetapi tanpa
informasi tambahan akan menimbulkan gambaran yang tidak jelas™.

Hasil penelitian ini menggambarkar bahwakeuntungan dan kelemahan
bagan organisasi, telah menjadi subjek perdebatan cukup lama diantara
penulis manajemen. Salah safu keunfungannya adalah bahwa karyawan dan
lain-lain diberi gambardfi) bagaimana organisasi disusun. Pimpinan, bawahan
dan tanggung jawab digambarkan dengan jelas. Bila seseorang dibutuhkan
untuk menanpahi sdatu masalah khusus, bagan menunjukkan tempat dimana
orang 1ty dapat ditemukan.

Proses pembuatan bagan juga memungkinkan pimpinan mengetahui
dengan tepat kelemahan-kelemahan organisasi, seperti sumber-sumber
potensial terjadinya konflik. Kelemahan atau kekurangan utama bagan
adalah masih banyak hal-hal yang tidak jelas atau tidak ditunjukkan. Bagan,
sebagai contoh, tidak menunjukkan seberapa besar tingkat wewenang dan
tanggung jawab setiap tingkatan manajerial. Bagan juga tidak menunjukkan

hubungan informal dan saluran komunikasi, di mana organisasi tidak dapat

. berfungsi secara efisien tanpa hal-hal tersebut.
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



86 41523

Berdasarkan hasil wawancara tersebut rata rata responden menyetujul
bahwa pengimplementasian fungsi pengorganisasian harus memenuhi
kriteria sebagai berikut :

1. Perumusan visi dan misi organisasi sebaiknya mengikutsertakan semua
pegawai.

2. Pelaksanaan tugas/pekerjaan sessuai dengan TUPOKSI masing-masing
staf.

3. Seorang pimpinan boleh mendelegasikan wewenang hendaknya
disesuaikan dengan pengalaman, bakat,~minat,” pengetahuan dan
kepribadian masing-masing staf dami- fnghjaga efisiensi dan efektifitas
kinerja.

4. Sebagai scorang staf harp$ mdnipu mempertanggungjawabkan semua
pekerjaan yang didel¢gasikar oleh pimpinan.

5. Dalam melaksdndkan fugas seorang staf harus mampu berkoordinasi
dengan baike

6. Penpaturan” hubungan kerja antara anggota organisasi disesuaikan
dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil wawancara tersebut terangkum dalam tabulasi data yang terdapat
dalam ( Lampiran 3) , melalui tabulasi data tersebut dapat dilihat persentase
pendapat pegawai tentang implementasi fungsi pengorganisasian dalam

suatu organisasi sebagaimana yang terdapat dibawah ini:
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Tabel 4.6. Persentase Pendapat Pegawai Tentang Fungsi Pengorganisasian

Menurut Pernyataan
No Pernyataan Persentase
Setuju Ragu-Ragu Tidak Setuju
1 | Perumusan Visi dan Misi_ 82,2 6,7 11,1
2 | Kesesuaian Tupoksi 95,6 2,2 2,2
3 | Pendelegasian wewenang 95,6 2,2 2,2
l__4 Tanggungjawab 82,2 8,9 8,9
5 | Kemampuan berkoordinasi 91,1 6,7 2,2
6 | Hubungan kerja 71,1 15,6 13,3

Sumber: kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Prov, Kepri Tahun 2011

Pengimplementasian fungsi pengorganisasian “dalam perumusan visi
dan misi organisasi sebaiknya mengikutéertakan semua staf, bekerja sesuai
dengan tupoksi, pendelegasiapwewenang, tanggungjawab,mampu
berkoordinasi serta menjaga hubungan telah diimplementasikan dengan baik.
822 % responden mergatakdn setuju, 6,7 menyatakan ragu-ragu, 1,1 %
menyatakan tidak\sefuj¢ untuk pernyataan perumusan visi dan misi yang
mengikutsertakah semua staff.

Hal diafas juga menegaskan bahwa untuk mewujudkan cita cita dan
harapan bersama dibutuhkan keterlibatan semua pihak baik dilevel atas
hingga level ke bawah.

Pernyataan pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan tupoksi masing-
masing, 95,6 % responden menyatakan setuju, 2.2 % menyatakan tidak
setuju dan hanya 2,2 % menyatakan ragu-ragu, dengan kata lain pernyataan
pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan tupoksi masing-masing telah

terimplementasi dengan baik.
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Dengan melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksi maka indikator kinerja
yang diharapkan akan tercapai dengan maksimal, sehingga pengoptimalan
sumberdaya mampu terlaksana sebagaimana mestinya.

Seorang pimpinan boleh mendelegasikan wewenang deri terciptanya
efisiensi dan efektifitas kinerja suatu organisasi hendaknya disesuaikan
dengan bakat, minat, pengalaman, keahlian, tanggung jawab  dan
kepribadian masing-masing pegawai. Dari survey diatas seorang pimpinan
harus jeli dan berhati-hati untuk mendelegasikan, apa" yang menjadi
wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya/Befdasarkan survey 95,6 %
responden menyatakan setuju, 2,2 % tidak g€ty dan 2,2 % menyatakan
ragu-ragu.

Wewenang yang telah didelégasikan oleh pimpinan harus mampu
dipertanggungjawabkan 0leh, “bawahan. 82.2 % responden menyatakan
setuju, 8,9 % ragu-ragu 6,7 % tidak setuju, 2,2 % menyatakan sangat tidak
setuju.

Pertanggurigjawaban dari wewenang yang telah didelegasikan oleh
pimpinan”merupakan hal yang penting diperhatikan staf. Staf juga harus
mampu mengoordinasikan tugasnya, baik dengan pimpinannya, staf di
bawahnya serta mampu juga berkoordinasi ke luar dari organisasi yang
punya tupoksi yang hampir sama dengan wewenang yang didelegasikan
kepadanya.Hasil survey 91,1 % responden setuju, 6,7 % ragu-ragu dan hanya
2.2 % tidak setuju.

Pengaturan hubungan kerja antara anggota organisasi bisa diperhatikan

dari struktur organisasi. Struktur organisasi ini disesuaikan dengan SOTK
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yang telah diperdakan. Hasil survey untuk pengaturan hubungan kerja, 71.1
% menyatakan setuju, 15,6 % responden menyatakan ragu-ragu, 13,3 %
responden menyatakan tidak setuju.

Pengimplementasian fungsi pengorganisasian sudah terimplementasi
dengan baik kecuali untuk pengaturan hubungan kerja antar anggota
organisasi perlu mendapat perhatian lebih dari pimpinan organisasi.
Pendapat ini sama dengan apa yang dikatakan ( Sutopo,2001:115)ybahwa:

“ pengorganisasian adalah kegiatan manager untuk mengKoordinasikan

sumber-sumber baik manusia maupun matenh.yang ada dalam

organisasi.  Efektifitas suatu  organisasi Aefgantung  kepada
kemampuannnya untuk memanfaatkan siuniber-Sumber daya tersebut
untuk mencapai tujuan (Sutopo, 2001 :N5)Z,

Burhanuudin juga mempunyai pefidapat yang sama yaitu :

“proses pengorganisasian \m¢rcakup kegiatan-kegiatan  berupa

pembagian kerja yang haws dilakukan dan menugaskannya pada

individu tertentu, k€lompok-kelompok dan departemen-departemen,
pembagian aktivitdy awenurut level kekuasaan dan tanggung jawab,
pembagian/pepgelémpokan tugas menurut tipe dan jenis yang berbeda,
penggunaan \mékanisme koordinasi kegiatan individu dan kelompok
serta pehgaturan hubungan kerja antara anggota organisasi

(Burhanudin, 1994 : 87)".

Penporgaisasian sebagai fungsi manajemen sebenarnya merupakan
langkah pertama kearah pelaksanaan rencana yang telah disusun
sebelumnya. Pelaksanaan fungsi ini akan menghasilkan suatu organisasi
yang digerakkan sebagai suatu kesatuan yang bulat dalam mencapai sasaran
yang telah ditetapkan bersama. Pengorganisasian dalam prakteknya bisa
diterapkan pada lapangan kegiatan yang lebih luas seperti efisiensi dan

efektifitas organisasi mencakup pembagian kerja yang jelas, tanggun gjawab,

koordinasi dan hubungan kerja.
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c. Implementasi Fungsi Pengarahan dan Motivasi

Implementasi pengelolaan fungsi manajemen, disamping proses
perencanaan dan proses pengorganisasian, juga perlu dilihat bagaimana
proses pengaturan dan pengarahan terhadap sumberdaya manusia yang ada
pada Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau. Proses
pengaturan dan pengarahan, sudah barang tentu langkah awal dan
keseluruhan kegiatan organisasi adalah penyusunan personalia karena yang
akan diarahkan, dan yang akan diatur atau digerakkap adalah’sumber daya
manusia. Langkah berikutnya adalah meliliat \\bagaimana pimpinan
mendorong atau memotivasi pegawai untuk¢bekefja demi tercapainya visi
dan misi organisasi. Bagaimang” pimpinan mempengaruhi anggota
organisasi untuk berkoordinagi s¢gama departemen, bidang ataupun sub-
bagian yang tergambar ddlam bagan organisasi. Analisis hasil penelitian ini
perlu dipahami terlebih “dahulu bahwa sumberdaya terpenting suatu
organisasi adalah, simberdaya manusia. Penelitian dilakukan dengan
wawancdraMangsung pada pimpinan organisasi dalam hal ini Kepala Dinas
Pemuda dan Olahraga (kode A, tanggal 24 Desember 2010 bertempat di
ruang kerjanya) menyatakan bahwa:

“Selaku pemimpin bertugas melakukan penarikan, penyeleksian,

pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya manusia dalam

pencapaian visi dan misi organisasi. Tanpa orang-orang yang cakap,

organisasi dan manajemen akan gagal mencapai visi dan misi tersebut.

Bagaimana pimpinan melaksanakan fungsi penyusunan personalia

secara efektif, akan menentukan kinerja selaku seorang pemimpin”.

Responden juga menambahkan bahwa:

“Penyusunan personalia merupakan fungsi manajemen yang berupaya

menemukan sumberdaya yang tepat dengan menempatkan sumberdaya

: d 90 woak: i ¢ beri lofilan, s
Koleksi Perpustg?(a%n Ori’il\?(‘arm gg ergﬁ?(a samping pembenan latithan n



91 41523

pengembangan anggota organisasi. Dengan demikian sebagai seorang
pimpinan akan lebih mudah dalam menentukan kebutuhan sumberdaya
manusia sekarang dan diwaktu yang akan datang, dan mengevaluasi
orang-orang dengan kemampuan potensial paling baik untuk
ditempatkan pada setiap posisi yang tergambar pada struktur organisasi
Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau, serta bagaimana
pimpinan memberikan latihan agar mereka mampu melaksanakan
pekerjaan dengan efektif dan berkinerja tinggi”.

Penggalian informasi berkenaan dengan proses pengaturan dan
pengarahan sebagai salah satu fungsi manajemen, wawancara dilakukan
pada pimpinan yang bersifat eksternal, yang punya kaitan dengan organisasi
internal (kode Q, tertanggal 26 Desember 2010) mefhberikan informasi yang
sangat penting dan menyatakan bahwa:

“ Kegiatan-kegiatan penyusunan petsonalia sangat erat hubungannya
dengan tugas-tugas kepemimpifian seperti motivasi dan komunikasi,
sehingga pembahasannya seging disempatkan sebagai bagian dari fungsi
pengaturan dan pengarahah. Fangsi ini berhubungan erat dengan fungsi
pengorganisasian, dimana daldm proses pengorganisasian, organisasi
mempersiapkan  “‘kendaraan”nya dan pimpinan berkewajiban
mempersiapkan gefsondlia ibarat mengisi “Pengemudinya” yang sesuai
dengan forma&i atau posisi yang ada. Atas dasar ini tidak perlu menjadi
perdebatan {ikalangan para birokrat, karena semua fungsi manajemen
saling kait~mengait, mempengaruhi satu dengan yang lain. Akhirnya,
fungsi_pentyusunan personalia harus dilaksanakan oleh semua pimpinan
organisast baik organisasi pemerintahan ataupun swasta serta organisasi

bésar maupun kecil”.

Wawancara dengan pimpinan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi
Kepulauan Riau (kode Y, tanggal 27 Desember 2010), sebagai responden
yang terpilih juga menjelaskan bahwa:

“ Proses penyusunan personalia atau staffing proces, dapat dipandang
sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus menerus untuk
mmenjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi dengan orang-
orang yang tepat dalam posisi-posisi tepat pada waktu yang tepat.
Fungsi ini dilaksanakan dalam dua tipe lingkungan yang berbeda.
Pertama, lingkungan eksternal yang meliputi seluruh faktor di luar
organisasi secara langsung atau tidak langsung mempengaruhinya.
Kedua, lingkungan internal yang terdiri dari unsur-unsur organisasi.
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tidak dapat menunggu untuk mendapatkan orang-orang yang cakap
untuk mengisi posisi atau formasi tertentu. Organaisasi harus berusaha
untuk merencanakan kebutuhan di masa yang akan datang dan
memutuskan di mana akan menemukan orang-orang yang tepat untuk
memenuhi  kebutuhan—kebutuhan  dimaksud. Ini  memerlukan
perencanaan personalia yang mencakup semua kegiatan yang
dibutuhkan untuk menyediakan tipe dan jumlah karyawan secara tepat
dalam pencapaian misi dan visi organisasi.

Responden juga menjelaskan bahwa:

“Ada dua perencanaan personalia yang harus diperhatikan. Pertama,
penentuan jabatan-jabatan yang harus diisi, kemamipuan yang
dibutuhkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan_terseébut, dan
berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan. Kedua, \pomahaman pasar
tenaga kerja, dimana  karyawan potensial’  ada  dengan
mempertimbangkan kondisi permintaan danpeh@waran karyawan”.

Peneliti juga melakukan wawancara depgan salah satu kepala bidang
pada Dinas Pemuda dan Olahraga (kode B2 tanggal 28 Desember 2010)
bertempat di ruang kerja responderi meéngatakan bahwa:

“ Penyusunan persOnalia organisasi sebaiknya di mulai dengan
penentuan  tujuafijtujudn’  dan  rencana organisasi. Organisasi
menentukan spésifikasi jabatan “Job Specifications ', jenis-jenis jabatan
yang akan\ ‘diltksanakan dan keterampilan-keterampilan  yang
dibutuhkafruntuk melaksanakan pekerjaan nantinya. Dengan demikian,
responden \mengisyaratkan pimpinan organisasi perlu mengestimasi
jumtainkaryawan yang dibutuhkan selama periode saat ini dan dimasa
yang akan datang.

Responden menyatakan bahwa:

“Organisasi  perlu mempertimbangkan  ‘persediaan’ sumberdaya
manusia untuk melaksanakaan berbagai pekerjaan, dan diikuti dengan
estimasi jumlah orang yang harus ditarik serta kapan mereka akan
mulai diberdayakan. Responden mengatakan berbagai jenis program
kegiatan bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan harus ditetapkan
dengan jelas. Informasi yang di dapat dari wawancara tersebut
menjelaskan bahwa melalui penggunaan suatu proses yang disebut
analisa jabatan (job analysis) dapat menentukan keterampilan-
keterampilan, tanggung jawab, pengetahuan, wewenang, lingkungan
dan antar hubungan yang terlibat dalam setiap jabatan. Hasil analisa
jabatan ini, oleh para ilmuan sering menyebut dengan istilah deskripsi
jabatan dan spesifikasi jabatan”.
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Melanjutkan pencarian data dan informasi melalui penelitian ini,
penulis melakukan wawancara dengan pimpinan pada level tertinggi di
Tingkat Propinsi (kode Q, tertanggal 29 Desember 2010), dan responden ini
memberikan informasi yang lebih detail mengenai proses melaksanakan dan
mengarahkan sumberdaya manusia yang diberdayakan dalam organisasi
pemerintahan, lebih menekankan pada aspek motivasi. Responden juga
mengatakan bahwa:

“Kemampuan  pimpinan  untuk memotivasi,\, \mémpengaruhi,
mengarahkan dan berkomunikasi dengan para bawahannya akan
menentukan efektivitas kepemimpinan dalam mewujudkan visi dan
misi organisasi. Pengarahan dan pengembingar organisasi dimulai dari
motivasi, karena para pimpinan tiddk/dapat mengarahkan kecuali
bawahan di motivasi untuk bersedia‘mengikutinya.

Disamping itu bagi respondep: motivasi merupakan kegiatan yang
mengakibatkan, menyatukapn, “dan memelihara perilaku manusia.
Motivasi ini merupakan subjek yang penting bagi pimpinan, karena
menurut definisi pimpinan harus bekerja dengan dan melalui orang lain.
Pimpinan perlu memahapi erang-orang berperilaku tertentu, agar dapat
mempengaruhinya Juntuk” bekerja sesuai dengan yang di inginkan
organisasi. Motivasi ~adalah subjek yang membingungkan, karena
motivasi tidakvdapat diamati atau diukur secara langsung, namun harus
disimpulkan. \dari perilaku orang yang tampak. Oleh karena itu
responden ‘meényimpulkan bahwa motivasi bukan hanya satu-satunya
fakfor'yang mrmpengaruhi kinerja seseorang, melainkan ada dua faktor
lalanya yang terlibat, antara lain kemampuan individu dan pemahaman
tentang perilaku yang dipekerjakan untuk mencapai prestasi yang tinggi
atau disebut persepsi peranan’.

Seorang pimpinan organisasi harus lebih banyak membangun
komunikasi dengan bawahannya, wawancara terus dilakukan pada responden
ini dalam menggali informasi (kode A, tanggal 30 Desember 2010) dia
mengatakan :

“Berkenaan dengan motivasi, kemampuan, dan persepst yang

peranannya saling berhubungan. Jadi bila salah satu faktor rendah,

maka tingkat prestasi akan rendah, walaupuin faktor-faktor lainnya

tinggi.Seorang pimpinan harus mampu memberikan motivasi, inspirasi

. an semangat kepada bawahannya sehingga instruksi-instruksi yan
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diberikan bisa dilaksanakan dengan baik. Banyak istilah yang
digunakan para ahli untuk menyebut motivasi (motivation) atau motif,
antara lain kebutuhan (need), desakan (urge), keinginan (wish), dan
dorongan (drive). Dalam hal ini akan digunakan istilah motivasi yang
diartikan sebagai perilaku seseorang yang mendorong keinginan
individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai
visi dan misi”.

Wawancara dengan pimpinan tingkat bawah, sebagai kepala sub-bagian
dalam organisasi (kode C.l, tanggal 3 Januari 2011), responden ini
mengatakan bahwa:

“ Motivasi yang ada pada seseorang merupakan kekuatan pendorong

yang akan mewujudkan suatu perilaku guna/fnehedpai tujuan untuk

kepuasan dirinya. Dan juga mengembangkamberbagai teori dan konsep
yang berkenaan dengan koordinasi dan rgntadg fhanajemen”.

Disamping itu responden juga mendnibahkan bahwa:

“ Bila kegiatan-kegiatan dibagi dan/di tetapkan pada masing-masing

bagian, maka pimpinang peéfiu’ mengatur dan mengkoordinasikan

masing-masing kegiatan-kégiatan itu untuk mencapai misi dan visi
organisasi’.

Kemampuan gimipinan untuk melakukan koordinasi secara efektif,
sebagian besar tergantung pada jumlah bawahan yang diberdayakan secara
aktif, yafig dikenal sebagai ‘rentang manajemen’ atau ‘rentang kendalr’.
Responder’ berpendapat bahwa koordinasi (coordination) dapat dikatakan
sebagai suatu proses pengintegrasian tujuan—tujuan dan kegiatan-kegiatan
pada satuan-satuan yang terpisah (depertemen atau bidang-bidang
fungsional) dalam suatu organisasi untuk mencapai visi dan misi organisasi
secara efisien. Proses motivasi tanpa melalui koordinasi, individu-individu

dan bidang-bidang akan kehilangan peranan dalam organisasi yang

mengakibatkan individu-individu tersebut mulai mengejar kepentingan
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sendiri-sendiri yang akan merugikan pencapaian visi dan misi organisasi
secara keseluruhan.

Informasi tersebut dibandingkan dengan informasi yang didapat dari
wawancara dengan ilmuan dari Perguruan Tinggi setempat (kode Z, tanggal
5 Januari 2011), menyatakan bahwa:

“ Untuk pencapaian koordinasi yang efektif perlu adanya komunikasi
antara pimpinan dan bawahan, karena komunikasi ,adalah kunci
koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung tergaiitung pada
perolehan, penyebaran dan pemprosesan informasi, -Semakin besar
ketidakpastian tugas yang di koordianasikan, semalkify‘membutuhkan
informasi. Untuk alasan ini, koordinasi pada ddsasiya merupakan tugas
pemprosesan informasi”.

Seorang pimpinan dalam mengatur ofgafiisdsi pemerintahan, dalam hal
ini Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi kepulauan Riau, perlu memahami
beberapa pendekatan untuk peficapaian koordinasi yang efektif. Pendekatan
pertama hanya mempergumakan teknik-teknik manajemen dasar, hirarkhi
manajerial, rencand dan tdjuan sebagai pengarah umum kegiatan-kegiatan
serta aturan-dturam dan prosedur-prosedur. Pendekatan yang kedua menjadi
diperlukan, bila bermacam-macam satuan organisasi menjadi lebih saling
ketergantungan dan lebih luas dalam ukuran dan fungsi. Pendekatan ketiga,
disamping peningkatan koordinasi potensial, mengurangi kebutuhan akan
koordinasi., maka dalam beberapa situasi adalah tidak efisien untuk
mengembangkan cara pengoordinasian tambahan. Ini dapat dilakukan
dengan penyediaan tambahan sumberdaya-sumberdaya untuk satuan-satuan

organisasi atau pengelompokan kembali satuan-satuan organisasi agar tugas-

tugas dapat berdiri sendiri.
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Hasil pendapat pegawai tentang implementasi fungsi motivasi dalam

suatu organisasi dapat dilihat pada (Lampiran 4), berikut persentase dari

tabulasi pendapat diatas:
Tabel 4.7. Persentase Pendapat pegawai tentang implementasi fungsi
pengarahan/ motivasi berdasarkan pernyataan
No Pernyataan Persentnse

Setuju Ragu-Ragu Tidak Setuju

1 | Inspirasi 93,3 6,7 0,0

2 | Pujian 82,2 15,6 22

3 | Motivasi 889 6,7 4.4

4 | Instruksi 88,9 11,1 0,0

Sumber kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Pro?. Kepri Tahun 2011

Pemberian inspirasi, pujian, motivasi’dan’ instruksi-instruksi yang
positif dari pimpinan kepada staf merupakan faktor-faktor yang penting
dalam mengarahkan staf untuk\ Aercapainya visi dan misi organisasi.
Inspirasi merupakan salali satu faktor dalam mengarahkan staf. Berikut ini
penulis akan memaparkan persentase responden tentang pemberian inspirasi
dalam pengarahan, staf.

93.3 % résponden menyatakan setuju, hanya 6,7 % yang menyatakan
ragu-ragy, Dari persentase ini bisa dirumuskan bahwa implementasi
pemberian inspirasi dalam pengarahan staf sudah berjalan dengan baik.

Selain pemberian inspirasi, pujian dari atasan juga akan memberikan
semangat kerja yang baik bagi staf Semangat kerja yang tinggi akan
mempercepat organisasi dalam pencapaian visi dan misi organisasi, begitu
juga halnya yang terjadi di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulaun
Riau. Hasil survey 822 % responden mengatakan setuju, 156 %
mengatakan ragu-ragu, dan hanya 2.2 % responden menyatakan tidak
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pengarahan dengan pemberian semangat kepada staf sudah terimplementasi
dengan baik.

Tugas seorang pimpinan selain memanage organisasi yang
dipimpinnya juga harus mampu memotivasi stafnya. Gairah kerja staf akan
tercipta bila dimotivasi dengan baik. Faktor pemberian motivasi sangat
menentukan berhasiltidaknya suatu organisasi mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. 889 % responden menyatakan Setiju dengan
pernyataan motivasi dari pimpinan membuat bawahan ‘merjadi bergairah
melaksanakan tugas. 6,7 % menyatakan ragibragd dan hanya 4.4 %
menyatakan tidak setuju.

Staf yang belum berpengaldman dalam melaksanakan tugas-tugas
sehari-hari di bidangnya akaf m¢mbutuhkan semacam instruksi-instruksi
dari pimpinan. Instruksi-instauksi ini akan dilaksanakan dengan senang hati
oleh staf apabila hllbuhgan atasan dan bawahan cukup harmonis. Seorang
pimpinan hatus“mienjaga hubungan yang baik dengan bawahan. Hubungan
antara Samber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi sangat
menentukan efektifitas kerja suatu organisasi. Hubungan kerja yang baik
menghasilkan saluran komunikasi dua arah sehingga apa yang
diinstruksikan pimpinan akan diterima dengan mudah oleh staf. Staf dengan
senang hati melaksanakan instruksi-instruksi pimpinan sesuai dengan arahan
yang diberikan. Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau
pemberian instruksi telah terimplementasi dengan baik. Berdasarkan survey

88.9 % responden menyatakan setuju dan hanya 11,1 % ragu-ragu.
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Hasil survey tentang implementasi fungsi motivasi atau fungsi
pengarahan yang mencakup pemberian inspirasi kepada bawahan,
pemberian pujian dalam rangka meningkatkan semangat kerja, motivasi
untuk meningkatkan gairah kerja dan menjalankan tugas sesuai dengan
instruksi-instruksi pimpinan telah terimplementasi dengan baik sekali.

Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan hal yang sama
seperti yang dilakukan Lanny Yonas (2004) yang mengangkat judul
“Pengaruh Pemberian Motivasi Terhadap Prestasi \Kefja Karyawan
Department Housekeeping Di Hotel Oasis Bafiy, ‘ydng menemukan hasil
sebagai berikut: ‘

Pemberian motivasi yang (erdiri -dari kompensasi, pengarahan,
penerapan pola dan kebijakan<berpengaruh simultan dan signifikan
terhadap prestasi kerja/di Hotel Oasis Bali. Hasil ini menunjukkan
bahwa motivasi dapat ‘befperan dalam menciptakan jati diri,
mengembangkan (keterikatan pribadi dengan organisasi dan
mempengaruhi@restast kerja.

Variabel komipensasi memiliki pengaruh dominan terhadap prestasi

kerja karyawan“di Hotel Oasis Bali, bila dibandingkan dengan

pengarahan,) pénerapan pola dan kebijakan. Hasil ini menunjukkan
bahwa “\konipensasi sebagai kekuatan untuk memberikan motivasi
sehingga dapat mempengaruhi prestasi kerja karyawan.

Pembérian motivasi kerja yang mempunyai kecenderungan yang

paling besar pada hotel Hotel Oasis Bali adalah kompensasi dalam hal

ini adalah penentuan mendapatkan bonus atau suatu kinerja yang telah
dicapai karyawan (Yonas, 2004 : 79).

Motivasi juga merupakan salah satu fungsi managemen dan alat
pimpinan untuk menggerakkan kemauan kerja bawahan agar bekerja dengan
lebih efisien dan lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Motivasi
juga merupakan konsep yang menguraikan kekuatan-kekuatan yang ada
dalam diri pegawai yang membentuk dan mengarahkan perilaku. Defenisi

tersebut berarti antara aksi dan motivasi adalah dua hal yang bersamaan
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yang berguna untuk memacu semangat bekerja para pegawai. Unsur ini
sangat penting karena merupakan salah satu bagian yang dapat menumbuh
kembangkan profesionalitas kerja di lingkungan kantor, perusahaan atau
semua organisasi yang ada.
Actuating adalah bagian penting daripada proses manajemen. Actuating
berbeda dengan ketiga fungsi fundamental yang lain (planning,
organizing, controlling), dan actuating berhubungan erat dengan
orang-orang. Banyak manajer praktis beranggapan bahwa actuating
merupakan intisari dari manajemen, karena banyak \hubungannya
dengan unsur manusia.  Acfuating merupakan'\, seatu seni dan
penerapannya akan berhasil tergantung pada pemikiran yang intensif.
Berhasil tidaknya actuating tergantung kepada, ‘wasalah pemberian
motivasi kepada para anggota organisasi. (Sajwoto;1994 : 145)
d. Implementasi Fungsi Pengawasan
Kasus-kasus yang sering terjadi, dalam banyak organisasi adalah tidak
diselesaikannya suatu pentigasan, tidak ditepatinya waktu penyelesaian
(deadline), penggunadn afiggaran yang berlebihan, dan kegiatan-kegiatan
lain yang menylfpang dari rencana. Ada banyak sebutan fungsi
pengawasan_\(¢ontrolling), antara lain evaluating, appraising, atau
correching,” Sebutan controlling lebih banyak digunakan karena lebih
mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran
kegiatan dan pengambilan tindakan korektif.
Peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan organisasi,berkenaan
dengan fungsi pengawasan ini, dalam hal ini wawancara dilakukan dengan
Kepala Dinas langsung di ruangan kerjanya (kode A, tanggal 7 Januari

2011), responden ini menjelaskan bahwa:

“ Pengawasan merupakan prospek untuk /menjamin’ bahwa tujuan-
tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-
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direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang
sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Seperti terlihat dalam
kenyataan, dimana langkah awal proses pengawasan sebenarnya adalah
langkah perencanaan, penctapan tujuan, standar atau sasaran
pelaksanaan suatu kegiatan. Karena kadang-kadang sulit untuk
membedakan antara rencana, standar atau pengawasan. Maka dari itu
kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian-pengertian tujuan,
sasaran, prosedur, dan sebagainya. Karena fungsi pengawasan juga
berhubungan erat dengan fungsi-fungsi manajerial lainnya, seperti yang
pernah dijelaskan sebelumnya™.

Pada sisi lain, responden juga menambahkan bahwa:

(13

Pengawasan membantu  penilaian, apakali~ perencanaan,
pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pernigarahan  telah

dilaksanakan secara efektif. Dan fungsi pengaasdn itu sendiri, harus
diawasi. Sebagai contoh misalnya pada/kantef Dinas Pemuda dan
Olahraga, apakah laporan-laporan pengawasan akurat?. Apakah sistem
pengawasan memberikan informasi ‘Gang tepat pada waktunya?.
Apakah kegiatan diukur dengan interval frekwensi waktu yang
mencukupi?. Semuanya ini mefupakan aspek pengawasan pada fungsi
pengawasan’.

Teori Mockler, definishpehgdwasan yang dikemukakannya berikut ini
ternyata lebih mempérielas unsur-unsur essensial proses pengawasan. Bagi
pakar organisasi inifjengawasan manajemen adalah suatu usaha sistimatik
untuk menetdpKan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan,
merancang Sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata
dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan
mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi
yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya organisasi di
manfaatkan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian visi dan
misi organisasi.

Hasil wawancara dengan pimpinan selaku kepala Dinas, beliau

berpendapat bahwa:
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“ Dari pengalamannya dalam menjalankan organisasi pemerintahan ini,
ada beberapa tipe pengawasan yang perlu dilakukan. Pertama, apa yang
disebut dengan pengawasan pendahuluan (Feed Forward control), atau
sering disebut dengan “Sterring Controls”, yang dirancang untuk
mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan
dari standar atau tujuan yang memungkinkan koreksi dibuat sebelum
suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Pendekatan pengawasan ini
lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan
mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi”.

Wawancara dengan salah satu kepala bidang (kode B.2, tanggal 9
Januari 2011), berkenaan dengan fungsi pengawasan:

“ Pengawasan hanya akan efektif bila pimpinan\mampa mendapatkan
informasi yang akurat, tepat pada waktunya, gerta ififormasi berkenaan
dengan perubahan-perubahan dalam ihgkengan atau tentang
perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan. Kedua, pengawasan
yang dilakukan bersamaan dengan geldksdriaan kegiatan yang sering
disebut pengawasan ‘screning contrel’; yang umumnya dilakukan
selama suatu kegiatan berlangSung. Tipe pengawasan ini merupakan
proses dimana aspek tertentu ddri suatu prosedur, harus disetujui
dahulu, atau sarat tertep@ hérus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-
kegiatan bisa dilanjutkdn, untuk lebih menjamin ketepatan pelaksanaan
suatu kegiatan. Ketigas-péngawasan umpan balik “feedback control”.
Pengawsan ini {uga “dikenal sebagai “past-action control”, untuk
mengukur ha$il-hasjl” dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan,
Sebab-sebab\ penfifipangan dari rencana atau standar ditentukan, dan
penemuyan-pehermuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa
yang.akan ‘datang. Dari pengalaman pimpinan sub-bagian organisasi
pemerintalian ini, beliau mengatakan bahwa:

“ “Penigawasan ini bersifat historis, dimana pengukuran dilakukan
setelah kegiatan terjadi. Dengan demikian ketiga bentuk pengawasan
tersebut, sangat berguna bagi manajemen. Hanya saja ada beberapa
faktor yang perlu dipertimbangkan, disamping kegunaan-kegunaan dan
bentuk pengawasan itu. Pertimbangan utama adalah bagaimana dengan
adanya fungsi pengawasan, akan dapat menghemat pengeluaran
organisasi, juga banyak kegiatan yang tidak memungkinkan di monitor
secara terus menerus serta pengawasan yang berlebihan akan
menjadikan produktivitas sumberdaya manusia menjadi menurun”.

Responden menggarisbawahi bahwa
“ Manajemen harus menggunakan sistem pengawasan yang paling

sesuai bagi situasi dan kondisi organisasi dalam hal ini Dinas Pemuda
dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau™.
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Berkenaan dengan fungsi pengawasan, peneliti juga mewawancarai
seorang ilmuan dari Perguruan Tinggi yang ada di Propinsi Kepulauan Riau
(kode Z, tanggal 11 Januari 2011), responden ini menyatakan bahwa:

“ Fungsi pengawasan sangatlah penting terutama terhadap organisasi
pemerintahan, yang operasionalnya lebih banyak menggunakan dana
APBD dan APBN. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang membuat
pengawasan semakin diperlukan oleh organisasi ini, antara lain:

1. Perubahan lingkungan organisasi. Perubahan lingkungan organisasi
akan terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti
munculnya inovasi, perubahan ilmu dan teknologi seit@munculnya
peraturan pemerintah yang baru.

2. Melalui fungsi pengawasan pimpinan fhendétcksi  perubahan-
perubahan yang berpengaruh pada ~peiencanaan yang telah
diprogramkan organisasi, sehingga ¢rganisasi harus mampu
menghadapi tantangan dari perubahanéperubahan yang terjadi.

3. Peningkatan kompleksitas @rganisaSi. Semakin besar organisasi,
semakin memerlukan pengawasar yang lebih formal dan hati-hati.
Berbagai jenis sumberdayq harus diawasi untuk menjamin bahwa
kinerja dan profesionalistis fetap terjaga. semuanya ini memerlukan
pelaksanaan funggi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.

4. Kesalahan dalafn ménjalankan program dari perencanaan yang telah
ditetapkah ‘$udéh pasti ada, namun kesalahan tidaklah terlalu vital
jika fangst\pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.

5. Bila, pimpinan mendelegasikan wewenang kepada bawahannya,
tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang, Satu-satunya cara
pimpinan dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-
tugas yang telah  dilimpahkan kepadanya  dengan
mengimplementasikan sistem pengawasan tersebut. Tanpa sistem
tersebut, pimpinan tidak akan dapat mengevaluasi  tugas
bawahannya.

Peneliti mencoba membandingkan informasi berkenaan dengan fungsi
pengawasan, dan wawancara dilakukan pada pimpinan yang secara
hirarki lebih tinggi (kode Y, tanggal 14 Januari 2011), dan beliau
mengatakan bahwa:

“ Kata “pengawasan” sering mempunyai konotasi yang tidak

. enyenangkan, karena selalu dian akan mengancam kebebasan
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dan otonomi pribadi. Pada hal organisasi sangat memerlukan fungsi
pengawasan tersebut, untuk menjamin tercapainya visi dan misi
organisasi. Oleh karena itu, responden menggaris bawahi bahwa tugas
pimpinan adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan
organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan
yang tepat. Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan efek yang
negatif, seperti birokrasi, mematikan kreativitas dan sebagainya yang
akhirnya merugikan organisasi itu sendiri. Begitu juga sebaliknya,
pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan
sumber daya dan membuat sulit pencapaian visi dan misi organisasi”.

Implementasi fungsi-fungsi manajemen pada Dinas. Pemuda dan

Olahraga Propinsi Kepulauan Riau, dari hasil penelitian ini-pada prinsipnya

sangat tergantung pada pimpinan organisasinya~ Pengelolaan fungsi

manajemen pada staf atau bawahannya /dalam ‘menjalankan program-

program yang telah ditetapkan, berjalan ‘dengan baik sebagaimana dinas

lainnya, namun dalam pelaksaraan «¢¢tap menemukan berbagai kendala,

namun tidak mengganggu ‘pendapaian visi dan misi Dinas Pemuda dan

Olahraga Propinsi Kepulauan Riau.

Pendapat peghwdi tentang implementasi fungsi pengawasan dalam

suatu orgapisasi'pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau

dapat dilikiaf pada (Lampiran 5), Untuk presentasenya dapat dilihat seperti

dibawah ini:

Tabel 4.8. Persentase Pendapat Pegawai Tentang Implementasi Fungsi
Pengawasan Berdasarkan Pernyataan

No P ki Persentase
RN Setuju Ragu-Ragu Tidak Sesuai
1 Perencanaan 80,00 6,67 13,33
2 | Pelaksanaan 86,67 13,33 0,00
3 | Pengukuran Kinerja 88,89 8,89 222
4 | Tindakan Perbaikan 95,56 4,44 0,00

Sumber: Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau
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Implementasi fungsi pengawasan di Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Kepulauan Riau berjalan dengan baik. Hal ini bisa dibuktikan
dengan pendapat tesponden tentang perlunya standar awal/rencana awal
suatu pekerjaan harus melibatkan semua staf, kesesuaian pekerjaan dengan
tahapan yang ditetapkan sebelumnya, pelaksana pekerjaan harus mampu
membandingkan hasil pengukuran pekerjaan dengan gencana serta
kebutuhan akan tindakan koreksi dalam pengawasan.

Hasil survey 80 % responden menyetujuil ketetiibatan staf dalam
penetapan standar awal kegiatan, 6,7 % pdgu-ragu sedangkan yang 1dak
setuju dengan keterlibatan staf hanya sebesar 13,3 % responden.

Keterlibatan staf dalam periyusuran awal kegiatan, tahapan pekerjaan
harus sesuai juga dengan refieana yang telah ditetapkan sebelumnya. 86,7 %
responden menyatakaf sefifju, hanya 13,3 % menyatakan ragu-ragu tentang
tahapan pekerjaan, yan@ harus disesuaikan dengan rencana.

Proses-pelaksanaan suatu kegiatan / pekerjaan staf harus mampu
membahdingkan hasil pengukuran pekerjaan atau kegiatan dengan rencana
yang telah ditetapakaan sebelumnya. Hasil survey memberikan gambaran
bahwa 88.9 % responden menyatakan setuju, 8,9 % ragu-ragu dan hanya 2,2
% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan sebagai pelaksana kegiatan
harus mampu membandingkan hasil pengukuran pekerjaan dengan rencana
awal.

Standar awal, tahapan pekerjaan, membandingkan hasil pengukuran

pekerjaan dengan rencana serta tindakan perbaikan atau koreksi merupakan

Koleksi Perptiitsatida bisa.dipisphkan dalam pengawasan. Hal ini sama dengan apa
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yang dikatakan ~ Mumi bahwa pengawasan adalah suatu proses
pembimbingan dari pihak yang berkompeten kepada para pegawai di sebuah
instansi pemerintah terhadap segala pekerjaan atau aktifitas yang dilakukan
agar sesuai dengan standar yang diharapkan (Murni,2009:212).

Sejalan dengan apa yang dikatakan Mochler mengenai fungsi
pengawasan merupakan suatu usaha yang sistematis untuk menetapkan
standar pelaksanaan, sesuai dengan tujuan perencanaan untyk “mendesain
sistem balikan informasi. Membandingkan pelaksanaan yarig nyata dengan
standar awal untuk menentukan signifikansinya)/miengambil langkah-
langkah tindakan yang digunakan untuk mieyakinkan bahwa seluruh sumber
daya organisasi digunakana sepenuhfiya-dengan cara yang efektif dan efisien
dalam mencapai tujuan organjsasi.

Tindakan perbaikan~atdu koreksi diperlukan untuk mengetahui
penyimpangan —pghyimpangan yang terjadi demi perbaikan kegiatan untuk
masa-masa . ‘méndatang Berdasarkan survey yang dilakukan terhadap
respondei, yang menyatakan setuju dengan tindakan koreksi/perbaikan ini
berjumlah 95,6 % , hanya 4.4 % responden menyatakan ragu-ragu akan
pentingnya tindakan koreksi dalam pengawasan.

Keempat tahap pengawasan tersebut dapat dirumuskan bahwa
implementasi fungsi pengawasan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi
Kepulauan Riau telah diimplementasikan dengan baik.

Proses Pengawasan pada umumnya terdiri dari beberapa tindakan
tertentu yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan manajerial.

Langkah-langkah pokok ini meliputi penentuan ukuran atau pedoman baku
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(standar), penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah/
senyatanya dikerjakan, perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan
ukuran atau pedoman baku yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mengetahui
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan tadi sesuai
dengan apa yang telah direncanakan.

Pengetahuan tentang pengertian-pengertian pengawasan tersebut dapat
dirumuskan bahwa pengawasan adalah suatu proses pembimbingan dari
pihak yang berkompeten kepada para pegawai digscbuah instansi
pemerintah terhadap segala pekerjaan atau aktivitds yang dilakukan,
agar sesuai dengan standar yang diharapkan (Mumi, 2009": 212).

Pengawasan dimulai dari pengawasan téthadap” perencanaan awal,
tahapan pekerjaan yang harus disesuaikan(dengan rencana. Pengukuran
persentase hasil pekerjaan disesdaikan ~dengan dana yang terserap.
Pengawasan ini akan menghésilKan”tindakan perbaikan terhadap suatu
pekerjaan.

S.P. Siagian (200%), mengemukakan bahwa:

Pengawasair~) pada umumnya adalah proses pengamatan dari
pelaksanaah Seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua
pekériaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana
yahg ditetapkan. (Siagian, 2001 : 75)

Koontz dan O’Donel (dalam Siagian) mengatakan pengawasan adalah:

Pengukuran dan koreksi atas pelaksanaan kerja dengan maksud untuk
mewujudkan kenyataan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi
dan rencana dapat/ telah dilaksanakan dengan baik. (Koontz, 1964 :
202)

Mochler juga berpendapat mengenai fungsi pengawasan adalah:

Merupakan suatu usaha yang sistematis untuk menetapkan standar
pelaksanaan, sesuai dengan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem
balikan informasi. Membandingkan pelaksanaan yang nyata dengan
standar awal untuk menentukan signifikansinya, mengambil langkah-
langkah tindakan yang digunakan untuk meyakinkan bahwa seluruh
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sumber daya organisasi digunakan sepenuhnya dengan cara yang efektif
dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.(Mochler)

. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Fungsi

Manajemen.

Pengelolaan fungsi manajemen organisasi pemerintahan pada Dinas
Pemuda dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau, perlu di ungkapkan juga
faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan fungsi manajemen
pegawai di organisasi pemerintahan ini. Faktor pendukung/dan penghambat
dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

a. Faktor Pendukung

Peneliti menemukan beragam irformasi berkenaan dengan faktor
pendukung dalam mengimplementasikan fungsi manajemen pegawai
organisasi pemerintahan _ini. Peneliti melakukan wawancara dengan
pimpinan organisasi {kode-#; tanggal 15 Januari 2011), dan responden ini
menjelaskan bahat

“Adanyh, pefaturan pemerintah yang berhubungan dengan disiplin

pegawai fiegeri dapat dikatakan sebagai faktor pendukung dalam

pélaksanaan fungsi manajemen. Pada sisi lain pimpinan selaku kepala
dinaé juga menambahkan bahwa loyalitas yang tinggi bawahan
terhadap pimpinan dalam menjalankan roda organisasi, serta adanya
pola kepemimpinan yang terbuka sangat mendukung dalam
mewujudkan visi dan misi organisasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga

Propinsi Kepulauan Riau”.

Dalam menemukan informasi lainnya berkenaan dengan faktor
pendukung dalam pelaksanaan fungsi manajemen, juga dilakukan
wawancara dengan salah satu kepala bidang pada objek penelitian ini (kode
B.2, tanggal 17 Januari 2011), beliau berpendapat bahwa:

“ Dari pengalaman empiris sebagai pegawai pada Dinas Pemuda dan

i Propinsi Kepul Riau, pemahaman terhadap makna dari
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visi dan misi organisasi oleh pegawai yang diberdayakan, merupakan
modal utama yang dapat dijadikan faktor pendukung dalam
mengimplementasikan ~ fungsi ~ manajemen dalam  organisasi
pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh karena pola kepemimpinan
kepala dinas dalam menerapkan fungsi pengarahan (actuating) sangat
dirasakan manfaatnya olef staf yang ada. Dan bagi responden selaku
kepala bidang, karakteristik seperti ini merupakan faktor pendukung
dalam mempermudah dan memperlancar tugas pimpinan dalam
mengimplementasikan fungsi manajerial dalam organisasi”.

Wawancara terhadap salah satu pegawai pada salah satu bidang dalam
struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga (kode .3/ tanggal 19
Januari 2011) di ruang kerja responden, mengatakan bahwa -

“ Dari pengalamannya selaku spegawai, adanya’ kepercayaan yang
penuh dari pimpinan pada pegawai yang ada, dalam menjalankan
program kerja yang diberikan padanyay merapakan faktor pendukung
dalam mengimplementasikan fungsi‘\manajerial dalam menjalankan
program yang telah ditetapkan ¢leh organisasi. Dalam hal ini pimpinan
yang ada memberikan tanggung jawab pekerjaan yang tidak setengah-
setengah. Dengan demikian( selaku bawahan dalam bekerja lebih
memperhatikan kinerjd\yang baik dimata pimpinan yang ada dalam
organisasi pemerintdhas’.

Selanjutnya svawancara dengan pimpinan yang lebih tinggi diluar
organisasi internali(kode Y, tanggal 20 Januari 2011), menjelaskan bahwa:

“ Intepritas antara pimpinan dan bawahan dimasing-masing bidang
sahgat” membantu  dalam terciptanya  kerjasama  dalam
mengimplementasikan fungsi manajerial pada organisasi Dinas Pemuda
dan Olahraga. Menurut responden, secara organisasi merupakan ‘Team
Work® dalam mensukseskan tujuan organisasi yang diinginkan. Oleh
karena itu team work bekerja secara profesional dan menjauhkan dari
suasana konflik dalam organisasi. Pada sisi lain responden ini juga
menambahkan bahwa persaingan ataupun kompetisi sesama pegawai
selalu akan muncul, namun kompetisi yang schat merupakan upaya
yang strategi bagi individual dalam memperlihatkan kemampuan kerja
masing-masing individual, dan ini merupakan sesuatu yang wajar dalam
organisasi pemerintahan”.

Dari hasil Rekapitulasi Pendapat Pegawai tentang Implementasi
Pengelolaan Fungsi Managemen terhadap Pegawai Kantor Dinas Pemuda

. " 1 ¥ . l .ka .
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terdapat dalam (Lampiran 6), dari tabulasi tersebut dapat rangkum
persentasenya sebagai berikut:
Tabel 4.9. Rekapitulasi Persentase Pendapat Pegawai tentang

Implementasi Pengelolaan Fungsi Managemen terhadap Pegawai Kantor
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau

No Pernyataan il
Setuju Ragu-Ragu | Tidak Setuju
1 | SOP Rekruitment. 97,78 0,00 2,22
2 | Daftar Keterampilan 93,33 2,22 4,44
3 | Penempatan Pegawai 82,22 667 11,11
4 | Perumusan visi dan misi 82,22 667 11,11
5 | TUPOKSI 95,56 2,22 2,22
6 | Delegasi wewenang 95,56 2,22 2,22
7 | Tanggungjawab. 0.2, 8,89 8,89
8 | Koordinasi A= 91,11 6,57 2,22
9 | Hubungan kerja 71,11 15,56 13,33
10 | Inspirasi 7 93,33 6,67 0,00
11 | Pujian : 82,22 15,56 2,22
12 | Motivasi 88,89 6,67 4,44
13 | Instruksi 88,89 11,11 0,00
14 | Standar.peignedrniaan 80,00 6,67 13,33
15 | Pelaksanaan 86,67 13,33 0,00
16 | Péngukuran kinerja 88,89 8,89 2,22
17 | Tinddkan perbaikan. 95,56 4,44 0,00
Sumber- Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2011
Indikator-indikator yang dijelaskan tersebut, secara keseluruhan
merupakan faktor pendukung utama dalam mengimplementasikan fungsi
manajemen terhadap pegawai Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi
kepulauan Riau. Hasil survei 90,7 % responden menyatakan setuju dengan

indikator -- indikator yang dinyatakan dalam penelitian ini.
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b. Faktor Penghambat

Besar atau kecilnya suatu organisasi pemerintahan tetap akan memiliki
suatu masalah. Pimpinan dalam menjalankan fungsi manajerial organisasi,
dalam pencapaian visi dan misi organisasi juga memiliki berbagai faktor
pendukung  dan penghambat.  Faktor penghambat  dalam
mengimplementasikan fungsi manajerial, terutama pada kantor Dinas
Pemuda

Penggalian informasi berkenaan dengan faktor,_pénghambat jalannya
organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi, dilakukan wawancara dengan
pimpinan selaku kepala Dinas (kode A, tanpgal/22 Januari 201 1), pimpinan
mengatakan bahwa:

“ Dalam mengimplementdsikdn fangsi manajerial organisasi, salah satu
yang menjadi kendala adalah spesifikasi pendidikan para anggota
organisasi. Dari pengalaman memimpin organisasi pemerintahan ini,
secara relative, Spesifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan jabatan
ataupun pekefjaan, yang dibebankan padanya. Namun demikian, dalam
jangka wakiu'yadg lama, oleh karena para anggota menjiwai pekerjaan
dan tanggung jawab yang diberikan padanya, para pegawai mampu
mengikiti'déngan memperlihatkan kinerja yang baik dimata pimpinan.
Secarh. jujur dapat dievaluasi, tahap demi tahap, semua program kerja
dapal diselesaikan tepat pada waktunya.

Pada sisi lain  pimpinan mengalami  kendala  dalam
mengimplementasikan ~ fungsi manajerial organisasi ini, adalah
keterbatasan sumberdaya yang dimiliki organisasi. Keterbatasan ini
baik berkenaan dengan sumberdaya manusia yang ada, disamping
sumberdaya finansial berupa anggaran yang dialokasikan untuk Dinas
Pemuda dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau. Anggaran APBD dan
bantuan Pusat sangat terbatas, sehingga pimpinan mau tidak mau dalam
penyusunan perencanaan cendrung menyesuaikan dengan alokasi dana
yang di peruntukkan untuk organisasi ini”.

Wawancara selanjutnya dilakukan pada salah satu pimpinan bidang
dalam struktur organisasi (kode B.1, tanggal 24 Januari 2011), menyatakan

bahwa:
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“ Dari pengamatan dan pengalamannya dapat diketahui kendala yang
dihadapi pimpinan adalah dalam merekrut tenaga atau pegawai untuk
mengisi struktur organisasi relatif kurang sesuai dengan kebutuhan
yang diharapkan. Dalam hal ini pimpinan tidak dapat merekrut
sumberdaya manusia secara langsung, baik dalam mencari calon dan
menyeleksinya. Dalam organisasi pemerintahan di tingkat propinsi,
berdasarkan peraturan pemerintah yang ada, usaha pengadaan atau
menyeleksi calon yang diperlukan, sudah ada badan khusus yang
dibentuk untuk mengaturnya. Dalam hal ini kepala dinas hanya
menerima bersih calon yang didapat yang ditempatkan pada organisasi
yang dipimpinnya.

Pengalaman pimpinan dalam menjalankan roda qrgapisasi, sclalu
menemukan seseorang yang tidak tepat, dan ditempatkaén ‘pada posisi yang
tidak tepat. Konsekwensi dari semua ini, orgapiasi Dinas Pemuda dan
Olahraga, setiap tahunnya perlu mengalokasikan dana untuk anggaran
pelatihan pegawai, khususnya pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

Wawancara selanjutnya&embali pada pimpinan organisasi (kode A,
tanggal 25 Januari 2011); menjelaskan bahwa:

“Kendala utdma’yerg sangat prinsipil adalah mutasi pimpinan atau
kepala dinds.‘Hdl ini sebenarnya berpengaruh secara tidak langsung
terhadap. pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi. Setiap pimpinan
memiliki poia atau tipe kepemimpinan yang tidak sama. Oleh karena
itu,\dari pengalaman ini, para staf sampai pada pimpinan bidang dan
sib-Hidang perlu beradaptasi dengan pimpinan yang baru. Dan ini perlu
dipértimbangkan, bahwa indikator seperti ini dapat menjadi kendala dan
penghambat suksesnya pimpinan dalam mengimplementasikan fungsi
manajerial organisasi’.
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Faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi manajerial organisasi,
perlu dijabarkan dalam pembahasan ini. Kendala yang ditemukan tidaklah
menjadi hal yang prinsip, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
mengimplementasikan fungsi manajemen organisasi pemerintahan ini.

Dari penyajian data pejabat eselon berdasarkan kualifikasi/Background
pendidikan yang terdapat dalam (Lampiran 7) dapat dilihat struktur Dinas
Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau memiliki, 2\posisi jabatan
yang masih kosong, yakni di bidang Pemuda pada poesisi Kepala Seksi
Kepemimpinan Pemuda dan pada bidang Sa:anaidan Prasarana pada posisi
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda.

Permasalahan ini membuktikayf bahwa jumlah staf / pegawai yang ada
di Dinas Pemuda dan Olahragd Pioviiisi Kepulauan Riau masih kurang bila
ditinjau dari segi kuantitas-jumilah pegawai, dimana masih ada 2 jabatan
yang kosong serta’masih banyak kebutuhan akan staf yang belum terpenuhi.
Kendala ini“disebabkan karena pengisian jabatan dan penambahan staf
merupaKam tugas dan fungsi suatu badan khusus yang dalam hal ini
dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau hanya mengusulkan
analisa kebutuhan pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Kepulauan Riau, sedangkan pengadaannya diserahkan kepada Badan
Kepegawaian Daerah.

Pengadaan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan sangat diharapkan
karena beban kerja dan staf yang mampu melaksanakan tugas tersebut masih

terbatas. Seorang Kepala Seksi harus melaksanakan tugas seksi yang lain,
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sehingga tugas pokok dan fungsi seksi yang bersangkutan semakin berat
sedangkan jumlah staf yang membantu proses admini strasi dan keuangannya
juga terbatas. Untuk lebih jelasnya dapat dilhat dalam (Lampiran 7) tentang
analisa kebutuhan pegawai ditinjau dari background pendidikan yang
dibutuhkan.

Informasi yang dapat diambil dari tabel tersebut yakni 42% pegawal
yang bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulfusn Riau tidak
sesuai dengan analisa kebutuhan pegawai secara jdeal “sedangkan hanya
57,78% sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan.

Kurangnya jumlah pegawai dan latar bélakang pendidikan yang tidak
sesuai dengan analisa kebutuhan pegawai jifl merupakan faktor penghambat
utama dalam pelaksanaan kegiatan di’ Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Kepulauan Riau terutama analisa kebutuhan pegawai pada bidang olahraga
dan bidang sarand prasarana.Latar belakang pendidikan Teknik Sipil sangat
dibutuhkan “untuk penanganan masalah sarana dan prasarana, baik sarana
olahraga, thaupun sarana dan prasarana pemuda. Kenyataan di lapangan tidak
ada satupun pegawai di bidang sarana dan prasarana yang mempunyai latar
belakang teknik sipil.

Bidang olahraga banyak ditemukan tamatan SMA yang menjadi pelatih
yang idealnya berlatarbelakang  pelatih olahraga. Pelatih yang
berlatarbelakang pendidikan sarjana tidak satupun sesnai dengan analisa
kebutuhan pegawai sebagai pelatih olahraga. Misalnya Sarjana ilmu tanah
menjadi pelatih olahraga basket, sarjana sosiologi menangani olahraga layar

dan sarjana ekonomi sebagai pelatih badminton.Dari permasalahan tersebut
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dapat dirumuskan bahwa background pendidikan pegawai yang menangani
olahraga tidak sesuai dengan kebutuhan pegawai dan formasi yang tersedia

sehingga mustahil akan melahirkan atlit-atlit berprestasi di bidangnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



115 41523

BABY
KESIMPULAN DAN SARAN

Berkenaan dengan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan dan saran scbagai berikut:
A. Kesimpulan
1. Implementasi fungsi managemen yang mencakup fungsi perencanaan,

fungsi pengorganisasian, fungsi pengaturan dan fungs) pengawasan

secara umum telah terimplementasi dengan baik di\[Jinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, uraiap/secars khusus, antara lain:

a. Untuk fungsi perencanaan pengadaan pégawai yang sesuai Standar
Operasional Prosedur yatg memuat daftar keterampilan pegawai
dan penempatan staf \$esuai latar belakang pendidikan sudah
diimplementastkan, dengan baik. Dari hasil survey 91,1%
responden, menyatakan setuju, kemudian dari wawancarapun
terungkap bahwa fungsi perencanaan pengadaan pegawai harus
Sesnai dengan Standar Operasional Prosedur yang memuat dafiar
keterampilan pegawai dan penempatan stafiya sesuai dengan latar
belakang pendidikan yang disandangnya.

b. Untuk  implementasi  fungsi pengorganisasian  sudah
terimplementasi dengan baik kecuali untuk pengaturan hubungan
kerja antar anggota organisasi periu mendapat perhatian lebih dari
pimpinan orgamisasi.

¢. Implementasi fungsi motivasi atau fungsi pengarahan yang

mencakup pemberian inspirasi, pemberian pujian, instruksi-
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instruksi untuk membangun gairah  kerja juga sudah
terimplementasi dengan sangat baik, Berdasarkan survey 88,3%
responden menyatakan setuju, dari wawancarapun terungkap
bahwa dengan memberikan motivasi, inspirasi, pujian dan
instruksi-instruksi  positif bisa meningkatkan semangat kerja
pegawai untuk  mencapai visi dan misi organisasi.Proses
pengaturan dan pengarahan merupakan langkahawal dart
keseluruhan kegiatan organisasi dalam penyusunan personalia.,
karena yang akan diarahkan pimpinan-adalah sumberdaya manusia,
disamping mendorong, memotivdsi, dan berkoordinasi untuk
mencapai visi dan misi organisasi

d. Implementasi fungsi péngawasan pada Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi-Kepulauan Riau telah diimplementasikan dengan
baik.

2. Faktor Pendukung dan penghambat

a. \ Faktor pendukung pengimplementasian fungsi manajemen pegawal
kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau
adalah sebagai berikut:
1. Dilaksanakannya peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai.
2. Loyalitas terhadap pimpinan cukup tinggi
3. Terlaksanya fungsi-fungs: managemen terhadap pengelolaan

staffpegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Kepulauan Riau dengan sangat baik, dengan memperhatikan
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hasil survey, dari 17 sub — variable yang ditanyakan 90,7 %
responden menyatakan setuju.

b. Faktor penghambat pengimplementasian fungsi managemen pada
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau adalah
sebagai berikut:

1. Tidak sesuainya latar belakang pendidikan pegawal dengan
jabatan / posisi yang diembannya. Berdasarkan ’data urutan
kepangkatan pada Dinas Pemuda dan Olahfaga Provinsi
Kepulauann Riau 42 % pegawai tidak ‘diterapatkan pada posist
yang sesuai dengan basik pendadikannya.

2. Kurangnya jumlah SDM. yang ada di Dinas Pemuda dan
Olahraga ProvinsiKKeptilagan Riau, 31 orang PNS dan 14 PTT.

3. Terbatasnyaflokasi-anggaran baik dari APBD maupun APBN.

4. Seringnya‘terjadi mutasi pada tingkat pimpinan, dan jabatan-

jabatan strategis lainnya.

B. Saran
Dari kesimpulan tersebut, maka dapat kita kemukakan beberapa saran

sebagat berikut:

1. Proses pengimplementasian fungsi perencanaan sumber daya manusia,
pimpinan perlu membentuk tim kerja yang tangguh dan profesional,
dan juga perlu diberi pelatihan sehubungan dengan sistemn perencanaan,

sumber daya manusia sesuai dengan SOP yang berlaku.
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2. Dalam mengimplementasikan fungsi pengorganisasian, penyusunan
struktur organisasi perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi
wilayah. Pembagian kerja dalam struktur organisasi perlu mempertcgas
pembagian kerja dengan mempersiapkan job description untuk masing-
masing bidang dan sub-bidang.

3. Dalam mengimplementasikan fungsi pengarahan, hendaknya personalia
yang telah ditempatkan pada jabatan tertentu, perlu diberi pengarahan
berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan, \bagdimana dapat
melakukan pekerjaan secara efektif dan~efisicn, serta bagaimana
mencapai visi dan misi tepat waktu.

4. Dalam mengimplementasikan dUngsi pengawasan, perlu didasari dari
fungsi perencanaan, dimanapengawasan perlu mengawasi tahapan-
tahapan kegiatan dalam perencanaan yang ditetapkan. Dan pimpinan
perlu mengevaluasi dan memberi penilaian apakah kegiatan sesuai
dengan« program kerja. Disamping itu pengawasan perlu melihat
pemanfaaian sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki, apakah terjadi
peniborosan dalam pemberdayaan dan penggunaan finansial.

5. Untuk pengadaan pegawai harus memperhatikan analisa kebutuhan

pegawai sesuai dengan SOP yang berlaku.
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Lampiran 1

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga
Berdasarkan Pendidikannya

FEUSRURSR L b S m

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINS! KEPULAUAN RIAU

=1 Pem
51) Pendidikan

Prasarana Olahraga®’

Kasi Pengembangan On
: o {Kosong)

Kasi Kepamimpinan

Sumber: kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Prov Kepri Tahun 2011
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Lampiran 2
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Pendapat Pegawai fentang Implementasi Fungsi Perencanaan

Menurut Pernyataan
[ JAWABAN
NO PERNYATAAAN
S S (RR| TS STS

1 | SOP 22 22¢ - 1 -
Daftar keterampilan dan

2 keahlian 20 22 1 2 -

3 | Kesesuaian penempatan 13 24} 3 5 -

Sumber: kantor Dinas Perfiuda dan Olahraga Prov.Kepri Tahun 2011
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Ket:
SS = Sangat Setuju
S =Setuju

RR =Ragu Ragu
TS =Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju



Lampiran 3
Pendapat Pegawai Tentang Fungsi Pengorganisasian
Menurut Pernyataan
JAWABAN
NO PERNYATAAN
SS S RR | TS | STS
1 Pe_n!musan Visi dan 13 24 3 5 )
Mist
2 | Kesesuaian Tupoksi 21 22 1 1 -
3 Pendelegasian 16 27 1 1 )
wewenang
4 | Tanggungjawab 15 22 4 3 1
Kemampuan
5 berkoordinasi 10 31 3 1 -
6 | Hubungan Kerja 6 26 7 6 -

Sumber- kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Prov Kepri Tahun 2011
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Ket:
SS = Sangat Setuju
S =Setuju

RR =Ragu Ragu
TS = Tidak Setuju
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Lampiran 4

Pendapat Pegawai Tentang Implementasi Fungsi Pengarahan/ Motivasi

Berdasarkan Pernyataan
JAWABAN
NO PERNYATAAN
S SS | RR | TS | STS
1 Inspirasi | 20 | 22 3 - -
2 | Pujian 15 }.22 7 1 -
3 | Mofivasi 18 1 22 3 2 -
4 Instruksi 5 35 5 - -

Sumber: kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kepri Tahun 2011

Ket:
SS = Sangat Setuju
S =Setuyu

RR = Ragu Ragu
TS = Tidak Setuju
STS= Sangat Tidak Setuju
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Lampiran 5

Pendapat Pegawai Tentang Implementasi Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Pernyataan
JAWABAN
NO PERNYATAAN
SS S RR { TS | STS
1 i Perencanaan 6 30 3 6 -
2 | Pelaksanaan 7 32 6 - -
3 | Pengukuran Kinerja 7 33 4 i -
4 | Tindakan Perbatkan 13 30 2 - -

L
Sumber- Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulavan Riau
Tahun 2011

Ket:

SS = Sangat Setuju

S =Setuiu

RR =Ragu Ragu

TS = Tidak Setuju

STS= Sangat Tidak Setuju
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Lampiran 6

Rekapitulasi Pendapat Pegawai tentang
Implementasi Pengelolaan Fungsi Managemen terhadap Pegawal
Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau

JAWABAN
NO PERNYATAAN
SS | S | RR [ TS | STS

1 | SOP Rekruitment. 22 | 22| - 1 -
2 | Daftar Keterampilan 20 | 22 A 2 -
3 | Penempatan Pegawai 13 /24 3 5 -
4 | Perumusan visi dan misi 13, /=24 3 5 -
5 | TUPOKSI 2V 22 1 1 -
6 | Delegasi wewenang 16 | 27 1 1 -
7 | Tanggungjawab. 15 |22 4 3 1
8 | Koordinasi 10 } 31 3 1 -
9 | Hubungan keria 6 26 7 6
10 | Inspirasi 20 |22 ] 3 -
i1 | Pujian 15 22| 7 1 )
12 4 Motivasi 18 {22 3 2 -
13 | Instruksi 5 135] 5 - )
14 | Standar perencanaan 6 30 3 6 -
15 | Pelaksanaan 7 |32 6 - i
16 | Pengukuran kinerja 7 33 4 1 -
17 | Tindakan perbatkan. 13 130} 2 - i

Sumber- Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau
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Tahun 2011

Ket:

SS = Sangat Setuju

S =Setuu

RR =RaguRagu

TS = Tidak Setuju

STS= Sangat Tidak Setuju
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Lampiran 8

ANALISIS IMPLEMENTASI
PENGELOLAAN FUNGSI MANAGEMEN
PEGAWAI KANTOR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

ANGKET
A. Petunjuk Pengisian Angket

1. Di bawah ini terdapat beberapa pemyataan yang terbagi kedalam bagian.

2. Tujuan dari pengisian kuesioner ini adalah unfuk melihat>bagaimana
implementasi pengelolaan staff pada Dinas Pemuda dan Olahraga
Propinsi Kepulauan Riau.

3. Penelitian ini tidak ada hubungan dengan kéhenaran dan kesalahan dari
suatu kebijakan atau mencari kesalahafi’keburukan seseorang atau
instansi terkait, melainkan dengan maksud ilmiah dalam rangka
penulisan Tesis Mahasiswa__ Erogram Pasca Sarjana Magister
Administrasi Publik UniverSitas Terbuka Jakarta Tahun 2010.

4. Jawaban yang anda bBerikan akan dijamin kerahasiaannya, begitu juga
dengan identitas afda:

5. Jawaban setiap(peryataan telah disediakan, Bapak / Ibu / Saundara /
tinggal memitih salah satu jawaban sesuai dengan kenyataan yang ada
dengan ‘memberi tanda “X” pada kolom yang ada, yaitu SS =Sangat
SetujuyS =Setuju, RR =Ragu-Ragu, TS =Tidak Setuju dan STS =Sangat
Tidak Setuju.

6 Bacalah setiap pernyataan sebaik-baiknya, jangan sampai ada yang
terlewatkan, tidak ada jawaban yang paling baik kecuali jawaban

saudara.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



B. Latar Belakang Responden

A. NamaLengkap ...

B. Dinas / INStANSL | oiooiiiimireevimemeiiinanaeianeeee

C. Jabatan
D. Alamat

E. Pendidikan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

. (Lingkari Jawaban)

SMP

SMA
Diploma
Sarjana (S1)
Strata 2 (52)
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C. Variabel Fungsi-Fungsi Managemen

Variable Dimensi Indikator Sumber
Data
1.1 Apakah ada prosedur
L J‘;,I:lahwai baku dalam rekrutmen }IEZSUba‘%vai
g8 pegawai? Pegd an,
2. Skill/ 12 Apakah ota Daftar
Keterampilan cterampiian pegawat
Perencanaan Pecawai yang dibutuhkan dalan|
g merekrut pegawai?
1.3 Apakah Selamaini sfaj
3. Penempatan sudah di tempdtkan Sesu
staff dengan keahlian'masing
masing?
1. Visi Dan Misi | 1. Apakah anda memaham
ftujuan dan visi dan'misi dispora?
strategi
2.Apakah anda
2 Tu melaksanakan tugas
- UEAS sesuai dengan tupokst
masing-masing?
3.Apakah pimpinan anda
3, Wewenang mendelegasikan
Pengorganisa$ian wewenang kepada anda
4. Apakah anda turut
4, Tanggung bertanggung jawab atas
Jawab pekerjaan yang anda
lakukan?
5. Gars 5.Apakah setiap pekerjaan
koordinasi dikoordinasikan?
6.Apakah Hubungan kerja
6. Eul_)ungan dengan instansi lain
ena dibutuhkan?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Variable

Dimensi

Indikator

Sumber
Data

1.inspirasi

1.Apakah pimpinan
saudara sering
memberikan
inspirasi dalam
melaksanakan
pekerjaan?

Actuating/Motivating

2_semangat

2.Apakah pimpinan
saudara
membenkan
semangat dalam
melaksanakan
kegiatan?

3 Kegairahan
Kega

3. Apakah motivasi
pimpinan membuat
anda bergairah
dalam bekerja?

4 Instriksi

4 Apakah anda
menerima instruksi
sebelum
melaksanakan

pekerjaan?

Controlling

1.Penctapan
standar

1.Apakah setiap
melaksanakan
pekerjaan sesuai
dengan standar yang
telah ditetapkan?

2 Mengukur
pekerjaan

2.Apakah tahapan
pekerjaan sesuai

dengan rencana

3.Membandingkan

pengukuran
dengan standar

3.Apakah ada
perbedaan hasil
pengukuran (hasil)
pekerjaan dengan
rencana
sebelumnya?

4 Tindakan
perbaikan

4. Apakah pekerjaan
perlu tindakan
perbaikan ?

KolekstPerpustakean tUnive

rsitas Terbuka
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Bagian | : Planning/Perencanaan ( Dalam Pengelolaan Staff )

No Pemyataan ss S5 RR TS ST

1. Untuk merekrut pegawai harus berdasarkan standar
Operasional prosedur (SOP} yang baku.

2 Dalam standar rekrutmen pegawai tersebut harus me
muat daftar keterampilan dan keahlian yang dibutuh

kan.

3. Dalam penempatan staff harus berdasarkan bagrou
nd pendidikan.

Bagian 11 : Pengorganisasian

No Pemyataan s S RR TS SIS

1. Dalam perumusan visi dan miSi organisasi/tujuan dan

strategi organisasi scbaiknya merngikutsertakan se

mua pegawai/staff:

2. Dalam melaksanakan tugas/pekerjaan harus sesuai

dengan TUPOKSI masing-masing.

3 Untuk efisiensi dan efektivitas kerja, scorang pim

pinan bisa mendelegasikan wewenang hendaknya

disesuaikan dengan pengalaman, bakat, minat, penge

tahuan dan kepribadian masing-masing staff.

4. Sebagai seorang staff harus mampu mempertang

gung jawabkan semua pekerjaan yang didelegasikan

oleh pimpinan.

5 Dalam melaksanakan tugas scorang staff harus bisa
Koleksi Perpué’[‘&@%ﬁm@ﬂéﬂgiﬁ%ﬁa}@ ditentukan.
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6. Pengaturan hubungan kerja antara anggota organisasi

disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian [II. Penggerakkan/Motivasi

No Pernyataan s S RR TS SIS

1. Dalam memberdayakan staff seorang pimptinan seba
iknya mampu memberikan inspirasi kepada bawahan

2. Pujian dari atasan dapat memberikan semangat ker
ja bagi bawahan.

3. Motivasi dari pimpinan membuat bawahan menjadi

bergairah dalam bekenja.

4. Dalam menjalankan tugas harus mefmperhatikan dan

melaksanakan instruksi-instriksi dari pimpinan
Bagian IV. Controlling/Pengawasan

No Pernyataan S S RR TS SIS

1. Dalam penétapan standar/rencana awal suatu peker
jaan, seriua staff harus dilibatkan.

2. Tahapan pekerjaan/kegiatan harus sesuai dengan ren

cana yang ditetapkan.

3. Sebagai pelaksana suatu pekerjaan harus mampu

membandingkan hasil pengukuran pekerjaan atau ke

giatan dengan rencana yang telah ditetapkan sebe

lumnya.

4. Tindakan perbaikan/koreksi sangat dibutuhkan dalam

pengawasan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Lampiran 9

Hasil Wawancara Implementasi Fungsi Perencanaan
Wawancara yang dilakukan terhadap pimpinan sebagai Kepala Dinas
(kode A, tertanggal 3 November 2010), sebagai responden
menginformasikan bahwa:

“Sebelum pimpinan dapat mengorganisasi, mengarahkan atau
mengawasi, scbagal seorang yang berada pada level tertinggi dalam
organisasi pemerintahan, harus membuat rencana-réncana yang
memberikan gambaran tujuan dan arah organisasi... Penyusunan
perencanaan, perfu memutuskan apa yang harys ‘<hlakukan, kapan
dilaksanakan, bagaimana  melakukannya, dati” siapa  yang
melaksanakannya. Prosedur baku dalam Percnicanaan merekrut pegawai
yang baik  dapat dicapai dengan mempértimbangkan kondisi saat
sekarang dan kondisi yang akan datang schingga apapun yang akan
dilakukan harus sesuai dengan rencana ‘yang diputuskan sebelumnya”.

Pimpinan juga menginformasikan bahwa:

“Kebutuhan akan peréncanaan ada di semua tingkatan, dan pada
kenyataannya meningkal® -dimana tingkatan tersebut mempunyai
dampak potensial ferbesar terhadap sukses organisasi atau tingkatan
manajemen atas, Manajemen puncak cendrung mencurahkan sebagian
besar waktunya antuk rencana-rencana jangka panjang dan strategi-
strategi, organisasi. Pimpinan tingkat bawah merencanakan kegiatan-
kegiatan'\ bagi kelompok kerjanya untuk jangka pendek. Dalam
rekrutihen pegawai, daftar keterampilan pegawai sangat dibutuhkan
untuk pénempatan pegawai sesual dengan keahlian yang dibutuhkan”.

Informasi lain dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pimpinan
di tingkat provinsi (kode Q, tertanggal 6 November 2010) di ruangan kerja
yang bersangkutan, responden memberikan informasi yang menyatakan
bahwa:

“perencanaan adalah suatu proses yang tidak akan berakhir, bila
rencana tersebut telah ditetapkan; rencana tersebut  harus
diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan
pengawasan, fencana-rencana maungkin memerlukan modifikasi agar
tetap berguna. Perencanaan memerlukan revisi secara berulang-ulang
Kadang-kadang dapat kembahi menjadi faktor kunci pencapaian sukses
akhir. Perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas
agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat

Koleksi Perpustaﬂlggm iv%%z}?assartlérga ak penting perencanaan adalah pembuatan



41523

keputusan (decision making), proses pengembangan dan penyelekstan
sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu.
Keputusan-keputusan harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses
perencanaan. Prosedur baku, daftar keterampilan dan penempatan staf
pada posisi yang dibutuhkan sangat menentukan  untuk
mengimplementasikan fungsi perencanaan sumber daya manusia pada
suatu organisasi’ .

Wawancara juga dilakukan terhadap Pimpinan Tingkat Menengah,
dalam hal ini salah satu Kepala Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga
(Kode B.1, tertanggal 10 November 2010), dan responden ini merupakan
pimpinan sebagai unsur pelaksana dalam menjalankan, progran-program
yang ada dalam perencanaan. Responden ini memberikan beberapa
informasi bahwa:

“Pada umumnya semua kegiatan perepCanaan secara mendasar akan
melalui beberapa tahap kegiatan. Tahap pcrtama, menetapkan tujuan
atau serangkaian tujuan, Perencanaan dimulai dengan keputusan-
keputusan tentang keinginan atdu kebutuhan organisasi atau kelompok
kerja. Tanpa rumusan yang. jelds; organisasi akan menggunakan
sumberdaya-sumberdayanga $ecata tidak efektif Pada tahap kedua,
perlu merumuskan keadaan ‘saat ini, dan memahami bagaimana posisi
organisasi sckarang( apa ‘sasaran yang hendak dicapai, bagaimana
kondisi dan sitdasi ‘simberdaya-sumberdaya yang tersedia untuk
pencapaian tujuan? Tahapan ini sangat penting, karena tujuan dan
rencana metyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan
organisasi “saat” ini dianalisa, femcana dapat dirumuskan untuk
menggammbarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Pada tahap kedua ini
memerlukan banyak informasi terutama data keuangan dan data
statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisast. Pada
tahap ketiga, perlu mengidentifikasikan segala kemudahan dan
hambatan, segala kekuatan, kelemahan, kemudahan dan hambatan perlu
diidentifikasikan untuk mempermudah mengukur kemampuan
organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tugas seorang
pimpinan apakah pimpinan pada level atas dan menengah perlu
mengetahui faktor-faktor lingkungan intern dan- ekstern yang dapat
membantu organisasi mencapai tujuanya, atau yang mungkin
menimbulkan masalah. Proses ini sulit dilakukan, namun antisipasi
keadaan, masalah, kesempatan dan ancaman yang mungkin terjadi
diwaktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Pada
tahap ke empat, perlu memikirkan rencana pengembangan program dari
rencana yang telah ditetapkan yang nantinya dapat dijadikan rangkaian
kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan”.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Wawancara ini terus dikembangkan dalam menjaring data dan
informasi dari responden (Kode B.1), sebagai tahap terakhir dari proses
kegiatan diatas yang menyatakan bahwa:

“Dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif
kegiatan untuk pencapaian tujuan, dan penillaian alternatif-alternatif
tersebut tentu akan dapat menetapkan alternatif terbaik (paling
memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada”.

Hasil wawancara dengan pimpinan di Tingkat Propinsi, dalam hal ini
Sekretaris Daerah pada tingkat propinsi sebagai organisasi induk yang lebih
luas (Kode Q, tertanggal 15 November 2010), memberikan informasi yang
sangat berharga, Sekretaris Daerah mengatakan bahwa;

“Ada beberapa alasan perlunya perencanaan bagi organisasi apapun
namanya, terutama organisasi pemeriztaliang dalam penelitian ini adalah
Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi*Kepulauan Riau. Informasi dan
responden (Kode Q) menyatalan-bahwa para perencana tidak akan
dapat mengendaliken waktu. yang akan datang tetapi pimpinan
seharusnya sudah bisa mempetkirakan dan mengidentifikasi masalah —
masalah yang mungkin &kanmancul dikemudian han’.

Sekretaris Daerah sebagii reSponden (Kode Q) menekankan bahwa:

“Qalah satu/maksud utama perencanaan adalah melihat bahwa
program-programy’” dan  penemuan-pencmuan sekarang, dapat
diperguiiakan) untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan-
tujuan. diwaktu yang akan datang, yaitu meningkatkan pembuatan
keputisan yang lebih baik. Perencanaan organisasi harus aktif, dinamis,
berkesinambungan dan kreatif, agar manajemen tidak hanya akan
bereaksi terhadap lingkungannya, tetapi lebih menjadi peserta aktif
dalam mengelola sistem organisasi pemerintahan, dalam hal ini adalah
Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau™.

Berikutnya wawancara dengan seorang pimpinan yang menangani
semua kepegawaian di lingkungan pemerintahan di daerah, yakmi Kepala
Badan Kepegawaian Daerah (Kode Y, tertanggal 18 November 2010),

sebagai responden yang terpilih memberikan informasi yang akurat bahwa:

«Ada beberapa alasan yang sangat mendasar perlunya perencanaan
dalam merekrut pegawai yang mempunyai prosedur baku serta dafiar
keterampilan pegawai yang dibutuhkan untuk bisa ditempatkan pada
posisi sesuai dengan keahliannya. Beliau menyatakan bahwa
perencanaan dilakukan untuk mencapai ‘“Protective Benefits” yang

Koleksi Perpustaﬁ%lgﬁl%%?vg?gitggn‘ggrﬁ%n kemungkinan terjadinya salahan dalam

41523



pembuatan keputusan. Dan disamping itu juga periu adanya “Positive
Benefits” dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan
organisasi”.

Pada sisi lain responden (Kode Y) juga menambahkan informasi
bahwa:

« Perencanaan dalam suatu organisasi besar sekali manfaatnya, yakni
dapat membuat manajemen untuk menyesuaikan diri  dengan
perubahan-perubahan  lingkungan, ~membantu dalam  kristalisast
penyesuaian pada masalah-masalah utama, memungkinkan pimpinan
memahami keseluruhan gambaran operasi yang lebih jelas, membantu
penempatan tanggung jawab lebih tepat, memberikian -cara’ pemberian
perintah untuk beroperasi, memudabkan dalam melakukan koordinasi
diantara berbagai bagian organisasi, membuat-tijian lebih khusus,
terperinci dan lebih mudah dipahami, mendinimunkan pekerjaan yang
tidak pasti, serta menghemat waktu, upaya dan dana”.

Wawancara juga dilakukan pada salah,satu pegawai yang menduduki '

posisi pada manajemen Tingkat Menéngah, dalam hal ini salah satu kepala
bidang dalam Dinas Pemudd din Olahraga (Kode B.3, tertanggal 20
November 2010), menyatakarbahwa:

“Dari pengalamaiinya scbagai pelaksana yang secara aktif menjalankan
program dalain, perencanaan yang telah ditetapkan, perencanaan
tersebut puhyé, Kelemahan-kelemahan. Kelemahan tersebut sangat
dirasakan, dalam perencanaan, mungkin berlebiban pada kontribusi
nyata, dan toalahan perencanaan cendning menunda kegiatan”.

Ia jugasmenambahkan beberapa informasi penting, dimana kadang-kadang
hasil yang terbaik, didapatkan dari penyelesaian siatnasi individual serta
penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi, malahan ada
rencana-rencana yang dilaksanakan dengan cara yang tidak konsisten. Oleh
karena itu responden (Kode B.3) berpendapat bahwa:

“Meskipun perencanaan mempunyai kelemehan-kelemahan, akan tetapi
secara positif manfaat-manfaat yang didapat dari perencanaan jauh
lebih banyak, oleh karena itu perlu dipahami suatu semboyan yang
punya makna bagi seorang pimpinan organisasi pemerintahan, yakni
Rencanakan apa yang akan dilakukan, dan lakukan apa yang telah
direncanakan™.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Lampiran 10

Hasil Wawancara Implementasi Fungsi Pengorganisasian

Penggalian informasi berkenaan dengan fungsi pengorganisasian,
wawancara dilakukan terhadap Pimpinan Dinas pemuda dan Olahraga
Propinsi Kepulauan Riau (Kode A, tertanggal 25 November 2010) di ruang
kerjanya, memberi informasi bahwa

“Pada hakekatnya pengorganisasian (organizing) meérupakan proses
penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan hijuan organisasi,
sumberdaya-sumberdaya yang dimilikinya serta lingkungan yang
melingkupinya. Aspek utama proses penyusinan struktur organisasi
adalah Departementalisasi dan pembagia kerjd.” Departementalisasi
merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu Organisasi
agar kegiatan-kegiatan yang sejenis didn saling berhubungan dapat
bekerjasama dengan baik. Pembagian kerja akan tercermin pada
struktur organisasi. Pimpinan(pada -Organisasi pemerintahan pada
umumnya hanya menjalankan, stroktur organisasi yang sudah ada.
Struktur organisasi telah/bakd dan telah ditetapkan oleh pemerintah
daerah yang disesuaikardenigan situasi dan kondisi daerah pada waktu
kini dan waktu yang akan datang. Pimpinan pada organisasi saat ini
hanya melaksanakan 4pa yang telah ditetapkan, disamping mengatur
pengorganisasiannya sampai pada pembagian kerja bagi sumberdaya
yang ada yang/dialokasikan pada berbagai bagian atau bidang
sebagaimana-gambaran struktur organisasi pada Dinas Pemuda dan
Olahraga\ i/ Dalam perumusan visi dan misi organisasi seorang
pimpinan sebaiknya mengikutsertakan staf schinngga staf mengetahut
tupoksinya masing-masing. Demi efisiensi dan efektitas kerja dalam
suatu  organisasi, pendelegasian wewenang, tanggungjawab, serta
koordinasi antar bidang harus dijaga dengan sebaik mungkin”.

Penggalian informasi yang lebih detail, wawancara dilakukan pada
salah satu kepala bidang lainnya di dalam struktur organisasi Dinas Pemuda
dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau (Kode B 2, tertanggal 28 November
2010) bertempat di kediamannya, responden ini lebih menekankan pada
aspek pembagian kerja bagi individual yang duduk dalam struktur
organisasi. Pendapat dari responden ini menyatakan bahwa :

“Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu
dalam organisasi, bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan
kegiatan yang terbatas. Responden berpendapat bahwa pembagian kerja

Koleksi Perpustgﬁgénpﬁ‘%vg}%ﬁta%wﬁer%%gaom organisasi merupakan  dasar proses
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pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara efisien dan efektif”

Pemikiran responden lainnya (Kode C.1, yang diwawancarai tertanggal
30 November 2010), responden ini berpendapat bahwa:

“Istilah pengorganisasian mempunyai bermacam-macam pengertian.
Istilah tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan cara manajemen
merancang struktur formal untuk memanfaatkan sumber daya manusia
secara efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan — kegitatan
yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian lain juga diungkapkan
responden yakni bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatan-
kegiatannya, dimana setiap pengelompokan diikuti dengan penugasan
seorang pimpinan atau dalam objek penelitian ini disébut-dengan kepala
bidang atau juga kepala sub-bagian, dan diberi ‘wewenang untuk
mengawasi anggota-anggota kelompok atau stafnya™

Peneliti juga mencoba menggali informasi fnelalui wawancara dengan
responden di luar dari organisasi inti, tetapi ada kaitan atau hubungan kena
secara harizontal (Kode Y2, tertanggal.2 Desember 2010), dan responden
ini menjelaskan bahwa:

“Ada lagi pengertian lain ‘yang digunakan, dan umumnya oleh para
pakar manajemen (yang ~imenyatakan suatu gambaran hubungan—
hubungan antara fisfigsi-fungs, jabatan-jabatan, tugas-tugas para
karyawan, seria cara/para manajer membagi lebih lanjut tugas-tugas
yang harus dilaksanakan dalam bidang mereka, dan mendelegasikan
wewenang “yang diperiukan untuk mengerjakan tugas tersebut.
Respenden berkesimpulan bahwa pengorganisasian merupakan suatu
proses untuk merancang struktur formal, mengelompokan dan mengatur
sefta/membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota
organisasi, agar misi dan visi orgamisasi dapat dicapai dengan efisien.
Proses pengorganisasian dapat ditunjukkan dengan perincian seluruh
pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi”.

Wawancara dengan kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kode A,
tertanggal 5 Desember 2010), responden ini menambahkan:

“pgmbagian beban kerja para staf atau anggota organisasi. Bagi
pemikiran respon, pembagian beban pekerjaan menjadi kegiatan-
kegiatan yang secara logika dapat dilaksanakan oleh satu orang.
Pembagian kerja sebaiknya tidak terlalu berat, dan jangan pula terlalu
ringan, sehingga berpeluang adanya waktu menganggur, tidak efisien
dan hal ini akan terjadi pengeluaran biaya yang tidak perlu. Oleh karena
itn, maka langkah terakhir adalah pengadaan dan pengembangan suatu
mekanisme, untuk mengkoordinasikan pekerjaan  para anggota
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pengkoordinasian ini, akan membuat para staf atau anggota organisasi
menjaga perhatiannya pada tujuan organisasi dan mengurangi ketidak
efisienan dan konflik-konflik yang merusak”.

Peneliti melanjutkan kegiatan mencari data dan informasi berkenaan
dengan struktur organisasi dalam proses pengorganisasian. Wawancara
dilakukan pada responden sebagai pimpinan pada level tertinggi, yakni
Sekretaris Dacrah pada organisasi yang lebih besar di tingkat propinsi (kode
Q, tertanggal 8 Desember 2010), dan responden ini menjelaskan bahwa:

“Sisi lain yang menentukan rancangan struktur orgalisasi adalah

teknologi yang digunakan. Perbedaan tekhnologi yang digunakan dalam
mengimplementasikan sistem manajemen akan membedakan bentuk
struktur organisasi. Responden menekankan bahwa kemampuan dan
cara berfikir para staf atau anggota organisgsi, Sertakebutuhan mereka
untuk bekerjasama harus diperhatikap “dalam” merancang struktur
organisasi. Responden ini juga mengatdkan bahwa kebutuhan pimpinan
dalam pembuatan keputusan juga, akan mempengaruhi  saluran
kcmunikasi, wewenang dan hubungan diantara satuan-satuan kerja pada
rancangan struktur organisasi. Pefidapat ataupun ide orang-orang diluar
organisasi yang memiliki pengetahuan dan ahli dalam manajemen dan
organisasi sangat perli dipértimbangkan terutama dalam mencari
masukan atau input dalam peiyusunan struktur organisast”.

Secara eksternah/peneliti juga mencari tahu informasi melalm
wawancara pada Glmuan di Perguruan Tinggi, terutama para pakar
manajemen ‘dan organisasi, wawancara dilakukan pada salah seorang Dosen
pada Perguruan Tinggi di lokasi penelitian (kode Z, tertanggal 15 Desember
2010), dan'responden ini menjelaskan bahwa:

“ Besarnya organisasi secara keseluruhan, maupun satuan-satuan
seperti Dinas Pemuda dan Olahraga yang nantinya akan dapat
menunjukkan jumiah karyawan yang dibutuhkan dalam suatu kelompok
kerja”. kerjanya akan sangat mempengaruhi struktur organisasi.
Semakin besar ukuran organisasi, struktur organisasi akan semakin
kompieks, dan harus dipilih bentuk struktur yang tepat yang sesual
dengan kondisi dan kebutuhan di dacrah.Unsur-unsur struktur
organisasi terdini dari spesialisasi kegiatan, berkenaan dengan
spesifikasi tugas-tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi
(pembagian kerja). Penyatuan tugas-tugas tersebut menjadi satuan-
satuan kerja (Bidang atau sub-bagian) yang mempunyai standardisasi
kegiatan yang merupakan prosedur-prosedur digunakan organisaasi
untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang direncanakan.
Wawancara ini menemukan suatu inti penting yang perlu
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keseluruhan memerlukan koordinasi kegiatan yang menunjukkan
prosedur-prosedur yang mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan-satuan
kerja dalam organisasi pemerintahan”.

Wawancara dengan praktisi (kode Z, tertanggal 16 Desember 2010),
dari hasil penjaringan data dan informasi, bagi responden menyatakan
bahwa:

“Konsep ini discbut juga dengan istilah ‘sinergy’, yang dasar
implementasi pengorganisasiannya adalah prinsip pembagian kerja
(divition of labour), yang memungkinkan sinergy kerja
terjadi Responden ini menjelaskan bahwa adanya konsekwensi pada
perilaku pegawai, sehubungan dengan pembagian Kerja~dalam proses
pengorganisasian yang monoton akan menyebabkan pegawati
kehilangan motivasi kerja yang pada <akhiriya menimbulkan
ketidakefisienan”.

Wawancara dengan pimpinan orgastisasi,/dalam hal ini Kepala Dinas
Pemuda dan Olahraga Propinsi Kepulaudn Riau (kode A, tanggal 18
Desember 2010), responden menyatakan bahwa:

“Dalam  proses pefbgorganisasian,  struktur organisasi  akan
menggambarkan bagan * Organisasi (organization chart), untuk
menunjukkan strikiur~brganisasi. Bagan organisasi memperlihatkan
susunan fungSi-fungsi, departemen-departen, bidang-bidang, sub-
bagian, atau'pOsisi-posisi organisasi, dan juga menunjukkan bagaimana
hubungan,_“antar bidang. Satuan-satuan organisasi yang terpisah
biasanya\digambarkan dalam bentuk kotak-kotak dihubungkan satu
dengan\yang lain dengan garis yang menunjukkan rantai perintah dan
jalur komunikasi formal”.

Analisa dalam proses pengorganisasian, struktur organisasi memuliki
bagan organisasi, yang memiliki beberapa aspek utama yang perlu
dipahami. Peneliti kembali mewawancarai seorang ilmuan dari perguruan
tinggi setempat (kode Z, tanggal 20 Desember 2010). Responden ini pada
awalnya menjelaskan tentang:

“Pembagian kerja dalam bagan organisasi. Setiap kotak menunjukkan
individu atau satuan organisasi mana yang bertanggung jawab untuk
kegiatan organisasi tertentu, dan tingkat spesialisasi yang digunakan.
Pimpinan dan bawahan mempunyai rantai perintah, yang menunjukkan
hubungan wewenang dan tanggung jawab yang menghubungkan atasan
dan bawahan dalam keseluruhan organisasi. Aliran ini dimulai dan
jenjang organisasi yang tertinggi sampai pada karyawan yang terendah
Koleksi Perpustaledam OrgonisashsRRSpoOUREN juga menjelaskan bahwa setiap anggota
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organisasi atau karyawan, mempunyai suatu kaitan dengan pimpinan
tertinggi dalam organisasi. Prinsip kesatuan perintah harus jelas, setiap
karyawan menerima tugas dan pelimpahan wewenang hanya dari
seorang pimpinan dan melaporkan pertanggung jawaban juga hanya
kepada seorang pimpinan”.

Wawancara dengan kepala bidang (kode B.3, tanggal 22 Desember
2010), tentang proses pengorganisasian,responden manyatakan bahwa:

“Struktur organisasi dan bagan organisasi, adanya pengelompokan
segmen-segmen pekerjaan. Keseluruhan bagan menunjukkan alasan
dasar mengapa kegiatan-kegiatan organisasi dibagi, apakah didasarkan
pada fungsional, divisional atau lainnya (departernentalisasi).
Responden juga menjelaskan bahwa peningkatan fnanajemen dalam
suatu bagan organisasi, tidak hanya menunjukkan pimpinan dan
bawahan, tetapi juga keseluruban hirarhi {nanajemen. Responden
menginformasikan seberapa luas tingkat spesialisasi kerja dalam
organisasi, dapat diperkirakan dengan iembaca label-label yang
memunjukkan pekerjaan-pekerjaan yarg berbeda, dan bagaimana tugas-
tugas dikelompokkan. Garis menubjukkan rantai perintah yang
merupakan aspek kunci koordinasi-dalam setiap organisasi. Bagan juga
dapat menunjukkan besamya (siz€) dari organisasi, tetapi tanpa
informasi tambahan akan sfienimbalkan gambaran yang tidak jelas”.
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Lampiran 11

Hasil Wawancara Implementasi Fungsi Pengarahan dan Motivasi

Penelitian dilakukan dengan wawancara langsung pada pimpinan
organisasi dalam hal ini Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (kode A,
tanggal 24 Desember 2010 bertempat di ruang kerjanya) menyatakan
bahwa:

“Selaku pemimpin bertugas melakukan penarikan, penyeleksian,
pengembangan dan  pemanfaatan  sumberdaya manusia dalam
pencapaian visi dan misi organisasi. Tanpa orang-orang, yang cakap,
organisasi dan manajemen akan gagal mencapai visi dan misi tersebut.
Bagaimana pimpinan melaksanakan fungsi penyusunan personalia
secara efektif, akan menentukan kinerja selakuscorang pemimpin”.

Responden juga menambahkan bahwa:

“Penyusunan personalia merupakafi fungsi manajemen yang berupaya
mencmukan sumberdaya yang icpat dengan menempatkan
sumberdaya pada posisi yang t¢pat, disamping pemberian latihan, dan
pengembangan anggota organisasi. Dengan demikian sebagai seorang
pimpinan akan lebih \mudah dalam menentukan  kebutuhan
sumberdaya manusia_sekarang dan diwaktu yang akan datang, dan
mengevaluasi orang-orang dengan kemampuan potensial paling baik
untuk ditempatksa pada setiap posisi yang tergambar pada struktur
organisasi (Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau,
serta bagaifnatia pimpinan memberikan latihan agar mercka mampu
melakzanakan pekerjaan dengan efektif dan berkinerja tinggi”.

Penggalian informasi berkenaan dengan proses pengaturan dan
pengarahan sebagai salah satu fungsi manajemen, wawancara dilakukan
pada pimpinan yang bersifat eksternal, yang punya kaitan dengan organisasi
internal (kode Q, tertanggal 26 Desember 2010) memberikan informasi
yang sangat penting dan menyatakan bahwa:

“Kegiatan-kegiatan penyusunan personalia sangat erat hubungannya
dengan tugas-tugas kepemimpinan seperti motivasi dan komunikasi,
sehingga pembahasannya sering ditempatkan sebagai bagian dan
fungsi pengaturan dan pengarahan. Fungsi ini berhubungan erat
dengan fungsi  pengorganisasian, dimana dalam  proses
pengorganisasian, organisasi mempersiapkan “kendaraan”nya dan
pimpinan berkewajiban mempersiapkan personalia ibarat mengisi
“Pengemudinya” yang sesuai dengan formasi atau posisi yang ada.
Atas dasar ini tidak perlu menjadi perdebatan dikalangan para
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mempengaruhi satu dengan yang lain. Akhimya, fungsi penyusunan
personalia harus dilaksanakan oleh semua pimpinan organisasi baik
organisasi pemerintahan ataupun swasta serta organisasi besar
maupun kecil”.

Wawancara dengan pimpinan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi
Kepulauan Riau (kode Y, tanggal 27 Desember 2010), sebagai responden
yang terpilih juga menjelaskan bahwa:

“ Proses penyusunan personalia atau staffing proces, dapat dipandang
sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus menerus untuk
mmenjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi derigan orang-
orang yang tepat dalam posisi-posisi tepat pada waktu yang tepat.
Fungsi im dilaksanakan dalam dua tipe lingkungan“yang berbeda.
Pertama, lingkungan eksternal yang meliputi setarith faktor di luar
organisasi secara langsung atau tidak langsung mempengaruhinya.
Kedua, lingkungan internal yang terdiri dan tmsur-unsur organisasi.
Pada sisi lain, responden juga menambahkan bahwa suatu organisasi
tidak dapat menunggu untuk mendapatkan orang-orang yang cakap
untuk mengisi posisi atau formasi tertentu. Organaisasi harus berusaha
untuk merencanakan kebutuhan i’ masa yang akan datang dan
memutuskan di mana akan men€émukan orang-orang yang tepat untuk
memenuhi  kebutuhan—kebutuhan dimaksud. Imi  memerlukan
perencanaan persoralia’, yang mencakup semua kegiatan yang
dibutuhkan untuk-menyediakan tipe dan jumlah karyawan secara tepat
dalam pencapaianmisi dan visi organisasi.

Responden juga-menjeiaskan bahwa:

“ Ada dua perencanaan personalia yang harus diperhatikan. Pertama,
penentuan jabatan-jabatan yang harus diisi, kemampuan yang
dibututikan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan fersebut, dan
berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan. Kedua, pemahaman pasar
tenaga kerja, dimana karyawan potensial ada  dengan
mempertimbangkan kondisi permintaan dan penawaran karyawan”.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu kepala bidang
pada Dinas Pemuda dan Olahraga (kode B2, tanggal 28 Desember 2010)
bertempat di ruang kerja responden, dan menggaris bawahi, dimana:

“Penyusunan personalia organisasi sebaiknya di mulai dengan
penentuan  tujuan-tujuan dan rencana organisasi. Organisasi
menenfukan spesifikasi jabatan ‘Job Specifications’, jenis-jenis
jabatan yang akan dilaksanakan dan keterampilan-keterampilan yang
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan nanmtinya. Dengan
demikian, responden mengisyaratkan pimpinan organisasi perlu
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mengestimasi jumlah karyawan yang dibutubkan selama periode saat
ini dan dimasa yang akan dating”.

Responden menyatakan bahwa.

“Organisasi perlu mempertimbangkan ‘persediaan’ sumberdaya
manusia untuk melaksanakaan berbagai pekerjaan, dan diikuti dengan
estimasi jumlah orang yang harus ditarik serta kapan mereka akan
mulai diberdayakan. Responden mengatakan berbagai jenis program
kegiatan bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan harus ditetapkan
dengan jelas. Informasi yang di dapat dari wawancara tersebut
menjelaskan bahwa melalui penggunaan suatu proses yang disebut
analisa jabatan (job analysis) dapat menentukan keterampilan-
keterampilan, tanggung jawab, pengetahuan, wewenang, lingkungan
dan antar hubungan yang terlibat dalam setiap jabatan, Hasil analisa
jabatan ini, oleh para ilmuan sering menyebut dengan istilah desknpst
jabatan dan spesifikasi jabatan”.

Melanjutkan pencarian data dan infopiasi melalui penelitian int,
wawancara dengan pimpinan pada level tertinggi di Tingkat Propinsi (kode
Q, tertanggal 29 Desember 2010), dan résponden ini memberikan informasi
yang lebih detail mengenai pibses melaksanakan dan mengarahkan
sumberdaya manusia yang diberdayakan dalam organisasi pemerintahan,
lebih menekankan pada ‘aspek motivasi. Responden juga mengatakan
bahwa:

“Kemampuat ~ pimpinan untuk memotivasi, mempengaruhi,
mengarabkan~ dan berkomunikasi dengan para bawahannya akan
menenkan efektivitas kepemimpinan dalam mewujudkan visi dan
misi_erganisasi. Pengarahan dan pengembangan organisasi dimulai dari
motivasi, karena para pimpinan tidak dapat mengarahkan kecuali
bawahan di motivasi untuk bersedia mengikutinya”.

“Disamping ity bagi responden, motivasi merupakan kegiatan yang
mengakibatkan, menyatukan, dan memelihara perilaku manusia.
Motivasi ini merupakan subjek yang penting bagi pimpinan, karena
menurut definisi pimpinan harus bekerja dengan dan melalui orang iain,
Pimpinan perlu memahami orang-orang berperilaku tertentu, agar dapat
mempengaruhinya untuk bekerja sesuai dengan yang di inginkan
organisasi. Motivasi adalah subjek yang membingungkan, karena
motivasi tidak dapat diamati atau diukur secara langsung, namun harus
disimpulkan dari perilaku orang yang tampak. Oleh karena itu
responden menyimpulkan bahwa motivasi bukan banya satu-satunya
faktor yang mrmpengaruhi kinerja seseorang, melainkan ada dua faktor
lainnya yang terlibat, antara lain kemampuan individu dan pemahaman
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tentang perilaku yang dipekerjakan untuk mencapai prestasi yang tinggi
atau disebut persepsi peranan’.

Seorang pimpinan organisasi harus lebih banyak membangun
komunikasi dengan bawahannya, wawancara terus dilakukan pada
responden ini dalam menggali informasi (kode A, tanggal 30 Desember
2010) dia mengatakan :

“Berkenaan dengan motivasi, kemampuan, dan persepsi yang
peranannya saling berhubungan. Jadi bila salah satu faktor rendah,
maka tingkat prestasi akan rendah, walaupuin faktor-faktor lainnya
tinggi.Seorang pimpinan harus mampu memberikan motivasi; inspirasi
dan semangat kepada bawahannya schingga instruksi=instruksi yang
diberikan bisa dilaksanakan dengan baik. Banyak  istilah yang
digunakan para ahli untuk menyebut motivasi((mafivation) atau motif,
antara lain kebutuhan (need), desakan (17ge), keinginan (wish), dan
dorongan (drive). Dalam hal ini akan digunakan istilah motivasi yang
diartikan sebagai perilaku sescorafig (yahg mendorong keinginan
individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai
visi dan misi”.

Wawancara dengan pimpifian tingkat bawah, sebagai kepala sub-bagian
dalam organisasi (kode/C.Iy tanggal 3 Januari 2011), responden imi
mengatakan bahwa:

“Motivasi yang add pada sescorang merupakan kekuatan pendorong
yang akan.mewujudkan suatu perilaku guna mencapai tujuan untuk
kepuasan dirinya. Dan juga mengembangkan berbagai teori dan konsep
yang berkenaan dengan koordinasi dan rentang manajemen’.

Disaniping itu responden juga menambahkan bahwa:

“Bila kegiatan-kegiatan dibagi dan di tetapkan pada masing-masing
bagian, maka pimpinan perlu mengatur dan mengkoordinasikan
masing-masing kegiatan-kegiatan itu untuk mencapai misi dan visi
organisasi’.

Setelah dibandingkan dengan informasi yang didapat dari wawancara
dengan ilmuan dari Perguruan Tinggi setempat (kode Z, tanggal 5 Januar

2011), menyatakan bahwa:

“Untuk pencapaian koordinasi yang efektif perlu adanya komunikasi
antara pimpinan dan bawahan, karena komunikasi adalah kunci
koordinasi yang cfektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada
perolehan, penyebaran dan pemprosesan informasi. Semakin besar
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informasi. Untuk alasan ini, koordinasi pada dasarnya merupakan tugas
pemprosesan informasi”.
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Lampiran 12

Hasil Wawancara Implementasi Fungsi Pengawasan

Berkenaan dengan fungsi pengawasan ini, peneliti melakukan
wawancara dengan pimpinan organisasi, dalam hal ini Kepala Dinas
langsung di ruangan kerjanya (kode A, tanggal 7 Januari 2011), responden
ini menjelaskan bahwa:

“Pengawasan merupakan prospek untuk /menjamin’ bahwa tujuan-
tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-
cara membusat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan yang
direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang
sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Seperti-terlihat dalam
kenyataan, dimana langkah awal proses pengawasan sebenarnya adalah
langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran
pelaksanaan suatu kegiatan. Karena kadangsadang sulit untuk
membedakan antara rencana, standar atay pengawasar. Maka dan ita
kita periu memahami terlebih dahiilu{pengertian-pengertian tujuan,
sasaran, prosedur, dan sebagainya. karena fungsi pengawasan juga
berhubungan erat dengan fungsi-fungsi manajerial lainnya, seperti yang
pernah dijelaskan sebelumnya™.

Pada sisi lain, responden juga menambahkan bahwa:

“Pengawasan _/membaitu penilaian,  apakah  perencanaan,
pengorganisasiaf,{ penyusunan personalia, dan pengarahan telah
dilaksanakan sécars efektif, Dan fungsi pengawasan itu sendiri, harus
diawasi..‘Sebagai contoh misalnya pada kantor Dinas Pemuda dan
Olahraga, ‘apakah laporan-laporan pengawasan akurat?. Apakah sistem
pengawasan memberikan informasi yang tepat pada waktunya?.
Apakah” kegiatan diukur dengan interval frekwensi waktu yang
mencukupi?. Semuanya ini merupakan aspek pengawasan pada fungsi
pengawasan’.

Dari hasil wawancara dengan pimpinan selaku kepala Dinas, beliau
berpendapat bahwa:

“Dari pengalamannya dalam menjalankan organisasi pemerintahan ini,
ada beberapa tipe pengawasan yang perlu dilakukan. Pertama, apa yang
disebut dengan pengawasan pendahuluan (¥ eed Forward control), atau
sering disebut dengan “Sterring Controls”, yang dirancang untuk
mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan
dari standar atau tujuan yang memungkinkan koreksi dibuat sebelum
suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Pendekatan pengawasan ini
lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan
mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi”.
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Wawancara dengan salah satu kepala bidang (kode B.2, tanggal 9
Januari 2011), berkenaan dengan fungsi pengawasan:

“ Pengawasan hanya akan efektf bila pimpinan mampu mendapatkan
informasi yang akurat, tepat pada waktunya, serta informasi berkenaan
dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan atan tentang
perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan. Kedua, pengawasan
yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan yang sering
disebut pengawasan ‘screning control’, yang umumnya dilakukan
selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan
proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur, harus disetujui
dahuly, atau sarat tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-
kegiatan bisa dilanjutkan, untuk lebih menjamin ketepatan pefaksanaan
suatu kegiatan, Ketiga, pengawasan wnpan balik “feedback control”.
Pengawsan ini juga dikenal sebagai “past-action control’.

Pengukuran hasil-hasil dari suatu kegiatan yang teélal disclesaikan, Sebab-
sebab penyimpangan dari rencana atau staridaf ditentukan, dan penemuan-
penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan
datang. Dari pengalaman pimpinan sitb-hagian organisasi pemerintahan ini,
beliau dapat menyimpulkan bahwa.

“Pengawasan ini bersitat historis, dimana pengukuran dilakukan
setelah kegiatan f€rjadi” Dengan demikian ketiga bentuk pengawasan
tersebut, sangat bérguna bagi manajemen. Hanya saja ada beberapa
faktor yang periu dipertimbangkan, disamping kegunaan-kegunaan dan
bentuk peiigawasan itu. Pertimbangan utama adalah bagaimana dengan
adanya “fungsi pengawasan, akan dapat menghemat pengeluaran
organisasl, juga banyak kegiatan yang tidak memungkinkan di monitor
séeard ~ferus menerus serta pengawasan yang berlebihan akan

menjadikan produktivitas sumberdaya manusia menjadi menurun”.

Berkenaan dengan fungsi pengawasan, peneliti juga mewawancarai
seorang ilmuan dari Perguruan Tinggi yang ada di Propinsi Kepulauan Riau
(kode Z, tanggal 11 Januari 2011), responden ini menyatakan bahwa:

“Fungsi pengawasan sangatiah penting terutama terhadap organisasi

pemerintahan, yang operasionalnya lebih banyak menggunakan dana

APBD dan APBN. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang membuat
pengawasan semakin diperiukan oleh organisasi ini, antara lain:

1) Perubahan lingkungan organisasi. Perubahan lingkungan organisast
akan tejadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti
munculnya inovasi, perubahan ilmu dan teknologi serta muncuinya
peraturan pemerintah yang baru.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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2) Melalui fungsi pengawasan pimpinan mendeteksi perubahan-
perubahan yang berpengaruh pada perencamaan yang gtelah
diprogramkan organisasi, sehingga organisasi harus mampu
menghadapi tantangan dari perubahan-perubahan yang terjadi.

3) Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi,
semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati.
Berbagai jenis sumberdaya harus diawasi untuk menjamin bahwa
kinerja dan profesionalistis tetap terjaga. semuanya ini memerjukan
pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.

4) Kesalahan dalam menjalankan program dart perencanaan yang telah
ditetapkan sudah pasti ada, namun kesalahan tidaklah terlalu vital
jika fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestiniys. Kebutuhan
manajer untuk mendelegasikan wewenang.

5) Bila pimpinan mendelegasikan wewenang képada bawahannya,
tanggung jawab atasan itu sendiri tidak bérkurang. Satu-satunya cara
pimpinan dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-
tugas  yang telah  dilimpahkan  kepadanya dengan
mengimplementasikan sisterfi_pengawasan tersebut. Tanpa sistem
terscbut, pimpinan tidak .akan dapat mengevaluasi  tugas
bawahannya.

Peneliti mencobd _membandingkan informasi berkenaan dengan
fungsi pengawasan, dan-wawancara dilakukan pada pimpinan yang secara
hirarki lebih tinggl Akode Y, tanggal 14 Januari 2011), dan beliau
mengatakan bahwa:

“Kata\ “peéngawasan” sering mempunyai konotasi yang tidak
menyénangkan, karena sclalu dianggap akan mengancam kebebasan
dan -otonomi pribadi. Pada hal organisasi sangat memerlukan fungst
pengawasan tersebut, untuk menjamin tercapainya visi dan misi
organisasi. Oleh karena itu, responden menggaris bawahi bahwa tugas
pimpinan adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan
organisasi dan kebebasan pribadi atau mencan tingkat pengawasan
yang tepat. Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan efek yang
negatif, seperti birokrasi, mematikan kreativitas dan sebagainya yang
akhimya merugikan organisasi itu sendiri. Begitu juga sebaliknya,
pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan
sumber daya dan membuat sulit pencapaian visi dan misi organisasi”.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Lampiran 13

Hasil Wawancara Faktor Pendukung dan Penghambat dalam
Implementasi Fungsi Manajemen

Faktor Pendukung
Peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan organisasi (kode A,
tanggal 15 Januari 2011), dan responden ini menjelaskan bahwa:

“Adanya peraturan pemerintah yang berhubungan (detigan disiplin
pegawai negeri dapat dikatakan sebagai faktor\peéndukung dalam
pelaksanaan fungsi manajemen. Pada sisi lain_pimpinan selaku kepala
dinas juga menambahkan bahwa loyalita$, vang  tinggi bawahan
terhadap pimpinan dalam menjalankan réda.organisasi, serta adanya
pola kepemimpinan yang terbuka’ sangat mendukung dalam
mewujudkan visi dan misi organisasi.pada Dinas Pemuda dan Olahraga
Propinsi Kepulauan Riau”.

Dalam menemukan informasi. lainnya berkenaan dengan faktor
pendukung dalam pelaksanaan fungsi manajemen, juga dilakukan
wawancara dengan salah'saty kepala bidang pada objek penelitian ini (kode
B.2, tanggal 17 Jantari 2011), beliau berpendapat bahwa:

“Dari pengalatiian empiris sebagai pegawai pada Dinas Pemuda dan
Olahraga\Propinsi Kepulavan Riau, pemahaman terhadap makna dan
visi @an-inisi organisasi oleh pegawai yang diberdayalaan, merupakan
modal *gtama yang dapat dijadikan faktor pendukung dalam
mengimplementasikan  fungsi manajemen  dalam  organisasi
pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh karena pola kepemimpinan
kepala dinas dalam menerapkan fungsi pengarahan (actuating) sangat
dirasakan manfaatnya olef staf yang ada. Dan bagi responden selaku
kepala bidang, karakteristik seperti ini merupakan faktor pendukung
dalam mempermudah dan memperlancar  tugas pimpinan dalam
mengimplementasikan fungsi manajerial dalam organisasi”.

Wawancara terhadap salah satu pegawai pada salah satu bidang dalam
struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga (kode C.3, tanggal 19
Januari 2011) di ruang kerja responden, mengatakan bahwa :

“Dari pengalamannya selaku spegawai, adanya kepercayaan yang
penuh dan pimpinan pada pegawai yang ada, dalam menjalankan
program kerja yang diberikan padanya, merupakan faktor pendukung
Koleksi dalam mengimplementasikan fungsi manajerial dalam menjalankan
oleksi Perpustakaanidniyaigitert areuskan oleh organisasi. Dalam hal ini pimpinan



yang ada memberikan tanggung jawab pekerjaan yang tidak setengah-
setengah. Dengan demikian selaku bawahan dalam bekepa lebih
memperhatikan kinerja yang baik dimata pimpinan yang ada dalam
organisasi pemerintahan”.

Selanjutnya wawancara dengan pimpinan yang lebih tinggi diluar
organisasi internal (kode Y, tanggal 20 Januari 2011), menjelaskan bahwa:

“Integritas antara pimpinan dan bawahan dimasing-masing bidang
sangat membantn  dalam  terciptanya  kerjasama dalam
mengimplementasikan fungsi manajerial pada organisasi Dinas Pemuda
dan Olahraga. Menurut responden, secara organisasi merupakan ‘7eam
Work' dalam mensukseskan tujuan organisasi yang\diingiikan. Oleh
karena itu team work bekerja secara profesional, dan, menjauhkan dari
suasana konflik dalam organisasi. Pada sisi ain r¢sponden ini juga
menambahkan bahwa persaingan ataupun Komipetisi sesama pegawai
selalu akan muncul, namun kompetisi yang schat merupakan upaya
yang strategi bagi individual dalam memiperlihatkan kemampuan kerja
masing-masing individual, dan ini merupakan sesuatu yang wajar dalam
organisasi pemenntahan”.

Faktor Penghambat

Dalam menggali ififormasi berkenaan dengan faktor penghambat
jalannya organisasi‘ dalam pencapaian tujuan organisasi, dilakukan
wawancara dengat( pimpinan selaku kepala Dinas (kode A, tanggal 22
Januari 2014, pittipinan mengatakan bahwa:

“Dalarn meéngimplementasikan fungsi manajerial organisasi, salah satu
yang 'menjadi kendala adalah spesifikasi pendidikan para anggota
organisasi. Dari pengalaman memimpin organisasi pemerintahan ini,
secara relative, spesifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan jabatan
ataupun pekerjaan yang dibebankan padanya. Namun demikian, dalam
jangka waktu yang lama, oleh karena para anggota menjiwai pekerjaan
dan tanggung jawab yang diberikan padanya, para pegawai mampu
mengikuti dengan memperlihatkan kinerja yang baik dimata pimpinan.
Secara jujur dapat dievaluasi, tahap demi tahap, semua program kerja
dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
pada  sisi lain  pimpinan  mengalami  kendala dalam
mengimplementasikan  fungsi  manajerial organisasi ini, adalah
keterbatasan sumberdaya yang dimiliki organisasi. Keterbatasan ini
baik berkenaan dengan sumberdaya manusia yang ada, disamping
sumberdaya finansial berupa anggaran yang dialokasikan untuk Dinas
Pemuda dan Olahraga Propinsi Kepulauan Riau. Anggaran APBD dan
bantuan Pusat sangat terbatas, sehingga pimpinan mau tidak mau dalam
nyusunan perencanaan cendrung menyesuaikan dengan alokasi dana

. penyusunz
Koleksi Perpustaggnibiniaisilaad anowkerganisasi ini”.
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Wawancara selanjumya dilakukan pada salah satu pimpinan bidang
dalam struktur organisasi (kode B.1, tanggal 24 Januari 2011), menyatakan
bahwa:

“Dari pengamatan dan pengalamannya dapat diketahui kendala yang
dihadapi pimpinan adalah dalam merekrut tenaga atau pegawai untuk
mengisi struktur organisasi relatif kurang sesuai dengan kebutuhan
yang diharapkan. Dalam hal ini pimpinan tidak dapat merekrut
sumberdaya manusia secara langsung, baik dalam mencari calon dan
menyeleksinya. Dalam organisasi pemerintahan di tingkat propinsi,
berdasarkan peraturan pemerintah yang ada, usaha, pengadaan atau
menyeleksi calon yang diperlukan, sudah ada badan.khusus yang
dibentuk untuk mengaturnya. Dalam hal ini, kepala” dinas hanya
mene’rima bersih calon yang didapat yang ditémpatkan pada organisasi
yang dipimpinnya’.

Wawancara selanjutnya kembali pada\pimpinan organisasi (kode A,
tanggal 25 Januar 2011), menjelaskan bahwa’

“Kendala utama yang sangat prinsipil adalah mutasi pimpinan atau
kepala dinas. Hal ini seberigrnya berpengaruh secara tidak langsung
terhadap pelaksanaan\pericapaian tujuan organisasi. Setiap pimpinan
memiliki pola atau tipe kepemimpinan yang tidak sama. Oleh karena
itu, dari pengaldiban-ifii, para staf sampai pada pimpinan bidang dan
sub-bidang _perld_beradaptasi dengan pimpinan yang baru. Dan 1ni
perlu dipértitbangkan, bahwa indikator seperti ini dapat menjadi
kendala™~._dari  penghambat  suksesnya  pimpinan  dalam
mengimplementasikan fungsi manajerial organisasi”.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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